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MOTTO

فاَصْبرِْ  إنَِّ  وَعْدَ   ِ اللهَّ حَقٌّ   ◌ۖ وَلاَ  یسَْتخَِفَّنَّكَ  الَّذِینَ  لاَ  یوُقنِوُنَ 

“So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth” – Quran 30:60

“Bersabarlah. Sesungguhnya, janji Allah itu nyata” – Quran 30:60
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ABSTRAK

Gina Prameswari. 6661122033. Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten
Tahun Anggaran 2015. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Pembimbing I : Maulana Yusuf, M.Si dan Pembimbing II : Riny Handayani,
S.Si., M.Si.

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya masalah, yaitu: Belum
maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal, belum maksimalnya
pembangunan sarana dan prasarana desa, kurangnya pemahaman aparatur desa
mengenai Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Dana
Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran
2015. Penelitian ini menggunakan teori Fungsi-Fungsi Manajemen dari Luther
Gullick dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi, sementara analisis yang digunakan adalah model Miles &
Huberman. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di
Desa Pejaten tahun anggaran 2015 sudah cukup baik, namun ada beberapa
kekurangan  yakni adanya bagian perencanaan penggunaan Dana Desa yang
belum berjalan dengan baik sehingga terdapat beberapa program yang belum
terealisasikan hingga saat yakni belum dibangunnya sanitasi lingkungan serta
belum dibangunnya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di wilayah desa
Pejaten dan juga adanya kekurangan di aspek perekrutan pegawai desa dimana
pegawai desa yang direkrut merupakan orang-orang terdekat dari Kepala Desa.
Saran yang dapat diberikan adalah bekerjasama dengan pihak swasta agar dapat
melaksanakan program yang belum terealisasikan dan juga perekrutan pegawai
dilakukan secara lebih terbuka dan merekrut pegawai yang sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

Kata Kunci: Dana, Desa, Pengelolaan.
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ABSTRACT

Gina Prameswari. 6661122033. Management of Rural Fund in the Pejaten of
Serang District at 2015. Department of Public Administration. Faculty of Social
and Political Science. The 1st adviser: Maulana Yusuf, MSi. The 2nd adviser:
Riny Handayany, S.Si., M.Si.

The background of this research is the problem itself. The problem is the local
economics potential development, villages facility and infrastructure development
are not maximum yet and the lack of knowledge of the villages officials about the
village funds. This research aims to describe the management of Rural Fund in
the Pejaten of Serang District Fiscal at 2015. This research uses the Management
Functions theory by Luther Gullick and qualitative approach with descriptive
methods. The data collection techniques used in this research are interviews,
observation, and documentation, with Miles & Huberman analysist  model. The
results of this research is Implementation Fund Management Rural Pejaten Fiscal
at 2015 already pretty good, but there are some deficiency that is Planning
Division Rural Fund has not gone well so that there are some programs are not
yet realized there are environmental sanitation and temporary landfill
has not yet realized and also deficiency in recruitment rural officials. Suggestion
can be given is cooperating private parties that can be put into operation not yet
realized and also hiring operates more overt to public and recruit appropriate
with competence is possessed.

Keywords: Fund, Rural, Management.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banten merupakan salah satu provinsi yang terletak di wilayah paling 

barat Pulau Jawa. Mulanya Banten merupakan salah satu bagian dari Provinsi 

Jawa Barat, namun Banten menjadi wilayah pemekaran pada tahun 2000 sesuai 

dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi 

Banten. Banten resmi menjadi provinsi ke-28 di Indonesia pada 17 Oktober tahun 

2000.  

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tersebut disebutkan alasan 

mengapa Banten layak menjadi provinsi baru di Indonesia, yakni karena 

perkembangan dan kemajuan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandegelang, 

Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, 

serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan 

pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada 

masa yang akan datang. Dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, social budaya, social politik, jumlah penduduk, luas daerah dan 

pertimbangan lainnya maka disepakati perlunya pembentukan Provinsi Banten. 

Dengan pembentukan Provinsi Banten akan dapat mendorong peningkatan 

pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta 
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memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. 

Kehadiran otonomi daerah jelas saja menjadi angin segar bagi tiap-tiap 

daerah di Indonesia, sebab daerah-daerah tersebut memiliki hak dan wewenang 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah masih ada tugas-tugas pemerintahan yang tetap dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Sebabnya ialah, pertama ada tugas-tugas yang 

penyelenggaraannya lebih efektif kalau dilakukan secara sentral, dan kedua ialah 

masyarakat setempat diangggap belum cukup mampu untuk mengurus tugas-

tugas tertentu misalnya karena dalam masyarakat yang bersangkutan belum 

tersedia tenaga-tenaga yang kapabel, dan belum ada sumber-sumber keuangan 

yang cukup. Maka pada akhirnya otonomi tersebut berjalan sesuai kepada tingkat 

perkembangan serta kemampuan masyarakat daerah sendiri.    

Daerah otonom dapat dengan bebas menentukan sendiri kebijakan 

daerahnya. Namun ada beberapa kebijakan yang hanya dapat dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan yang tetap dilakukan oleh pemerintah 

pusat diantaranya ialah kebijakan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

peradilan, moneter, fiskal, dan agama. (Widjaja, 2008 : 51) 

Disamping menempatkan provinsi, kabupaten, dan kota sebagai sasaran 

pelaksanaan otonomi pemerintah juga memandang bahwa desa juga sudah 

seharusnya melaksanakan otomoninya sendiri. 
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Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur 

pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat 

menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, sedangkan 

sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat 

lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 

desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur 

kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan keadaaan seperti itu, maka keberadaan desa baik sebagai 

lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat 

menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa 

merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan 
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sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem 

kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi 

landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, 

dan pertahanan keamanan yang stabil serta dinamis. (Nurcholis, 2011 : 2) 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat melakukan berbagai upaya 

mendorong pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan pada pemerintahan 

desa yang telah dilakukan sejak Indonesia merdeka yaitu dengan lahirnya 

Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang No. 05 

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pembangunan nasional menempatkan desa sebagai salah satu sasaran dan 

menjadikan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan di 

daerah pedesaan. Keleluasaan untuk mengatur hal tersebut memposisikan 

pemerintahan desa memiliki kewenangan terarah dalam melakukan fungsi-fungsi 

pemerintahan yaitu fungsi pelayanan (public and civil service), pemberdayaan 

(enabling, protecting, and empowerring), dan pembangunan (development) sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan. Keleluasaan desa bisa didongkrak bila desa 

mempunyai sejumlah kewenangan yang diberikan pemerintah melalui skema 

desentralisasi politik. Untuk membangun desa, desentralisasi dan distribusi 

kewenangan harus didorong sampai ke level desa, tidak berhenti di level 

kabupaten atau kota. 
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Otonomi desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada 

hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, 

namun harus diselenggarakan dalam persektif administrasi modern. Maka desa 

sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa 

dapat diberikan penugasan dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah 

untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam 

pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan PP 

No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh system pemerintahan NKRI. 

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dalam otonomi desa, desa berhak, 

berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan menggurus rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 

Selain itu adapula kewenangan lain yang diberikan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah yakni desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal 

pertama kali dilaksanakan pada 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
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Pemerintah Daerah (PKPD). Hingga kini kedua regulasi tersebut sudah 

mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Kehadiran desentralisasi fiskal tentunya membuat desa memiliki banyak 

sumber pendapatan selain dari pedapatan asli desa karena desa diberi kewenangan 

untuk mengelola keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan 

kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk 

tata kelola keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Implementasi Undang-Undang 

tersebut sesuai dengan program pembangunan nasional yang tertuang di dalam 

RPJM Nasional 2015-2019 yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. (Sumber: 

http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya. Diakses pada 

tanggal 5 April 2016) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 pasal 72 Tentang Desa, saat ini 

desa-desa di Indonesia dapat mengelola sumber keuangannya sendiri secara 

mandiri, seperti Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer 

lainnya berupa Alokasi Dan Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.  

http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya
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Peneliti memutuskan untuk mengangkat tema Manajemen Dana Desa di 

desa Pejaten ialah karena didasari karena program Dana Desa merupakan 

program baru dari pemerintah pusat. Hal ini membuat desa yang dulunya 

terpinggirkan menjadi lebih diperhatikan karena anggaran yang besar langsung 

diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa guna pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program tersebut tentunya desa 

menjadi bisa lebih berkembang lagi sehingga kesan miskin, kumuh, dan 

terpinggirkan yang melekat pada desa dapat lepas dari pandangan masyarakat luas 

ke desa itu sendiri. Singkatnya saat ini desa dapat melepas label tersebut dan 

menggantinya dengan label yang berbau atau bernilai positif. Oleh sebab itu, 

peneliti ingin mengetahui sejauh mana program Dana Desa berjalan di desa 

Pejaten, seperti apa proses penggunaannya, dan dampak apa yang dirasakan 

masyarakat dengan adanya program Dana Desa tersebut. 

Berdasarkan observasi awal dimana peneliti melakukan wawancara secara 

tidak terstruktur kepada Kepala Desa dan pegawai kantor desa lainnya, maka 

peneliti menemukan beberapa masalah penting untuk mendukung penelitian ini, 

yaitu: 

Pertama, belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal. 

Dimana dalam Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 pada pasal 5 huruf c 

disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk 

pengembangan potensi ekonomi lokal, yang dimaksudkan dengan pengembangan 

potensi lokal antara lain ialah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik 



8 
 

Desa (BUMDes), pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, 

pembuatan pupuk dan pangan organik untuk perikanan serta pertanian, dan lain 

sebagainya. Kepala Desa Pejaten menyatakan bahwa Dana Desa di Pejaten hanya 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, yakni pembangunan paving 

blok di jalan desa tepatnya di lingkungan RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 5 desa 

Pejaten dan belum digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. 

(Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rofe‟i selaku Kepala Desa 

Pejaten di Kantor Kepala Desa Tanggal 23 Februari 2016). Akan tetapi Dana 

Desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan 

pemukiman. (Sumber: Data Rencana Anggaran Biaya Tahun 2015 yang diperoleh 

peneliti dari Sekertaris Desa Pejaten pada 23 Februari 2016 pukul 10.00 WIB). 

Hal ini didukung juga berdasarkan data Rencana Anggaran Biaya Pemerintah 

Desa Pejaten: 

Tabel 1.1 

Rancangan Anggaran Biaya 

Pemerintah Desa Pejaten 

Kecamatan Kramatwatu Tahun Anggaran 2015 

 

No Uraian Anggaran Ket 

1 Pavling Blok Lingkungan RW. 01 86,689,000 - 

2 Pavling Blok Lingkungan RW. 02 32,695,000 - 

3 Pavling Blok Lingkungan RW. 03 29,261,000 - 

4 Pavling Blok Lingkungan RW. 05 86,689,000 - 

(Sumber: Rencana Anggaran Biaya Desa Pejaten Tahun Anggaran 2015) 
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Kedua adalah belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana 

desa. Menurut Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Bab IV mengenai 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat disebutkan 

bahwa penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Salah 

satu pembangunan sarana dan prasarana desa, salah satu sarana dan prasarana desa 

yang disebutkan dalam Permendes tersebut ialah pembangunan dan pemeliharaan 

sanitasi lingkungan. Namun nyatanya dalam Rencana Anggaran Biaya Desa 

Pejaten Tahun 2015 penggunaan Dana Desa tidak digunakan untuk program 

pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, Dana Desa hanya digunakan 

untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Padahal nyatanya masih 

banyak masyarakat desa Pejaten yang belum memiliki sarana sanitasi yang 

memadai. Selain itu Dana Desa juga tidak digunakan untuk pembangunan TPS 

(Tempat Pembuangan Sementara) sehingga masyarakat desa masih membuang 

sampah-sampah rumah tangga ke wilayah kali Pejaten dan menyebabkan sanitasi 

di desa Pejaten menjadi semakin tidak layak. Berdasarkan wawancara dengan 

Bapak H. Ahmad Rofe‟i selaku Kepala Desa Pejaten. (Wawancara dilakukan pada 

tanggal 23 Februari 2016 pukul 14.00 WIB berlokasi di Kantor Desa Pejaten). 

Ketiga adalah kurangnya pemahaman aparatur desa akan program Dana 

Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Pejaten.Hal ini dibuktikan saat peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa pegawai kantor desa, dimana mereka 

kurang mengetahui dan memahami tentang Dana Desa. Mereka juga tidak 
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mengetahui dengan jelas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam 

pengelolaan Dana Desa. (Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada 

pegawai Desa Pejaten pada tanggal 23 Februari 2016 di Kantor Kepala Desa 

Pejaten) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan 

proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal. 

2. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana desa. 

3. Kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai Dana Desa. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas mengenai Manajemen Dana Desa di Desa 

Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan adalah Bagaimana Manajemen Dana Desa di Desa 

Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten 

Serang Tahun Anggaran 2015. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak 

yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun 

secara teoritis. 

Manfaat Praktis  

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu 

pengetahuan yang pernah diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi 

Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi atau bahan masukan berkaitan mengenai 

Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten 

Serang. 

 

 

 

 

 



12 
 

Manfaat Teoritis  

1. Pengembangan Ilmu Administrasi Negara  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan, yang 

dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang Manajemen Dana Desa 

di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. 

2. Penelitian Lebih lanjut 

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan refrensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang 

sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN ASUMSI DASAR 

PENELITIAN 

2.1 Landasan Teori 

Snelbecker (Moleong, 2005 : 57) mendefinisikan teori sebagai 

seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu yang mengikuti 

aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan data yang diamati 

dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena 

yang diamati. Snelbecker menyatakan ada empat fungsi teori yaitu : 1) 

mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, 2) menjadi pendorong untuk 

menyusun hipotesis  dan membimbing peneliti mencari jawaban, 3) membuat 

ramalan atas dasar penemuan, 4) menjelaskan pertanyaan mengapa. 

Dalam bagian ini dikemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang 

relevan. Disamping itu, dalam bagian ini juga dibahas secara sistematis hasil-

hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun 

teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya : konsep 

manajemen, konsep desa, konsep Dana Desa, dan konsep Alokasi Dana Desa. 

2.1.1 Konsep Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk 
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mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Hasibuan (2009:1), manajemen 

diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita:        

1. Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang 

terdiri dari men, money, methods, material, machines, and markets, disingkat 

dengan  6M dari semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen 

itu. 

2. Kenapa harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, terintegrasi, dan 

terkordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. 

3. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang 

kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua 

proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya. 

4. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan        

fungsi-fungsi manajemen (Perencaanan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan 

Pengendalian). 

5. Dimana harus diatur? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena 

organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan 

semua aktivitas proses manajemen alam mencapai tujuannya.     

 Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi 

hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin 

dicapai itu adalah pelayanan dan atau laba (profit). Walaupun manajemen dan 

organisasi hanya merupakan “alat” dan “wadah” saja, tetapi harus diatur dengan 

sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan organisasi ini baik maka tujuan 
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optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang 

dimiliki akan lebih bermanfaat. 

 Sebagai perbandingan lebih lanjut, berikut ini pendapat para ahli 

mengenai definisi manajemen. 

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (2011 : 2) manajemen adalah ilmu dan 

seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 Andrew F. Sikula (Hasibuan, 2011 : 2) menjelaskan bahwa manajemen 

pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi 

dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. 

 Harold Koontz dan Cyril O‟Donnel (Hasibuan, 2011 : 3) menyebutkan 

bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan 

orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah 

aktivitas orang lain yang meliputi perencaaan, pengorganisasian, penempatan, 

pengarahan, dan pengendalian. 

 James A. F Stoner dan Charles Wankel (1986 : 4) mendefinisikan 

manajemen sebagai berikut : 

“Management is the process of planning, organizing, leading, and 

controlling the efforts of organization members and of using all other 

organizational resources to achieve stated organizational goals.” 
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(Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasisan, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya 

tujuan organisasi. 

 

 Luther Gullick (Handoko, 2003 : 11) mendefinisikan manajemen sebagai 

suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami 

mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama ini lebih bermanfaat bagi 

kemanusiaan. Sedangkan Terry mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen  

adalah suatu pemilahan proses perencaaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2004 : 13) 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen 

 Untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan disusunlah suatu rangkaian 

kegiatan yang sistematis sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan operasional dari peran yang 

melekat padanya disebut dengan fungsi. Fungsi manajemen adalah segenap 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai 

(Salam, 2004 :14) 

 Robbins (2009 :10) menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 

kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan 

untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan dalam organisasi. Merencanakan 

berarti mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian 
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rencana untuk mengkoordinasikan sejumah kegiatan. Mengkoordinasikan berarti 

menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan siapa yang 

harus melakukannya. Memimpin dimaksudkan untuk mengarahkan dan 

memotivasi seluruh pihak yang terlibat dan menyelesaikan konflik. 

Mengendalikan berarti memantau kegiatan guna meyakinkan bahwa kegiatan 

tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan. 

 Farland (Salam, 2004 : 15) mengemukakan bahwa fungsi manajemen ada 

tiga yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu : 

1. Planning (Perencanaan) 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

3. Controlling (Pengawasan) 

 

 Terry (Hasibuan, 2011 : 38) mengatakan bahwa fungsi manajemen ada 

empat yang disingkat dengan akronim POAC, yaitu : 

1. Planning (Perencanaan) 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

3. Actuiting (Penggerakkan) 

4. Controlling (Pengawasan) 

 

 Siagian (Siagian, 2005 : 33) mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Penggerakkan 

4. Pengawasan 

5. Penilaian  
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 Menurut Luther Gullick (Handayaningrat, 2001 : 24) terdapat beberapa 

fungsi manajemen, yaitu : 

1. Planning (Perencanaan). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar 

untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan maksud atau tujuan dari suatu organisasi. 

2. Organizing (Pengorganisasian).  Menetapkan struktur formal daripada 

kewenagan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan 

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Staffing (Penyusunan Pegawai). Keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian 

sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi 

pekerjaan yang menyenangkan. 

4. Directing (Pengarahan) 

5. Coordinating (Koordinasi). Merupakan kewajiban yang penting untuk 

menghubungkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. 

6. Reporting (Pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab harus 

mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan 

maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi. 

7. Budgeting (Pembuatan Anggaran). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik 

bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan 

anggaran dan pengawasan anggaran. 

 

 Berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal peneliti di lapangan 

dan tema yang menjadi kajian peneliti serta hasil kajian pustaka mengenai konsep 

manajemen dari berbagai ahli, maka peneliti beranggapan teori fungsi manajemen 

yang dikemukakan oleh Gullick sangat cocok dengan tema yang peneliti bahas, 

dimana dalam fungsi manajemen tersebut membahas indikator-indikator yang 

sesuai dengan pengelolaan dana desa yang harus memuat masalah perencanaan, 

pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. 
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2.1.2 Konsep Desa 

 Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan 

masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul  

dan adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan 

nasional berada di kabupaten/kota. 

 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul 

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus 

memenuhi syarat: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat 

desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Desa yang kondisi masyarakat dan 

wilayahnya tidak sesuai dengan syarat tersebut dapat dihapuskan atau 

digabungkan. (Permendagri No. 72 Tahun 2005) 

 Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-

lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang 

dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun 

batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum 

tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan system 

kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti 

itu disebut mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang 

hanya masyarakat desa yang bersangkutan yang boleh mangatur dan mengurus 

urusannya. Orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur 
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mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut, hal yang seperti 

demikian disebut otonomi desa. (Nurcholis, 2011 : 19) 

 Pada awalnya rumah tangga desa sangatlah luas karena desa untuk 

pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk baik 

berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang relative bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi 

diatur oleh hukum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang 

tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan duniawi saja melainkan juga 

kepentingan rohani, tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan 

pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan 

penduduk perseorangan. (Soetardjo, 1984 : 282) 

 Undang-Undang 2014 Tentang Desa merupakan instrumen untuk 

membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan 

sejahtera. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa. Gagasan otonomi desa 

sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut: 

a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; 

b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan; 

c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; 

d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; 

e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal; 

f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; 

g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa 

untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; 

h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan 

pembangunan; 

i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah 

desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; 
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j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. (Modul 

Pelatihan Bagi Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan 

Desa) 

 

 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

berskala lokal diatur dan diurus langsung oleh desa. Pelaksanaan kewenangan 

yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus pula 

oleh desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa 

meliputi penyelenggaraan pemerintahaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

1. Kewenangan desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. Kewenangan lokal berskala desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

2. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari: 

a. Sistem organisasi masyarakat adat; 

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 

d. Pengelolaan tanah kas desa; dan 

e. Pengembangan peran masyarakat desa. 

 

3. Kewenangan lokal berskala desa terdiri atas: 

a. Pengelolaan tambatan perahu; 

b. Pengelolaan pasar desa; 

c. Pengelolaan tempat pemandian umum; 

d. Pengelolaan jaringan irigasi; 

e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa; 
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f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu; 

g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 

h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; 

i. Pengelolaan embung desa; 

j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan 

k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. 

 

 Soetardjo (1984,182-251) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli 

pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum 

adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala 

desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas 

sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai tugas sesuai 

dengan fungsinya. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan 

Dewan Morokaki; 

2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan desa; 

3. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi 

masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep 

kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematikanya 

4. Tanah komunal menjadipranata sosial yang sangat penting yang berfungsi 

mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat 

hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan; 

5. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi 

sebagai alas justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari sistem otonomi desa; 

6. Isi otonomi desa mencakup : 

a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah 

luar; 

b. Keamanan dan ketertiban/polisional; 

c. Peradilan; 

d. Pekerjaan umum; 

e. Upacara keagamaan; 

f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan. (Nurcholis, 2011 : 20) 

 

 Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa 

merupakan subyek hukum. Talizuduhu Ndraha (1991 : 7-8) menyebutkan bahwa 

desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat 
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melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat 

dilakukan antara lain : 

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap 

warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya; 

2. Menjalankan pemerintahan desa; 

3. Memilih kepala desa; 

4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri; 

5. Memiliki tanah sendiri; 

6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri; 

7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa); 

8. Menyelenggarakan gotong royong; 

9. Menyelenggarakan peradilan desa; 

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. (Nurcolis, 

2011 : 21) 

 

 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 94 menyebutkan bahwa 

bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan 

Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa 

(sekertaris desa, bendahara desa, kepala seksi, dan kepala dusun), sedangkan 

Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai Pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang 

dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat 

istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Untuk itu BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab 

kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 

(Widjaja, 2003 : 5) 

 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa 

kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 
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pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai 

wewenang: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD; 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa;  

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;  

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;  

5. Membina kehidupan masyarakat desa;  

6. Membina perekonomian desa;  

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;  

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan  

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

  

 Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa anggota BPD 

melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan 

dengan menjamin keterwakilan perempuan. Fungsi dari BPD ialah:  

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 3 

3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.  

 

 Selain itu PP No. 43 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa pemimpin dan 

anggota BPD memiliki hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan 

fungsi dan tunjangan lain dan biaya operasional sesuai dengan peraturan perudang-

undangan. BPD juga berhak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui 

pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan 

lapangan. 
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 Sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 

Pasal 72 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa meliputi: 

1. Pendapatan asli desa; 

2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara; 

3.  Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 

4.  Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota;  

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

 

 Sumber pendapatan desa sebagaimana yang telah disebutkan tersebut 

diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

yang setiap tahunnya diatur oleh Kepala Desa bersama dengan BPD yang 

kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan 

disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah 

Daerah, dan Pemerintah. 

  Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Transparan artinya dikelola secara terbuka dan diwujudkan dalam bentuk 

memudahkan akses publik terhadap informasi keuangan desa serta penyebartahuan 

informasi terkait pengelolaan keuangan desa; akuntabel artinya 

dipertanggungjawabkan secara legal dan diwujudkan dalam bentuk adanya laporan 
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pertanggungjawaban serta informasi kepada publik; partisipatif artinya melibatkan 

masyarakat dalam penyusunannya dan diwujudkan dalam bentuk membuka ruang 

bagi peran serta masyarakat; dan tertib dan disiplin anggaran yang artinya 

anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas 

penggunaanya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.  

  Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan 

yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem 

pengelolaan keuangan desa mengikuti system anggaran nasional dan daerah yaitu 

mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah 

desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili 

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena 

itu kepala desa memiliki kewenangan : 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 

d. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

 

 Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu 

oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa 

dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak selaku koordinator 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertangggungjawab kepada Kepala 

Desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan 

bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sekertaris desa memiliki tugas : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pengelolaan APBDesa; 

b. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang milik desa; 
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c. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

d. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan 

desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa. (Nurcholis, 2011 : 82-83) 

 

 Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa 

dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan 

peraturan desa. Penyelenggaran pemerintahan desa yang output-nya berupa 

pelayaan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun 

perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa 

inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. 

 Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan 

desa yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatan sudah ditentukan 

anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian 

pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warganya dalam tahun 

berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat 

dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan 

program kegiatan pelayanan publik.  

 Namun sebelum APBDesa dibentuk ada proses yang harus dilalui dulu 

oleh perangkat desa dan masyarakat desa, yakni pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan desa (musrenbangdes) yang pengaturan pelaksanaannya diatur 

dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan aturan teknisnya diatur oleh Permendagri No. 
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66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Permendagri ini membuat petunjuk 

teknis penyelenggaraan musrenbang untuk penyusunan Rencana Pemmbangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.  

 Pada pasal 78 ayat 92 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Pada tahap perencanaan, pasal 79 kemudian menjelaskan “pemerintah desa 

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan 

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota”. Lalu perencanaan apa 

saja yang masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa? Pasal 79 ayat 2 

kemudian menyebutkan ada dua yaitu: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun; 

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk 

jangka waktu satu tahun.  

 

 RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat 

visi dan misi kepala desa terpilih yang akan dituangkan menjadi visi dan misi desa, 

sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah 

kebijakan keuangan desa, dan kebijakan umum desa. Sementara RKP Desa 

merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dan 

dibedakan antara dua jenis kegiatan perencanaan, yakni: 
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1. Kegiatan yang akan didanai oleh APBDesa, terutama berdasarkan 

kewenangan lokal skala desa.  

2. Kegiatan yang tidak mampu dibiayai melalui APBDes dan bukan 

merupakan kewenangan lokal skala desa.  

 

RKP Desa membuat informasi prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan 

pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, 

dan/atau APBD Kabupaten/Kota. Dengan demikian RPJM Desa dan RKP Desa 

merupakan pra syarat dan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan 

APBDesa. 

Tabel 2.1 

Dua Jenis Perencanaan Desa 

Jenis 

Perencanaan 

Desa 

Nama Forum 

yang 

Membahasnya 

Nama Dokumen / 

Keputusan yang 

Dihasilkan 

Ditetapkan oleh 

Peraturan Hukum 

Perencanaan enam 

tahunan desa 

Musyawarah desa 

RPJM desa 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa) 

Peraturan Desa 

(Perdes) tentang 

RPJM Desa 

Perencanaan tahunan 

desa 

Musyawarah desa Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP 

Desa) 

Peraturan Desa 

(Perdes) tentang 

RKP Desa 

Sumber: Murtino dan Wulandari (2014) 
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 Setelah RPJM Desa dan RKP Desa dibentuk baru kemudian APBDes 

disusun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas :  

a. Pendapatan Desa 

 Pendapatan desa meliputi semua pemenerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas : 

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 

2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota; 

3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota; 

4. Alokasi Dana Desa (ADD); 

5. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota dan desa lainnya; 

6. Hibah; 

7. Sumbangan pihak ketiga. (Nurcholis, 2011 : 83) 

 

b. Belanja Desa 

 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas belanja langsung dan 

belanja tidak langsung. 

1. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 

modal. 

2. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja 

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, 

belanja tak terduga. (Nurcholis, 2011 : 84) 
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c. Pembiayaan Desa 

 Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri 

atas : 

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman. 

 

2. Pengeluaran pembiayaan mencakup : 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal desa; 

c. Pembayaran utang. (Nurcholis, 2011 : 84) 

 

1. Penyusunan Rancangan APBDesa 

  

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa 

merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa 

diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa, yang disebut 

rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). 

Setelah RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKP Desa adalah 
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rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program 

pembangunan dan pelayanan di desanya. 

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

berdasarkan RKP Desa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian 

kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas 

bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. 

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama 

sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan 

kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan 

evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil 

evaluasi melampaui batas waktu yang dimaksud, kepala desa dapat menetapkan 

rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. (Nurcholis, 

2011 : 84-85)  

2. Pelaksanaan APBDesa 

 Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus 

bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, 

pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa 

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam 

APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. 
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 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekertaris desa 

atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. 

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan 

desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat 

mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan 

Kepala Desa. 

 Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat 

mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan 

kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (Nurcholis, 2011 : 86) 

 Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan 

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada 

realisasi belanja; 

2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; 

3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

selesai. 

 

 Dana cadangan dibukukan dalam rekening sendiri atau disimpan pada kas 

desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak 
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dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam 

peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. (Nurcholis, 2011 : 87) 

3. Perubahan APBDesa 

 Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi : 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; 

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

c. Keadaan darurat; 

d. Keadaan luar biasa. 

 

 Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi 

bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan 

dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SilPA tahun 

sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa 

lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun berjalan : 1) pendanaan keadaan darurat; 2) pendanaan keadaan luar biasa. 

(Nurcholis, 2011 : 87) 

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

 Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus 

menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum 

dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. 

Penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan 

menggunakan : 
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1. Buku kas umum; 

2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; 

3. Buku kas harian pembantu 

 

 Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang 

menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan 

kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan : 

1. Buku kas umum; 

2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; 

3. Bukti penerimaan lainnya yang sah. 

 

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa 

wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada 

kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dokumen yang 

digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran 

meliputi : 

1. Buku kas umum; 

2. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; 

3. Buku kas harian pembantu. 

 

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan : 

1. Buku kas umum; 

2. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah; 

3. Bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas Negara. (Nurcholis, 2011 : 88) 
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5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 

 

 Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa 

tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada 

kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa 

dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. 

 Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan 

pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui 

camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan 

desa ditetapkan. (Nurcholis, 2011 : 88) 

2.1.3 Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer 

melalui Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan 

penggunaannya yakni untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
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masyarakat. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program 

pemerintah yang dulunya disebut PNPM.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 247/PMK. 

07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa rincian Dana Desa untuk 

setiap Kabupaten/Kota dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada dua 

jenis alokasi. Pertama ialah alokasi dasar sebesar 90%, kedua ialah alokasi 

formula sebesar 10%. 

2.1.3.1 Pengalokasian Dana Desa 

Besaran alokasi dasar setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan cara 

mengalikan alokasi dasar dengan dengan jumlah desa di Kabupaten/Kota 

tersebut. Jumlah desa yang dimaksud adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi 

pemerintahan. Besaran alokasi formula dihitung dengan bobot sebagai berikut : 

a. 25% untuk jumlah penduduk; 

b. 35% untuk angka kemiskinan; 

c. 10% untuk luas wilayah; dan 

d. 30% untuk kesulitan geografis.  

 

Tingkat kesulitan georgafis desa sebagaimana yang disebutkan di atas, 

ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang ditentukan oleh indikator : 

1. Ketersediaan prasarana dan pelayanan dasar; 

2. Kondisi infrastruktur; 

3. Aksesibilitas/transportasi. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 

Tentang Dana Desa) 
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Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota disampaikan oleh pemerintah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pembahasan tingkat I Nota 

Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat 

persetujuan. Rincian Dana Desa yang telah disetujui tersebut kemudian menjadi 

dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang 

mengenai APBN. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

247/PMK. 07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa) 

2.1.3.2 Informasi Mengenai Dana Desa 

Penginformasian mengenai Dana Desa disampaikan langsung oleh Bupati 

kepada kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan 

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati 

bersama DPRD. Informasi dari Bupati tersebut menjadi bahan penyusunan 

RAPBDesa. 

Pemerintah desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang 

bersumber dari Dana Desa pada media papan pengumuman yang ada di kantor 

pemerintah desa, sehingga masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses 

informasi mengenai Dana Desa. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, 

Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan dan atau prasasti 

sederhana mengenai kegiatan berupa kegiatan fisik sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat dan pihak lain. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang 

Dana Desa) 
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2.1.3.3 Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan 

dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dan memperhatikan persentase 

Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja 

pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Penganggaran 

Dana Desa dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan 

menghitung rincian Dana Desa setiap kota/kabupaten. Rincian Dana Desa setiap 

kabupaten/kota dialokasikan secara adil, merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi dasar; 

b. Alokasi formula. 

 

Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota, yang besarannya 10% (sepuluh 

persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:  

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;  

b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;  

c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan d. 30% (tiga puluh persen) 

untuk tingkat kesulitan geografis. 

 

Penghitungan Alokasi Formula setiap kabupaten/kota dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dana Desa kab/kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota 

AF kab/kota = {(0,25 x Yl) + (0,35 x Y2) + (0, 10 x Y3) + (0,30 x Y4)} x (0,10 x DD) 
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Keterangan: 

AF kab/kota       : Alokasi formula kabupaten/kota. 

Y1 : Rasio jumlah penduduk desa setiap kabupaten/kota terhadap   

total penduduk desa nasional. 

Y2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota 

terhadap total penduduk miskin desa nasional. 

Y3 : Rasio luas wilayah desa setiap kabupaten/kota terhadap luas 

wilayah desa nasional. 

Y4 : Rasio Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota  

terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki desa DD 

pagu dana desa nasional. 

Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;  

b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;  

c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan  

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis. 

 

Penghitungan rician Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

AF setiap Desa = {(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) +  

(0,30 x Z4)} x (DDkab/kota – ADkab/kota) 
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Keterangan:  

AF setiap Desa : Alokasi Formula Setiap desa. 

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk    

desa kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total  

penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Z3 : Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa  

kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Z4 : Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten/kota 

yang bersangkutan 

DDkab/kota : Besaran Dana Desa kabupaten/kota  

ADkab/kota : Besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota 

 

 Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG Desa) sebagaimana yang 

disebutkan di atas disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data 

dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik. IKG Desa ditentukan oleh beberapa 

faktor, yakni: 

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;  

b. kondisi infrastruktur; dan 

c. aksesibilitas/transportasi. (Peraturan Menteri Keuangan No. 49 

/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

pemnatauan dan evaluasi Dana Desa) 
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2.1.3.4 Penyaluran Dana Desa 

Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) 

ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya akan dilakukan 

pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana 

Desa harus sesuai dengan syarat Peraturan Desa tentang APBDesa telah 

disampaikan kepada Bupati. Penyaluran Dana Desa disesuaikan dengan 

peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyaluran Dana Desa 

dilakukan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum Daerah 

pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan sesuai dengan 

peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyaluran Dana Desa 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan  

2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).  

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri 

c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima: 

a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan; 

b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa; dan 

c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya dari bupati/walikota. 

 

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota. Laporan realisasi 
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penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana 

dimaksud harus menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan 

sebesar 50% (lima puluh persen). 

Penyaluran dana dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD. Penyaluran Dana Desa dari RKUD 

ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran Dana Desa tahap I 

dilakukan setelah bupati/walikota menerima:  

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari 

kepala desa. 

 

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala desa. Laporan 

realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud harus 

menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% 

(lima puluh persen). Apabila terdapat desa yang tidak terjangkau layanan 

perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat 

mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke desa 

melalui peraturan bupati/ walikota, yang nantinya peraturan tersebut akan 

disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa) 
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2.1.3.5 Penggunaan Dana Desa 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. 

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (untuk jangka waktu enam tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(untuk jangka waktu satu tahun) yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan yang 

dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan 

keputusan Bupati. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah 

berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kepala SKPD terkait lainnya. (Peraturan 

Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa) 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Desa dapat 

menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum 

dimulainya tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan 

setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolan keuangan, daerah, dan 

kepala SKPD terkait lainnya. (Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 

Tentang Dana Desa) 
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Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan 

untuk mencapai tujuan pembagunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, 

melalui : 

a. pemenuhan kebutuhan dasar; 

1. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; 

2. pengelolaan dan pembinaan posyandu; 

3. pembinaan dan pengeloaan pendidikan anak usia dini; 

 

b. pembangunan sarana dan prasarana desa; 

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; 

2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 

3. pembangunan dan pemeliharaan embung desa; 

4. pembangunan energi baru dan terbarukan; 

5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 

6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 

7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 

8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya 

perikanan; 

9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. 

 

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; 

1. pendirian dan pengembangan BUM Desa; 

2. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; 

3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; 

4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 

5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa; 

6. pembuatan pupuk dan pangan organik untuk pertanian dan perikanan; 

7. pengembangan benih lokal; 

8. pengembangan ternak secara kolektif; 

9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 

10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 

11. pengelolaan padang gembala; 

12. pengembangan desa wisata; dan 

13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan 

perikanan. 
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d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

1. komoditas tambang mineral bukan logam; 

2. komoditas tambang batuan; 

3. rumput laut; 

4. hutan milik desa; dan 

5. pengelolaan sampah. (Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa) 

 

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan 

masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa 

dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup : 

a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa; 

b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa 

maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; 

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat 

desa; 

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 

memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 

e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 

f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan 

hutan kemasyarakatan; dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 

melalui : 

 

1. kelompok usaha ekonomi produktif; 

2. kelompok perempuan; 

3. kelompok tani; 

4. kelompok masyarakat miskin; 

5. kelompok nelayan; 

6. kelompok pengrajin; 

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 

8. kelompok pemuda; dan 

9. kelompok lain sesuai kondisi desa. (Permen Desa No. 05 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa) 
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2.1.3.6 Pelaporan  

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

kepada Bupati melalui Camat setiap semester. Kemudian Camat menyampaikan 

rekapitulasi kepada Sekertariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa. 

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; 

b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. 

 

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang 

menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian 

terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran 

berikutnya. 

Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa seperti yang telah 

disebutkan di atas, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai 

dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. (Peraturan 

Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang Dana Desa) 

2.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi 

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, 

penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap 

penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan 
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penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas 

desa, penyampaian laporan realisasi, dan SiLPA Dana Desa. Sedangkan evaluasi 

dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa oleh 

kabupaten/kota, serta terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil dari 

pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan 

perbaiakan pengelolaan Dana Desa. 

Apabila terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati/Walikota 

dapat memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa 

pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA tersebut. SiLPA Dana Desa dapat 

dikatakan tidak wajar apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas 

penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, atau 

penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. (Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN) 

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan 

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan 

penggunaan Dana Desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud, dilakukan terhadap: 

a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan besaran Dana Desa;  

b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;  

c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana 

Desa; dan  

d. Sisa Dana Desa di RKUD. 
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Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana disebutkan di atas 

dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk 

tahap I. Apabila terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota 

sebagaimana dimaksud di atas, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan 

peraturan dimaksud.  Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat 

memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa. Sementara itu pemantauan 

terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud di 

atas dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil 

pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota. 

Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud, dapat berupa: 

a. keterlambatan penyaluran; dan/ atau  

b. tidak tepat jumlah penyaluran. 

 

Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah penyalurannya 

sebagaimana dimaksud di atas harus segera disalurkan ke RKD oleh 

bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari 
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Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemantauan terhadap 

penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dilakukan untuk menghindari 

penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Dalam hal 

bupati/walikota terlambat dan/ atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud di atas, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat 

meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian 

laporan dimaksud. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat 

memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan 

konsolidasi penggunaan Dana Desa. 

 Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana yang disebutkan 

sebelumnya dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum 

disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran se belumnya. Sisa Dana Desa di 

RKUD terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa tahap I. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan 

penyampaian laporan dimaksud. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD terjadi 

karena perbedaan jumlah desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan 

kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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 Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan 

evaluasi, terhadap: 

a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh 

kabupaten/kota; dan  

b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. 

 

 Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap 

desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa 

setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Apabila terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan 

peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap desa. Perubahan peraturan bupati/walikota menjadi persyaratan 

penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. 

 Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk 

mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal realisasi 

penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) dan penggunaan Dana 

Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) Menteri c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada 

bupati/walikota. 

 Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa 

di RKD. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD 
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apabila ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), 

bupati/walikota dapat melakukan tindakan:  

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di 

RKD terse but; dan/ atau  

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan 

pemeriksaan. 

 

Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari Dana 

Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa wajib mengangarkan 

kembali sisa Dana Desa tersebut dalam rancangan APBDesa tahun anggaran 

berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut. Dalam hal 

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa Dana Desa 

tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan 

APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan 

penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan 

APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah 

desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa. (Peraturan Menteri Keuangan 

No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa) 
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2.1.3.8 Sanksi 

 Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan 

sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau 

Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan 

Dana Desa sesuai ketentuan dimana penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, terlambat 

menyalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah menyalurkan. Besaran penundaan Dana 

Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebesar selisih kewajiban Dana Desa 

yang harus disalurkan ke Desa. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana 

Desa: 

a. tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

belum menerima dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

belum menerima dokumen laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota. 

c. dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum 

menerima perubahan peraturan bupati/walikota mengenal penghitungan 

pembagian besaran Dana Desa setiap desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian 

penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap desa. 

 

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan 

menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila dokumen-dokumen yang 

telah ditetapkan sebelumnya, telah diterima. Dalam hal penundaan penyaluran 

Dana Desa akan berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana 

Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Desa di RKUN. 
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Sisa Dana Desa di RKUN tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 

anggaran berikutnya. 

 Bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa, apabila: 

a. Bupati/walikota belum menerima dokumen-dokumen yang telah ditetapkan 

sebelumnnya; 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 

30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.  

 

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan 

terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana 

Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD 

tahun anggaran se belumnya le bih besar dari jumlah Dana Desa yang akan 

disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. Penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sampai 

dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan 

penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 

30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(Peraturan Menteri Keuangan No. 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemnatauan dan evaluasi Dana Desa)   
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Daru Wisakti (2009) dalam penelitian tesisnya di Universitas Diponegoro 

yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan 

gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang 

harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi 

Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancer. 

Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. 

Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan 

kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber 

daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, serta ukuran dan tujuan 

kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber 

daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan 

kebijakan adalah: adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi, adanya 

konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, 
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persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan 

adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor 

penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, 

rendahnya SDM,  kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon 

pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD 

dan ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan ADD. Dari faktor penunjang dan 

penghambat tersebut maka strategi yang harus dilaksanakan adalah: 1) sosialisasi 

kepada masyarakat luas mengenai ADD, 2) meningkatkan pengetahuan pelaksana 

dengan diklat dan dibangunnya system aplikasi computer, 3) pelaksanaan ADD 

oleh kelompok masyarakat, 4) kejelasan kedudukan, tugas, dan fungsi dari LPMD, 

5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan 

Kabupaten. 

Thomas (2013) mahasiswa program S1 FISIP Universitas Mulawarman, 

melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya 

Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten 

Tana Tidung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam, dan 

penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa 

Sebawang, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur 
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Pembangunan, dan warga Desa Sebawang. Analisis data dilakukan dengan cara 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi data. 

Penelitian ini mengunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh 

tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang Kecamatan 

Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan ADD dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang 

Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahap 

pelaksanaan kegiatan di dalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana 

tersebut berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati 

Tana Tidung tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten 

Tana Tidung telah ditetapkan bahwa dana ADD tersebut untuk 30% 

pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% 

pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sebawang untuk 

30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk 

bagian 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada 

pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih 

kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa menjadi 

hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang. 
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Penelitian ini merupakan suatu kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dari penelitian-penelitian sebelumnya. Harapannya ialah agar 

penelitian ini dapat lebih memperbaharui penelitian sebelumnya sehingga kajian 

mengenai Alokasi Dan Desa dan Dana Desa menjadi terus berkembang. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada lokus 

penelitian yang berbeda dan temuan masalah yang juga berbeda. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang 

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir merupakan argumentasi 

peneliti yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan untuk mengkaji objek penelitiannya. (Usman, 2009 : 34) 

 Kerangka berfikir merupakan alur berfikir peneliti dalam sebuah 

penelitian untuk menjelaskan permasalahan penelitian.  Peneliti menggunakan 

teori Luther Gullick. Fungsi Manajemen menurut Luther Gullick (Hasibuan, 

2007:38) adalah Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing 

(Penyusunan Pegawai), Directing (Pengarahan), Coordinating (Koordinasi), 

Reportating (Pelaporan), dan Budgeting (Pembuatan Anggaran). 

 Dana Desa adalah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer 

melalui Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.  

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini maka dibuatlah kerangka berfikir 

sebagai berikut  
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 2016 

 

2.4 Asumsi Dasar 

 Asumsi dasar merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya 

secara empiris. Asumsi harus bersifat operasional dan merupakan dasar bagi 

pengkajian teoritis. Asumsi harus menyatakan kenyataan yang sebenarnya. Asumsi 

juga harus dinyatakan secara tersurat sebab asumsi yang tersirat dapat 

menyebabkan interpretasi yang berbeda. (Usman, 2009 : 36) 

Masalah : 

1. Belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal.  

2. Belum maksimalnya pengembangan sarana dan prasarana desa. 

3. Kurangnya pemahaman pegawai desa akan program Dana Desa. 

 

Fungsi Manajemen Menurut Luther 

Gullick (Hasibuan, 2007 : 38) adalah : 

Planning (Perencanaan) 

Organizing (Pengorganisasian) 

Staffing (Penyusunan Pegawai) 

Directing (Pengarahan) 

Coordinating (Koordinasi) 

Reportating (Pelaporan) 

Budgeting (Pembuatan Anggaran) 

Output : 

Mengetahui dan mengoptimalkan 

manajemen Dana Desa dan faktor yang 

menghambat serta mendukung 

pengelolaan Dana Desa di desa Pejaten 

Kecamatan Kramatwatu. 
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 Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat dibuat asumsi dasar 

dalam penelitian ini, yang merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti mengasumsikan bahwa 

manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang 

belum maksimal dan masih membutuhkan telaah yang lebih lanjut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

  Dalam  penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006 : 4) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya maupun peristilahannya. Menurut Bogdadan Taylor 

dalam Moleong (2006 : 4) jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian 

atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. 

  Moleong (2006 : 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti 

bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait Manajemen Dana Desa di Desa 

Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015, guna memahami 
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fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi 

dokumentasi dan observasi. 

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian 

   Ruang lingkup atau fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi 

dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang 

lingkup digunakan sebagai  batasan penelitian agar dapat fokus pada fokus 

penelitian yang akan dijalankan. Fokus penelitian digunakan sebagai dasar 

pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk 

menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penelitian ini, maka maksud 

dan fokus penelitian terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Luther Gullick (Handoko, 2003 : 11) mendefinisikan manajemen 

sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk 

memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan. 

b. Manajemen menurut Luther Gullick (Hasibuan, 2011 : 38) memiliki fungsi-

fungsi yakni : 1) Planning (Perencanaan), 2) Organizing (Pengorganisasian), 

3) Staffing (Penyusunan Pegawai), 4) Directing (Pengarahan), 5) 

Coordinating (Koordinasi), 6) Reporting (Pelaporan), 7) Budgeting 

(Pembuatan Anggaran). 
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3.3 Lokasi Penelitian 

  Lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah 

wilayah Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Definisi Konsep 

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang 

jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara 

penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

Menurut Luther Gullick (Handoko, 2003 : 11) mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara 

sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia 

bekerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. 

3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel 

penelitian dalam riincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam 

penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015, peneliti menggunakan 

pendekatan Fungsi Manajemen dari Luther Gullick. Adapun dimensi dan 

indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Planning (perencanaan) adalah perincian dalam garis besar untuk 

memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan maksud atau tujuan badan usaha itu. 

2. Organizing (pengorganisasian). Menetapkan struktur formal dari pada 

kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan 

dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Staffing (penyusunan pegawai). Keseluruhan fungsi dari pada 

kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan 

memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. 

4. Directing (pembinaan kerja). Merupakan tugas yang terus menerus di 

dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus atau 

umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam 

suatu badan usaha atau organisasi. 

5. Coordinating (pengorganisasian). Merupakan kewajiban yang penting 

untuk menghubungkan berbagai kegiatan pekerjaan. 

6. Reporting (pelaporan). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggungjawab 

harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan 

pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian, maupun 

inspeksi. 

7. Budgeting (anggaran). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila 

disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan 

anggaran dan pengawasan anggaran.  
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi instrument kunci yaitu peneliti itu sendiri. Menurut  

Moleong (2006 : 163) ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peran penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Dalam hal instrument, kualiatif menurut Nasution 

(Sugiyono, 2009 : 35) menyatakan yaitu : 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi.Validasi terhadap 

penelitian meliputi: pemahaman metode, penelitian kualitatif, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesigapan peneliti untuk memasuki objek 

penelitian baik secara akademik maupun logikanya. (Sugiono, 2009:35) 

Penelitian mengenai manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang, yang menjadi instrument utama penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas semuanya. 

3.6 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya. 

Jadi, objek penelitian itu yaitu Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan 

teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang 

memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi 

menjadi dua yaitu key informan dan secondary informan. Key informan sebagai 

informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan 

secondary informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan 

informasi. Berikut ini merupakan informan dalam penelitian Manajemen Dana 

Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015. 

Tabel 3.1 

No Kode 

Informan 

Kategori Informan Keterangan 

1 I1-1 Mantan Kepala Desa Pejaten  

Periode 2010-2015 

Key Informan 

2 I1-2 Kepala Desa Pejaten Periode 2015-2021 Key Informan 

3 I1-3 Kepala BPD Pejaten Key Informan 

4 I1-4 Sekertaris Desa Pejaten Key Informan 

5 I1-5 Bendahara Desa Pejaten Secondary Informan 

6 I1-6 Kasi Pemerintahan Secondary Informan 

7 I1-7 Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Secondary Informan 

8 I1-8 Kasi Kemasyarakatan Secondary Informan 

9 I1-9 Pendamping Lokal Desa Secondary Informan 

10 I2-1 Ketua RT desa Pejaten Secondary Informan 

11 I2-2 Masyarakat Desa Pejaten Secondary Informan 

Sumber : Peneliti, 2016 
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3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data  

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengolahan data pada penelitian kali ini 

adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan. Observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas 

pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan 

serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya 

melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan 

pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai 

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.   

Observasi yang dilakukan peneliti ialah obeservasi non partisipan 

dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap Manajemen Dana Desa 

Pejaten tahun 2015 dengan menggunakan data-data atau dokumen-dukumen 

desa yakni RPJM Desa, APBDes, serta laporan realisasi penggunaan Dana 

Desa sebagai acuannya. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam 

penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview). Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, di mana wawancara 

dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat 

dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah 

peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari kontes yang akan 

dibahas dalam fokus penelitian tersebut. 

Dalam sebuah wawancara tentunya dibutuhkan suatu pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari 

para informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan 

untuk mendapatkan informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah 

peneliti susun yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Pedoman Wawancara 

No Dimensi Indikator Informan 

1 Planning 

(Perencanaan) 

 Penetapan strategi dalam 

mencapai tujuan 

penggunaan DD. 

 Penetapan sasaran dalam 

penggunaan DD. 

1. Mantan Kepala Desa 

Pejaten periode 2010-

2015. 

2. Sekertaris Desa Pejaten. 

3. BPD Desa Pejaten. 

4. Kasi Pemerintahan 

5. Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

6. Ketua RT desa Pejaten 

7. Masyarakat Desa Pejaten. 

2 Organizing 

(Pengorganisasian) 

 Pembentukan tim pelaksana 

DD. 

 Penetapan pembagian tugas 

antar anggota tim pelaksana 

DD. 

1. Mantan Kepala Desa 

Pejaten periode 2010-

2015. 

2. Sekretaris Desa. 

3. Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat. 

4. Kasi Kemasyarakatan 

 

3 Staffing  Proses perekrutan pegawai. 1. Kepala Desa Pejaten. 
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(Penyusunan 

Pegawai) 

 Menempatkan pegawai 

sesuai dengan kompetensi 

dan kemampuannya. 

2. Kepala BPD Pejaten. 

4 Directing 

(Pengarahan) 

 Adanya pengarahan bagi 

seluruh pegawai dalam 

pelaksanaan Dana Desa 

 Adanya pengarahan bagi 

pegawai desa dalam 

penyusunan laporan 

pertanggungjawaban 

mengenai Dana Desa. 

1. Mantan Kepala Desa 

Pejaten periode 2010-

2015 

2. Kepala Desa Pejaten. 

3. Sekertaris Desa Pejaten 

4. Pendamping Lokal Desa. 

5 Coordinating 

(Koordinasi) 

 Adanya koordinasi antara 

kepala desa dengan 

bendahara desa. 

 Adanya koordinasi ketua 

Tim Pelaksana Dana Desa 

dengan  bendahara desa. 

 Adanya koordinasi antara 

tokoh masyarakat dengan 

Tim Pelaksana Dana Desa. 

 Adanya koordinasi antara 

BPD dengan tokoh 

masyarakat. 

1. Kepala Desa Pejaten 

2. Kepala BPD 

3. Bendahara Desa 

4. Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

5. Kasi Kemasyarakatan  

6. Ketua RT desa Pejaten 
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6 Reporting 

(Pelaporan) 

 Adanya laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa 

 

1. Kepala Desa Pejaten 

2. Bendahara Desa Pejaten 

3. Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

7 Budgeting 

(Pembuatan 

Anggaran) 

 Penetapan jumlah anggaran 

yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan Dana Desa. 

 

1. Mantan Kepala Desa 

Pejaten periode 2010-

2015 

2. Kepala Desa Pejaten 

3. Sekertaris Desa Pejaten 

4. Bendahara Desa 

5. Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Sumber : Peneliti 2016 yang dikembangkan dari teori Luther Gullick 

(Hasibuan, 2007 :38) 

 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Adapun 

dokumen-dokumen yang digunakan berupa surat-surat keputusan, data 

statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, foto dan dokumen-dokumen 

lain. Dalam penelitian Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015 peneliti  menggunakan dokumen-
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dokumen desa yakni RPJM Desa, APBDes, serta laporan realisasi penggunaan 

Dana Desa. Selain itu peneliti juga menggunakan Undang-Undang No. 06 

Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 TAHUN 2014 Tentang Desa; Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata 

Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Desa; Peraturan Bupati Serang No. 06 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi, yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa buku mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai referensi. 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah 

jelas, diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengunakan teknik analisis data mengikuti konsep yang diberikan oleh 

Miles dan Huberman. Menurut keduanya, bahwa aktfitas dalam analisa data 
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kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh. 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang 

dan terus menerus. Masalah reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

menjadi gambaran dari keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan 

analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa 

merupakan bagian dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi „data kasar‟ yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali bila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan, alur penting kedua dari kegiatan analisis. 

Penyajian data paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif pada masa 

lalu adalah bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk penyajian data 
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dengan mengunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Maka dalam 

penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. 

Mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan, langkah menyimpulkan dari 

temuan-temuan peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian yang 

dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya, apabila kesimpulan yang dikemukakan pad tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data atau biasanya juga disebut uji validasi dan realiabilitas 

data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Terdapat dua macam 

validasi, yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal pada 

penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. Validasi eksternal pada 

penelitian kualitatif disebut transferabilitas. Hasil penelitian kualitatif memiliki 
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standar transferabilitas tinggi bilamana pembaca memperoleh gambaran/ 

pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. 

Pengujian keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber, yaitu membandingkan data mengecek kembali suatu informasi yang 

diperoleh. Selain itu, penelitipun melakukan member check, yaitu proses 

pengecekan data-data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang siberikan 

oleh informan. 
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5.8  Jadwal Penelitian 

 

Tabel 3.3 

Jadwal Penelitian 

No  Kegiatan  Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pengajuan Judul ●          

2 Proses Bimbingan  ●         

3 Observasi Awal ● ● ● ● ●      

4 Bimbingan BAB I  ● ● ● ●      

5 Bimbingan BAB 

II s/d BAB III 

          

6 Seminar Proposal           
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Objek Peneliti 

 Deskripsi objek penelitan ini akan menjelaskan tentang objek penelitian 

yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum 

wilayah Kabupaten Serang, gambaran umum Kecamatan Kramatwatu, serta 

gambaran umum desa Pejaten. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini. Dalam 

penelitian ini, deskripsi objek penelitian yang akan dielaskan oleh peneliti adalah 

deskripsi mengenai Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang beserta hal-hal yang mempengaruhi seperti 

kondisi umum wilayah kabupaten Serang, serta profil dari desa Pejaten itu 

sendiri. 

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang  

 Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. 

Ibukotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di 

Kota Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan 

dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, 

Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.  

 Luas wilayah Kabupaten Serang ialah 1.467,39 km2 dengan kepadatan 

penduduk sebesar 1.070,73 jiwa/km2. Secara geografis Kabupaten Serang terletak 

pada posisi koordinat antara 105
o
7′ - 105

o
22′ Bujur Timur dan 5

o
50′ - 6

o
21′ 
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Lintang Selatan. Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan 

pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut. 

 Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah 

rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan, dan pegunungan. Bagian 

utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali 

sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan 

sampai ke barat Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar 

Gunung Kencana, Gunung Karang dan Gunung Gede. Daerah yang bergelombang 

tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan 

Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar 

tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut 

ditambah banyak pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai 

Ciujunng, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang, dan Anyar yang mendukung 

kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang.  

 Iklim di wilayah Kabupaten Serang termasuk tropis dengan musim hujan 

antara November-April dan musim kemarau antara Mei-Oktober. Curah hujan 

rata-rata 3,92 mm/hari. Tempratur udara rata-rata berkisar antara 25,8
o
 celcius – 

27,6
 o

 celcius. Tempratur udara minimum 20,90
o
 celcius dan maksimum 33,8

o
 

celcius. Tekanan udara dan kelembaban nisbi rata-rata 81,00 mb/bulan. 

Kecepatan arah angin rata-rata 2,80 knot dengan arah terbanyak adalah dari barat. 

 Secara administratif Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu 

Anyer, kecamatan Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, 



79 
 

Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, 

Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, 

Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi,  dan 

Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pada tanggal 17 Juli 2007 

Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang. 

Visi Kabupaten Serang ialah terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju 

Kabupaten Serang yang agamis, adil, dan sejahtera. 

Misi Kabupaten Serang: 

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual 

dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul 

karimah dan berbudaya. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan 

dasar disemua wilayah. 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat 

struktur perekonomian daerah. 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. 

6. Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau. 

7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta 

didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.  
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Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kabupaten Serang 

   

Sumber: Website resmi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang 

4.1.2 Gambaran Umum Desa Pejaten 

 Pejaten merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kramatwatu 

Kabupaten Serang. Secara demografis desa Pejaten berbatasan dengan desa 

Tonjong pada bagian utara, desa Kramatwatu pada bagian selatan, desa 

Lebakwana pada bagian timur, dan desa Wanayasa pada bagian barat. Orbitrasi 

atau jarak desa Pejaten dengan pusat pemerintahan ialah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) 

No Uraian Jarak 

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 1 km 

2. Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif 12 km 

3. Jarak dari ibukota kabupaten Serang 12 km 

4. Jarak dari ibukota provinsi Banten 13 km 

5. Jarak dari ibukota negara 120 km 

Sumber: Profil Desa Pejaten. 

 Desa Pejaten merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 7,5 

meter di atas permukaan laut.  Luas wilayah desa Pejaten ialah sebesar 334 Ha 

dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk kegiatan pertanian yakni 

sebesar 285 Ha, sisanya ialah digunakan untuk pemukiman sebesar 65 Ha; 

perkantoran sebesar 0,2 Ha; perkebunan sebesar 5 Ha; Failitas umum dan 

fasilitas sosial masing-masing sebesar 0,1 Ha. 

 Jumlah penduduk di Desa Pejaten ialah sebesar 10.746 jiwa dengan 

sebagai besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Hal ini terjadi 

karena didukung oleh lahan yang subur dan letak georgafis yang strategis untuk 

pertanian dan perdagangan. Secara keseluruhan wilayah pertanian di Desa 

Pejaten ialah seluas 166 Ha. Desa Pejaten memiliki 3 (tiga) kelompok tani yakni 

kelompok tani makmur; kelompok tani mulya; dan kelompok tani melati. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1. Karyawan/ABRI/PNS 47 orang 

2. Wiraswasta/Pedagang 470 orang 

3. Tani 630 orang 

4. Pertukangan 25 orang 

5. Buruh Tani 325 orang 

6. Jasa 120 orang 

Sumber: Profil Desa Pejaten. 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Sarjana 433 orang 

2. SLTA 1.483 orang 

3. SMP 1.167 orang 

4. SD 4.438 orang 

5. Tidak Menyelesaikan Pendidikan 3.243 orang 

Sumber: Profil Desa Pejaten. 

 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Menurut Usia 

No Usia Jumlah 

1. 04 - 06 tahun 986 orang 

2. 07 – 12 tahun 792 orang 

3. 13 – 15 tahun 1.500 orang 

4. 20 – 26 tahun 890 orang 

5. 24 – 40 tahun 4.517 orang 

Sumber: Profil Desa Pejaten. 
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4.1.2.1 Kondisi Pemerintahan Desa 

Pada zaman dahulu kala Desa Pejaten dipimpin oleh Ki Hamzah, Ki Abdul 

Karim secara turun-temurun dengan masa jabatan hingga puluhan tahun. Sampai 

pada akhirnya pada tahun 2000 dilakukan pemilihan kepala desa kemudian 

dimenangi oleh H. Subari, H. Rusdi, H. Basri, H. Kurtubi, dan saat ini H. Ahmad 

Rofe‟i. 

 Desa Pejaten terbagi dalam 7 (tujuh) RW dan 26 (dua puluh enam) RT. 

Dengan 1 (satu) orang kepala desa, 3 (tiga) orang kepala urusan, dan 3 (tiga) 

orang pembantu kepala urusan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di 

desa Pejaten antara lain ialah : BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, 

SPP, Komite Sekolah, DKM, Risma, dan Tim Pemelihara. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Data Kantor Desa Pejaten. 

 

4.2 Deskripsi Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti dan topik penelitian dalam hal ini 

tentang Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu 

Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Pada penelitian ini peneliti 

Kepala Desa BPD 

Sekertaris Desa 

Kaur Umum Kaur Perencanaan 

dan Pelaporan 
Kaur 

Keuangan 

Bendahara 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi Pembangunan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kasi 

Kemasyarakatan 
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menggunakan teknik Purposive dan teknik Insidental. Teknik Purposive adalah 

dalam melakukan wawancara dengan telah mengetahui narasumber yang akan 

kita wawancara, sementara teknik Insidental adalah teknik wawancara dengan 

melakukan proses wawancara kepada orang yang secara acak ditemui namun 

memiliki pemahaman terkait topik penelitian yang diteliti. 

 Berdasarkan lokasi penelitian yaitu desa Pejaten, maka peneliti memilih 

informan yang bekerja di Kantor Desa Pejaten. Adapun informan yang telah 

ditetapkan oleh peneliti terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu: Pertama, Pemerintah 

yang terdiri dari kepala desa Pejaten periode 2010-2015, kepala desa Pejaten 

periode 2015-2021, kepala BPD Pejaten, sekretaris desa Pejaten, bendahara desa 

Pejaten, kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kasi pemerintahan, 

kasi kemasyarakatan, Pendamping Lokal Desa (PLD). Kedua adalah masyarakat 

yang terdiri dari ketua RW desa Pejaten. Berikut adalah penjabaran mengenai 

informan penelitian 
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Tabel 4.5 

Spesifikasi Informan Penelitian 

No Kategori 

Informan 

Kode 

Informan 

Nama 

Informan 

Jabatan Informan 

1. Pemerintah I1-1 H. Kurtubi Kepala Desa Pejaten 

periode 2010-2015 

I1-2 H. Ahmad 

Rofe‟i 

Kepala Desa Pejaten 

periode  2015-2020 

I1-3 Afifuloh  Kepala BPD Pejaten 

I1-4 Ma‟mun Sekertaris Desa Pejaten 

I1-5 Suhayah Bendahara Desa Pejaten 

I1-6 Sahroni Kasi Pemerintahan 

I1-7 Anis Fuad Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Manusia 

I1-8 Sakum Kasi Kemasyarakatan 

I1-9 Dayat Pendamping Lokal Desa 

2. Mayarakat I2-1 Rosidi Ketua RT  

I2-2 Irfan Masyarakat desa Pejaten 

Sumber: Peneliti, 2016 
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4.3 Deskripsi Data dan Analisis 

 Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari 

hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori 

fungsi-fungsi manajemen dari Luther Gullick yang terdiri atas: Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (penyusunan pegawai), 

Directing (pengarahan), Coordinating (koordinasi),  Reporting (pelaporan), dan 

Budgeting (Pembuatan Anggaran). Berikut ini merupakan penjelasan dari teori 

Luther Gullick: 

1. Planning (Perencanaan) 

Pemerintah : 

a. Penetapan strategi untuk mencapai tujuan penggunaan Dana Desa. 

b. Penetapan sasaran dalam penggunaan Dana Desa. 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Pemerintah : 

a. Penetapan ketua pelaksana dalam kegiatan yang menggunakan Dana Desa. 

b. Penetapan pembagian tugas anggota tim pelaksana dalam kegiatan yang 

menggunakan Dana Desa 

3. Staffing (Penyusunan pegawai) 

Pemerintah : 

a. Perekrutan pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. 

b. Penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan 

kompetensinya. 
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4. Directing (Pengarahan) 

Pemerintah : 

a. Pengarahan bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan Dana Desa. 

b. Pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban mengenai Dana Desa. 

5. Coordinating (Koordinasi) 

Pemerintah : 

a. Koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa. 

b. Koordinasi antara ketua tim pelaksana Dana Desa dengan kepala desa dan 

bendahara desa. 

c. Koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa mengenai penggunaan 

Dana Desa. 

Masyarakat : 

a. Koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana Dana Desa. 

b. Koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat mengenai penggunaan 

Dana Desa. 

6. Reporting (Pelaporan) 

a. Pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

7. Budgeting (Pembuatan Anggaran) 

a. Penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 

yang dibiayai oleh Dana Desa. 
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 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskpritif berbentuk 

kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan 

dokumentasi. Untuk menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan 

teori Miles & Huberman (Moleong, 2013 : 307) yang terdiri dari empat kegiatan 

utama yaiu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, peneliti melakukan 

reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu: 

 Kode Q1,2,3 dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan  

 Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan urutan informan  

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, bagan, 

matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart, dan sejenisnya. Penarikan 

kesimpulan apabila peneliti sudah mendapatkan data jenuh, artinya telah ada 

pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban 

masalah penelitian. 

4.4 Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten 

4.4.1 Planning (Perencanaan) 

 Perencanaan / planning adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa 

yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan strategi apa 

yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan merupakan 

salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Secara 

umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian 
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menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-

taktik (tata cara pelaksanaan program) dan tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan secara menyeluruh. Jadi perencanaan 

dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai penetapan strategi, dan penetapan 

sasaran-sasaran dalam rangka menjalankan program yang didanai oleh Dana 

Desa. 

 Penetapan strategi guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan bagian dari suatu perencanaan dalam suatu pelaksanaan program atau 

kegiatan di dalam organisasi. Dalam langkah penetapan strategi ini berkaitan 

dengan kebutuhan organisasi dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam suatu 

program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penentuan tujuan, disusun pula 

prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan 

pelaksanaan rencana atau pembentukan strategi yang akan digunakan. 

4.4.1.1 Penetapan strategi dalam penggunaan Dana Desa 

 Penetapan strategi guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan bagian dari suatu perencanaan dalam suatu pelaksanaan program atau 

kegiatan di dalam organisasi. Dalam langkah penetapan strategi ini berkaitan 

dengan kebutuhan organisasi dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam suatu 

program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penentuan tujuan, disusun pula 

prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan 

pelaksanaan rencana atau pembentukan strategi yang akan digunakan. 
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 Salah satu strategi yang digunakan aparatur desa guna menjalankan 

program Dana Desa ialah dengan melalui sosialisasi. Sosialisasi diberikan oleh 

aparatur desa kepada perwakilan masyarakat yakni ketua RT/RW, dan juga 

kepada para alim ulama. Sosialisasi mengenai Dana Desa kemudian akan 

dilanjutkan melalui ketua RT/RW dan alim ulama tersebut kepada masyarakat, 

sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaiatan 

dengan Dana Desa, selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya 

kepada ketua RT/RW dan alim ulama tersebut yang kemudian akan disampaikan 

kembali kepada aparatur desa dan BPD dalam forum musyawarah rencana 

pembangunan desa (musrenbangdes). 

“Sosialisasi menjadi salah satu strategi kami dalam proses penggunaan 

Dana Desa. Sosialisasi yang biasa kami lakukan ialah dengan cara 

menyampaikan langsung hal-hal yang berkaitan dengan Dana Desa 

kepada ketua RT/RW dan juga para alim ulama. Nantinya para RT/ RW 

tersebut akan menyampaikan apa yang kami sampaikan sebelumnya 

kepada masyarakat desa melalui rapat RT/RW dan hasildari rapat itulah 

yang akan disampaikan kembali kepada kami pada saat musrebangdes. 

Sementara itu para alim ulama akan menyampaikan pesan kami kepada 

masyarakat atau umat melalui pengajian yang rutin dilakukan dan hasil 

dari pengajian itu yang berupa saran/masukan/usulan umat mengenai 

Dana Desa juga akan disampaikan kembali kepada kami saat 

musrenbangdes.” (Wawancara dengan informan 1.6 pada 9 November 

2016 di kantor desa pejaten) 

 

 Berdasarkan pernyataan informan 1.6 tersebut diketahui bahwa sosialisasi 

dilakukan aparatur desa dengan melibatkan tokoh masyarakat yakni Ketua 

RT/RW dan juga para alim ulama yang nantinya tokoh masyarakat tersebut yang 

akan menyampaikan kembali hasil dari sosialisasi tersebut kepada aparatur desa 

dan juga BPD melalui musyawarah rencana pembangunan desa 
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(musrenbangdes). Musrenbangdes sendiri memang merupakan agenda resmi 

yang pelaksanaannya diatur diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan aturan 

teknisnya diatur oleh Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Desa. 

 Kegiatan musrenbangdes rutin dilakukan setiap satu tahun sekali. Dalam 

musrenbangdes akan ditentukan juga prioritas dari kebutuhan yang disampaikan 

oleh masyarakat desa melalui perwakilannya yakni RT/RW, dan juga tokoh 

masyarakat. Kemudian hasil dari musrenbangdes itulah yang akan menjadi dasar 

dibuatnya RPJM Desa yang akan mendasari pelaksanaan dari program-program 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

 Kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan ialah pengajian bulanan yang 

difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam kegiatan pengajian tersebut disisipi juga 

dengan sosialisasi yang berkaitan dengan Dana Desa maupun hal-hal lain yang 

berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa. Kegiatan pengajian ini mulai rutin 

dilaksanakan pada tahun 2015 dimana pada tahun itu merupakan tahun pertama 

dimuainya program Dana Desa. Jadi memang kegiatan pengajian sengaja 

dijadikan strategi dalam bentuk memberikan sosialisasi Dana Desa guna 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

“Pengajian bulanan  rutin kami lakukan semenjak adanya Dana Desa 

tahun 2015, kami memilih pengajian karena rata-rata masyarakat Pejaten 

lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama sehingga kami 

dapat menyelipkan berbagai hal mengenai program-program desa kepada 

masyarakat pada saat pengajian tersebut. Lagi pula disini ada sekitar 

puluhan pesantren jadi pengajian dilakukan sekaligus untuk silaturahmi 
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dengan para santri.” (Wawancara dengan informan 1.8 di kantor desa 

pejaten, 9 Desember 2016) 

 

 Berdasarkan pernyataan informan 1.8 dapat diketahui bahwa pengajian 

bulanan adalah salah satu strategi unggulan desa dalam proses sosialisasi atau 

penyampaian berbagai program terutama program Dana Desa. Kegiatan 

pengajian dipilih menjadi salah satu strategi dalam penggunaan Dana Desa ialah 

karena Desa Pejaten merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sangat 

islami dan juga mengingat terdapat puluhan pesantren di Desa Pejaten itu sendiri, 

sehingga pengajian dianggap merupakan program yang paling tepat untuk 

dilakukannya berbagai sosialisasi kerena pengajian merupakan kegiatan yang 

sangat melekat pada keseharian masyarakat Desa Pejaten. 

 Selain itu strategi yang digunakan lainnya ialah dengan aparatur desa 

yang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat.  Aparatur desa tersebut ialah 

kasi kemasyarakatan, beliau turun ke tengah-tengah masyarakat untuk 

mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan keinginan dari warga desa.  

“Saya bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi 

saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek 

tersebut, hal tersebut sekaligus saya jadikan momen untuk bersilaturahmi 

dengan warga. Warga dapat menyampaikan apapun ke saya mulai dari 

keluhannya hingga keinginan mereka. Hasil dari silaturahmi itulah yang 

nantinya saya bawa ke dalam musdes ataupun musrenbangdes.” 

(Wawancara dengan informan 1.8 di kantor desa pejaten, 9 Desember 

2016) 

 

 Berdasarkan informasi dari informan 1.8 dapat diketahui bahwa selain 

sosialisasi mengenai Dana Desa strategi lainnya yang digunakan oleh pemerintah 
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Desa Pejaten ialah dengan cara yang biasa mereka sebut “silaturahmi”. Strategi 

ini dilakukan langsung oleh kasi kemasyarakatan Desa Pejaten saat beliau tengah 

bertugas untuk mengawasi atau mengontrol pekerjaan program Dana Desa. 

Disela-sela tugasnya tersebut beliau akan berdiskusi dengan warga setempat 

mengenai berbagai hal terutama mengenai Dana Desa. 

 Mengingat beliau juga adalah salah satu ustadz di desa Pejaten membuat 

banyak warga tak sungkan untuk berkeluh kesah kepadanya. Setelah diskusi 

tersebut selesai maka kasi kemasyarakatan tersebut akan menyampaikan pada 

saat musyawarah desa (musdes) ataupun musrenbangdes berlangsung agar 

keluhan dan keinginan masyarakat tersebut dapat dipertimbangkan untuk masuk 

pada salah satu program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 

berikutnya. 

 Setelah strategi tersebut dijalankan tentunya diharapkan tujuan yang telah 

ditetapkan akan dapat dicapai. Tujuan yang paling mendasar yang ingin dicapai 

dari penggunaan Dana Desa tentu saja ialah untuk mensejahterakan masyarakat 

melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang disebutkan di 

dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengenai desa. 

4.4.1.2 Penetapan sasaran dalam penggunaan Dana Desa 

 Penetapan sasaran merupakan salah satu bagian dari bagian perencanaan 

dalam salah satu pelaksanaan program atau kegiatan di dalam suatu organisasi. 

Dalam penetapan sasaran penggunaan Dana Desa telah didiskusikan dan 

disepakati di dalam kegiatan musrenbangdes yang rutin dilakukan satu tahun 
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sekali. Dalam kegiatan musrenbangdes tersebut akan diketahui program apa saja 

yang membutuhkan Dana Desa yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJM 

Desa. Ataupun ada program-program atau kegiatan urgent atau mendesak yang 

butuh untuk segera dilakukan maka akan tetap dilakukan meskipun program atau 

kegiatan tersebut tidak terdapat dalam RPJM Desa yang telah ditetapkan.  

“Berdasarkan RPJM Desa Pejaten tahun 2015-2019 Pejaten memiliki satu 

program prioritas yakni pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. 

Pemerintah desa sendiri memang tengah fokus untuk memperbaiki 

infrastruktur desa Pejaten setelah mendapat kucuran dana dari program 

Dana Desa. Dana Desa memang hanya digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur/fisik saja.  Dan mengenai program-program lainnya yang 

sekiranya tidak terlalu medesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJM 

Desa tahun berikutnya.” (Wawancara informan 1.6 pada 9 November 

2016 di kantor desa pejaten) 

 

 Berdasarkan informasi yang disampaikan informan 1.6 diketahui bahwa 

sasaran dari penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 ialah pembangunan 

infrastruktur/fisik desa pejaten. Berdasarkan RPJM Desa Pejaten tahun 2015-

2019 Pejaten memiliki satu program prioritas yakni pembangunan jalan desa 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 

2018 mendatang. RPJM Desa ini mengikuti RPJM Kabupaten Serang dimana 

Kabupaten Serang memfokuskan pembangunan pada infrastruktur jalan, hal ini 

sesuai dengan apa yang tertera dalam skala prioritas program pembangunan 

infrastrutur Kabupaten Serang.  Dalam RPJMDes Pejaten tahun 2015-2019 

disebutkan bahwa masalah yang dimiliki Desa Pejaten ialah Desa Pejaten yang 

banyak dilalui oleh orang tetapi masih banyak sarana dan prasarana yang masih 
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kurang. Berikut merupakan daftar pemeringkatan masalah yang terjadi di Desa 

Pejaten: 

Tabel 4.6 

Pemeringkatan Masalah 

No Masalah Urutan Peringkat 

1 Jalan desa kondisinya memprihatinkan, 

berdebu, dan apabila hujan banjir akan becek. 

1 

2 Ada beberapa kelompok ekonomi masyarakat 

kekurangan modal usaha. 

2 

3 Jalan lingkungan kondisinya rusak berat. 3 

4 Bayi atau balita pada musim hujan terkena 

penyakit demam berdarah dan diare.  

4 

5 Banyak anak usia dini tidak mendapatkan 

pelayanan pendidikan yang memadai. 

5 

Sumber : RPJMDes Pejaten tahun 2015-2019 

 Berdasarkan tabel 4.6 tersebut diketahui bahwa mayoritas masalah yang 

dialami oleh Desa Pejaten ialah mengenai infrastruktur jalan, dimana jalan desa 

serta jalan lingkungan kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan 

pemeringkatan masalah itu pula disusunlah tabel kegiatan indikatif dalam 

RPJMDes Pejaten. Berikut ini merupakan tabel program kegiatan indikatif 

RPJMDes tahun 2015-2019 



97 
 

Tabel 4.7 

program kegiatan indikatif RPJMDes tahun 2015-2019 

NO BIDANG & KEGIATAN LOKASI 

I PENGEMBANGAN WILAYAH  

I.I PEKERJAAN UMUM  

1.1.1 Pondasi Irigasi/Turap RW 02 / 04 

1.1.2 Pengerasan Jalan RW 02 

1.1.3 Pengerasan Jalan RW 05 

1.1.4 Pengerasan Jalan RW 01/03 

1.1.5 Paving Blok RW 05 

1.1.6 Paving Blok RW 02 

1.1.7 Pembangunan Paving Block RW 07 

1.1.8 Jembatan RW 03 / 05 

1.1.9 Pembangunan Posyandu RW 07 

1.1.10 Pavling Blok RW 01  

1.1.11 Pengaspalan Jalan RW 02 

1.1.12 Jembatan RW 04 

1.1.13 Pondasi Irigasi/Turap RW 01 / 04 

1.1.14 SPAL RW 05 

1.1.15 Pengaspalan Jalan RW 01 / 04 

1.2 SUMBER DAYA AIR  

1.2.1 Normalisasi Saluran Desa 
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1.2.2 Pembuatan Saluran Air Desa 

II EKONOMI  

2.1 PERTANIAN  

2.1.1 Normalisasi Saluran Irigasi Desa 

2.1.2 Normalisasi Drainase Desa 

2.1.3 Bantuan Traktor Untuk Gapoktan Desa 

2.2 PETERNAKAN  

2.2.1 Bantuan Vaksin Unggas Desa 

2.2.2 Bantuan Tenaga Medis Kesehatan Hewan Desa 

2.3 PERDAGANGAN  

2.3.1 Bantuan Modal untuk Pedagang Kecil Desa 

2.3.2 Bantuan Peralatan untuk Usaha Tahu dan 

Tempe 

Desa 

2.4 INDUSTRI  

2.4.1 Bantuan Peralatan untuk Usaha Tahu dan 

Tempe 

Desa 

III SOSIAL BUDAYA  

3.1 PENDIDIKAN  

3.1.1 Bantuan Anak Sekolah RTM Desa 

3.1.2 Bantuan Alat-Alat Sekolah Desa 

3.1.3 Bantuan Alat Kesenian Desa 

3.2 KESEHATAN  

3.2.1 Bantuan PMT Balita Desa 
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3.2.2 Bantuan Obat-Obatan Desa 

3.2.3 Bantuan Alat Kontrasepsi Desa 

3.2.4 Jambanisasi / Pembuatan WC Desa 

3.2.5 Penanggulangan Penyakit Musim 

Pancaroba 

Desa 

3.2.6 Penanganan Pertumbuhan Anak yang 

abnormal 

Desa 

3.2.7 Bantuan Rehab Rumah RTM Desa 

3.3 KAMTIBNAS  

 Kesejahteraan Anggota Kamtibnas Kurang Desa 

3.4 PEMERINTAHAN  

3.4.1 Penguatan/Pembinaan LKMD Desa 

3.4.2 Penguatan/Pembinaan BPD Desa 

3.4.3 Penguatan/Pembinaan PKK Desa 

3.4.4 Penguatan/Pembiuan Pemerintah Desa Desa 

Sumber : RPJMDes Pejaten tahun 2015-2019 

 Berdasarkan tabel 4.7 tersebut diketahui bahwa sebagian besar program 

yang akan dijalankan pemerintah desa Pejaten ialah pembangunan infrastruktur 

dan realisasi dari rencana pembangunan infrastruktur tersebut telah berjalan 

yakni dengan adanya pembangunan jalan atau paving block di lingkungan RW 

01, RW 02. RW 03, dan RW 05 dimana pada pembangunan jalan tersebut 

menghabiskan anggaran sebesar Rp. 286.064.483,- 



100 
 

 Dan mengenai program-program lainnya yang sekiranya tidak terlalu 

medesak maka akan dimasukkan ke dalam RPJM Desa ataupun RKP Desa tahun 

berikutnya. Salah satu contoh program yang diinginkan masyarakat namun 

belum terealisasikan hingga saat ini ialah pembangunan Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) karena masyarakat Pejaten masih banyak yang membuang 

sampah ke aliran sungai. Hal ini terjadi karena memang tidak adanya lahan yang 

dapat digunakan untuk pembutan TPS tersebut, selain itu juga masyarakat 

setempat yang tidak ingin atau tidak sanggup untuk membayar iuran bulanan 

yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Maka dari itu 

hingga saat ini pembangunan TPS di Desa Pejaten belum dapat direalisasikan 

dan hingga saat ini masih dicari jalan keluarnya agar pembangunan TPS tersebut 

dapat segera terealisasikan. 

 Menurut Peraturan Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 pada pasal 5 huruf c 

disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk 

pengembangan potensi ekonomi lokal, yang dimaksudkan dengan pengembangan 

potensi lokal antara lain ialah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Namun untuk program pembangunan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) masih dirasa belum perlu oleh pemerintah desa karena memang 

masyarakat desa tidak ada yang menuntut pembangunan BUMDes tersebut.  

 Selanjutnya ialah belum dibangunnya sanitasi lingkungan karena memang 

warga masyarakat setempat yang tidak ingin dibagun sanitasi untuk mereka 

karena mereka telah terbiasa untuk melakukan kegiatan mandi cuci kakus (MCK) 
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disepanjang aliran sungai atau kali Pejaten. Padahal berdasarkan Peraturan 

Menteri Desa No. 05 Tahun 2015 Bab IV mengenai Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat disebutkan bahwa penggunaan Dana 

Desa yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Salah satu pembangunan 

sarana dan prasarana desa, salah satu sarana dan prasarana desa yang disebutkan 

dalam Permendes tersebut ialah pembangunan dan pemeliharaan sanitasi 

lingkungan. Selain karena memang masyarakat yang telah terbiasa dengan 

melakukan kegiatan MCK disepanjang aliran sungai alasan lain belum 

dibangunnya sanitasi lingkungan ialah karena letak geografis yang sulit untuk 

dilakukan pembangunan sanitasi tersebut. 

 Sementara itu untuk tenaga kerja dalam pengerjaan pembangunan jalan 

desa pemerintah Desa Pejaten langsung memanfaatkan atau memberdayakan 

masyarakat sekitar karena memang masih banyak masyarakat yang 

penghasilannya di bawah rata-rata. Pemerintah desa Pejaten biasanya 

mempekerjakan 10 (sepuluh) orang masyarakat setempat untuk pengerjaan 

pembangunan jalan lingkungan tersebut, dan diharapkan dengan adanya proyek 

ini sekaligus dapat membantu menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sasaran program Dana Desa ialah 

masyarakat dengan kelas ekonomi rendah. 
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“Untuk tenaga kerja sendiri kami biasanya langsung memanfaatkan 

masyarakat sekitar karena masih banyak masyarakat yang penghasilannya 

pas-pasan. Jadi proyek ini sekaligus bisa untuk membantu menambah 

pendapatan masyarakat juga. Kita biasanya mempekerjakan 10 orang 

masyarakat setempat untuk pengerjaan pembangunan paving block.” 

(Wawancara informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa 

pejaten) 

 

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan 1.7 diketahui bahwa 

dalam proses pembangunan jalan lingkungan desa murni dilakukan oleh 

masyarakat sekitar sehingga desa membayar masyarakat tersebut yang turun 

langsung dalam pembangunan jalan lingkungan desa, mengingat masih banyak 

masyarakat desa Pejaten yang pendapatannya pas-pasan sehingga dengan adanya 

program ini diharapkan dapat membantu menambah pendapatan masyaraka 

tersebut. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa sasaran program Dana 

Desa ialah masyarakat dengan kelas ekonomi rendah. 

Hal ini telah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PP No. 43 Tahun 

2014 bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa sasaran 

dari program Dana Desa ialah masyarakat desa itu sendiri dan juga 

pembangunan-pembangunan wilayah pedesaan yang bersifat fisik guna 

mensejahterakan masyarakat desa. 
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4.4.2 Organizing (Pengorganisasian) 

 Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada 

orang yang terlibat dalam kerjasama pada suatu hal. Kegiatan pengorganisasian 

menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip 

pengorganisasian. Hasil penyelenggaraan fungsi pengorganisasian adalah 

terciptanya suatu organisasi yang bentuk, struktur, dan bagian-bagiannya 

diselesaikan dengan kebutuhan sekelompok orang yang terikat secara formal dan 

berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan. Dalam hal mengenai Dana 

Desa, pengorganisasian berkaitan dengan pembentukan tim pelaksana Dana 

Desa, dan penetapan pembagian tugas anggota tim pelaksana Dana Desa. 

4.4.2.1 Pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa 

 Pembentukan tim pelaksana Dana Desa merupakan salah satu bagian dari 

organizing atau pengorganisasian. Hal ini sangat perlu dilakukan guna 

menjalankan program Dana Desa agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Mengingat Dana Desa merupakan dana yang dikhususkan untuk 

program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat maka yang 

berkedudukan sebagai ketua pelaksana dari program yang didanai Dana Desa 

ialah kasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.   

 Dalam pembentukan tim pelaksana Dana Desa sepenuhnya diserahkan 

kepada kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, beliau dapat 

menentukan siapa-siapa saja anggota dari tim pelaksana namun tetap dengan 

sepengetahuan dan persetujuan dari kepala desa.  
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“Saya disini berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program 

pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, jadi mulai dari 

kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan 

semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh kasi kemasyarakatan. Tim 

pelaksana dibentuk oleh saya sendiri yang anggotanya berisikan 6-7 

orang. Anggota tersebut terdiri dari 2-3 orang dari kantor desa, 2-3 orang 

itu sudah termasuk saya. Dan sisanya ialah dari ketua RW setempat.” 

(Wawancara dengan informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di 

kantor desa pejaten) 

 

 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan 1.7 dapat 

diketahui bahwa tim pelaksana Dana Desa dibentuk langsung oleh kasi 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh 

masyarakat dan aparatur desa sebagai anggotanya. Anggota dari tim pelaksana 

terdiri dari 6-7 orang yang terdiri dari 2-3 orang anggota yang berasal dari kantor 

desa, dan sisanya ialah dari ketua RW setempat. Setiap titik lokasi dari program 

pembangunan yang didanai oleh Dana Desa terdapat tim pelaksananya yang 

dinamakan Tim Pelaksana Lokal (TPL).  

4.4.2.3 Penetapan Pembagian Tugas Anggota Tim Pelaksana Dana Desa 

  Penetapan pembagian tugas anggota tim pelaksana Dana Desa merupakan 

salah satu bagian dari organizing atau pengorganisasian. Hal ini sangat perlu 

dilakukan guna menjalankan program Dana Desa agar dapat dilaksanakan 

dengan efektif dan efisien oleh para anggota tim pelaksana sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing 

 Program pembangunan infrastruktur yang diketuai oleh kasi 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibantu langsung oleh kasi 

kemasyarakatan. Pembangunan infrastruktur di Desa Pejaten pada tahun 2015-
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2018 difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan dengan paving block. Kasi 

kemasyarakatan ditugaskan untuk membantu kasi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa dalam pengawasan pengerjaan program Dana 

Desa agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai RKP (rencana kerja 

pemerintah) Desa Pejaten agar terlaksana seluruhnya karena dalam satu waktu 

Desa Pejaten tidak hanya mengerjakan satu program pembangunan saja 

melainkan ada beberapa program pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di 

lokasi atau titik yang berbeda. Karena terlalu banyaknya program pembangunan 

itulah maka kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan 

bantuan dari kasi kemasyarakatan untuk membantu mengawasi proses 

pengerjaan pembangunan jalan agar tetap dapat berjalan dengan baik. Selain itu 

juga karena kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan 

laporan perkembangan dari program pembangunan jalan lingkungan untuk 

dilaporkan ke kecamatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, jadi 

memang harus ada petugas atau pegawai desa yang mengawasi program 

pembangunan jalan lingkungan tersebut untuk mendokumentasikan progress 

pembangunan jalan desa mulai dari tahap persiapannya, 50% pengerjaan, 75% 

pengerjaan, hingga 100% atau selesainya pengerjaan pembangunan tersebut. Hal 

ini menegaskan bahwa aparatur desa Pejaten mengupayakan agar dapat bekerja 

secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang optimal. 
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 “Saya disini berkedudukan sebagai penanggung jawab dari program 

pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, jadi mulai dari 

kegiatan pembentukan tim pelaksana, belanja, hingga pengawasan 

semuanya dilakukan oleh saya dibantu oleh kasi kemasyarakatan. 

Mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota tim pelaksana 

antara lain ialah saya sebagai ketua tim, kasi kemasyarakatan sebagai 

pengawas, apartur desa lainnya sebagai pembantu mengenai hal-hal yang 

dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Dana Desa, dan ketua RW sebagai 

penyambung antara keinginan warga kepada saya selaku ketua 

tim.(Wawancara dengan informan1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di 

kantor desa pejaten) 

 

 Berdasarkan keterangan dari informan 1.7 dapat diketahui bahwa dalam 

penetapan pembagian tugas antar anggota pelaksana Dana Desa ialah kasi 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Beliau berkedudukan sebagai 

ketua tim anggota pelaksana Dana Desa yang bertugas untuk membentuk tim 

anggota pelaksana, belanja, hingga pengawasan proses pengerjaan pembangunan 

infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, dan kasi kemasyarakatan ditetapkan 

sebagai pembantu kasi pembanggunan dan pemberdayaan masyarakat untuk 

mengawasi proses pengerjaan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh 

Dana Desa. Beliau ditetapkan sebagai pembantu kasi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat ialah karena beliau dianggap dapat bersosialisasi 

langsung dengan masyarakat secara lebih baik dibandingkan dengan staff kantor 

desa lainnya. Selain itu, tugas yang diemban oleh ketua RW ialah beliau sebagai 

jembatan antara warga masyarakat dengan pemerintah desa. Dan staff lainnya 

yang mendapat tugas untuk membantu secara teknis proses pengerjaan 

pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa. 
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“Saya bertugas sebagai pembantu kasi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat saat proses pengerjaan program Dana Desa berlangsung. Jadi 

saya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan proyek 

tersebut, saya akan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada kasi 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dibuatkan laporan 

pertanggungjawabannya.” (Wawancara dengan informan 1.8 di kantor 

desa pejaten, 9 Desember 2016) 

 

 Berdasarkan keterangan dari informan 1.8 dapat diketahu bahwa kasi 

kemasyarakatan bertugas untuk mengawasi pengerjaan program Dana Desa agar 

dapat tercapainya RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Pejaten yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Agar RKP terlaksana seluruhnya, maka diperlukan 

bantuan dari kasi kemasyarakatan karena dalam satu waktu Desa Pejaten tidak 

hanya mengerjakan satu program pembangunan saja melainkan ada beberapa 

program pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di lokasi atau titik yang 

berbeda yang tentunya memerlukan pengawasan. Karena terlalu banyaknya 

program pembangunan itulah maka kasi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat membutuhkan bantuan dari kasi kemasyarakatan untuk membantu 

mengawasi proses pengerjaan pembangunan jalan agar tetap dapat berjalan 

dengan baik. Selain itu juga karena kasi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat membutuhkan laporan perkembangan dari program pembangunan 

jalan lingkungan untuk dilaporkan ke kecamatan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban, jadi memang harus ada petugas atau pegawai desa yang 

mengawasi program pembangunan jalan lingkungan tersebut untuk 

mendokumentasikan progress pembangunan jalan desa mulai dari tahap 
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persiapannya, 50% pengerjaan, 75% pengerjaan, hingga 100% atau selesainya 

pengerjaan pembangunan tersebut. 

Gambar 4.3 

Perkembangan Pembangunan Jalan Desa  

 

 

 

 

 

Sumber : Kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pejaten. 
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4.4.3 Staffing (Penyusunan Pegawai) 

 Staffing merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, penekanan dari 

fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya manusia yang akan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada 

fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi 

ini antara lain: menentukan, memilih, mengangkat, membina, dan membimbing 

sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan Dana Desa staffing dilakukan dalam hal 

memberikan pembinaan mengenai Dana Desa kepada kepala desa dan pegawai 

desa, perekrutan pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, serta penetapan 

pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensinya. 

4.4.3.1 Memberikan Pembinaan Mengenai Dana Desa Kepada Kepala Desa dan 

Pegawai Desa   

 Pembinaan mengenai Dana Desa kepada pegawai desa merupakan salah 

satu bagian dari staffing atau penyusunan pegawai. Hal ini sangat perlu dilakukan 

mengingat Dana Desa merupakan salah satu program terbaru dari pemerintah 

pusat yang dikhususkan untuk mengembangkan dan menyejahterakan 

masyarakat desa. Dengan  pembinaan terkait Dana Desa pada para pegawai desa 

diharapkan pegawai desa dapat mengelola Dana Desa sesuai dengan segala 

peraturan yang berlaku. 

 Sebelum program Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah pusat terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada kepala desa 

periode sebelumnya mengenai seluk-beluk Dana Desa. Mulai dari tujuan 
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penggunaan, sasaran penggunaan, tata cara penggunaan hingga pelaporan 

mengenai Dana Desa. Selanjutnya kepala desa tersebut yang akan memberikan 

pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang beliau 

dapatkan dari pemerintah pusat tersebut. 

“Sebelum program Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah pusat terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada saya 

mengenai seluk-beluk Dana Desa. Mulai dari tujuan penggunaan, sasaran 

penggunaan, tata cara penggunaan hingga pelaporan mengenai Dana 

Desa. Selanjutnya saya yang akan memberikan pemahaman langsung 

kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang saya dapatkan dari 

pemerintah pusat tersebut.” (Wawancara dengan informan 1.1 pada 

tanggal 5 Desember 2016 di kediaman beliau) 

 

 Berdasarkan penuturan dari informan 1.1 dapat kita ketahui bahwa 

pemerintah pusat telah berupaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan 

mengenai Dana Desa kepada para Kepala Desa, dimana berdasarkan PMK No. 

07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa Kepala Desa 

berkedudukan sebagai penanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Jadi 

kepala desa adalah orang yang bertanggung jawab akan berhasil atau tidaknya 

penggunaan Dana Desa di desa mereka masing-masing.   

  Namun pada akhir masa jabatannya yakni bulan Agustus 2015 kepala 

desa Pejaten yakni Bapak H. Kurtubi tidak lagi berperan sebagai penanggung 

jawab penuh akan pengelolaan Dana Desa. Penanggung jawab pengelolaan Dana 

Desa sepenuhnya berpindah kepada kepala desa terpilih periode 2015-2021 yakni 

Bapak H. Ahmad Rofe‟i. Sehingga Kepala Desa sebelumnya berkewajiban untuk 
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mengajarkan perihal pengelolaan Dana Desa kepada kepala desa terpilih dibantu 

oleh Sekretaris Desa atau carik. Karena perubahan kekuasaan itu pula terjadi 

perubahan susunan pegawai desa. Pegawai desa tersebut hampir semuanya 

merupakan orang-orang baru. Pegawai yang bertahan dari masa kepemimpinan 

H. Kurtubi ialah Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kasi Pemerintahan. 

Selebihnya susunan pegawai masa jabatan H. Ahmad Rofe‟i diisi oleh orang-

orang baru. Sehingga tiga orang tersebutlah yang membantu H. Kurtubi untuk 

memberikan pemahaman mengenai Dana Desa dibantu pula oleh pihak dari 

pemerintah desa Kabupaten Serang yakni Pendamping Lokal Desa. Untuk 

memenuhi kewajibannya Bapak H. Kurtubi pun berupaya untuk memberikan 

pemahaman  kepada kepala Desa terpilih dan para pegawai desa agar mengelola 

Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau memberikan mereka 

pemahaman tentang tata cara pengelolaan dan pelaporan Dana Desa agar tidak 

terjadi kesalahan. 

“Saya berupaya untuk memberikan pemahaman  kepada Kepala Desa 

terpilih dan para pegawai desa agar mengelola Dana Desa sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Saya berikan mereka pemahaman tentang tata 

cara pengelolaan dan pelaporan Dana Desa. Sebab apabila kita terlambat 

memberikan laporan terkait penggunaan Dana Desa kepada Pemerintah 

Daerah maka akan ada sanksi yang dijatuhkan yakni penundaan pencairan 

Dana Desa tahun anggaran selanjutnya kepada desa kami.” (Wawancara 

dengan informan 1.3 pada tanggal 15 September 2016 di kantor desa 

pejaten) 

 

Berdasarkan penuturan dari informan 1.3 dapat kita ketahui bahwa ada 

upaya dari kepala desa sebelumnya, sekretaris desa, dan bendahara desa untuk 

memberikan pemahaman mengenai Dana Desa kepada para pegawai desa agar 
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penggunaan Dana Desa dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Karena apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan 

Dana Desa maka akan ada sanksi yang diberikan kepada desa tersebut. 

Kesalahan mendasar yang paling dikawatirkan dapat terjadi ialah mengenai 

laporan penggunaan Dana Desa. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian 

laporan Dana Desa dari pihak desa kepada kecamatan yang akan disampaikan 

kepada Bupati maka akan terjadi penundaan pencairan Dana Desa tahap 

berikutnya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Perbup Serang No. 

06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

pada Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

 ”Saya disini bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

desa mengenai Dana Desa agar penggunaan dan pengelolaannya tetap 

sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada saat transisi pemindahan 

kekuasaan Kepala Desa tentunya saya berperan untuk membantu 

mengajarkan Kepala Desa terpilih mengenai Dana Desa sesuai dengan 

ilmu yang saya miliki.” (Wawancara dengan informan 1.9 pada tanggal 

28 Desember 2016 di kantor kecamatan kramatwatu) 

 

 Berdasarkan penuturan informan 1.9 diketahui bahwa beliau juga turut 

serta dalam membantu memberikan pemahaman dan memberikan bimbingan 

kepada Kepala Desa terpilih dan kepada para pegawai desa mengenai Dana Desa. 

Ini berarti banyak pihak yang turut terlibat untuk membantu Kepala Desa dan 

pegawai desa agar lebih memahami mengenai pengelolaan Dana Desa dan 

diharapkan Dana Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga tujuan 

utama dari Dana Desa yakni menyejahterakan masyarakat desa dapat tercapai. 
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 Pendamping Lokal Desa (PLD) ialah orang selain kepala desa yang 

bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada para 

pegawai desa mengenai pengelolaan Dana Desa. PLD disini bertugas untuk 

memberikan bimbingan dan arahan kepada desa mengenai Dana Desa agar 

penggunaan dan pengelolaannya tetap sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada 

saat transisi pemindahan kekuasaan kepala desa tentunya PLD berperan untuk 

membantu mengajarkan kepala desa terpilih dan para pegawai desa mengenai 

Dana Desa sesuai dengan ilmu yang beliau miliki. 

4.4.3.2 Perekrutan Pegawai Sesuai dengan Kriteria yang Dibutuhkan 

 Perekrutan pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan merupakan 

hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Desa, karena apabila 

pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi 

yang mumpuni maka Dana Desa dapat berjalan dengan optimal. Dengan adanya 

peralihan wewenang dari kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru maka 

terjadi pula perubahan susunan kepegawaian. Kepala desa yang baru akan 

merekrut pegawai baru yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Proses 

perekrutan pegawai dilakukan sesudah kepala desa baru terpilih. Para pelamar 

menyerahkan curiculum vitae mereka kepada BPD kemudian kepala desa terpilih 

bersama BPD yang akan menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi 

staff atau pegawai desa. 
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“Proses perekrutan pegawai dilakukan sesudah Kepala Desa baru terpilih. 

Para pelamar menyerahkan curiculum vitae mereka kepada BPD 

kemudian saya dan BPD yang akan menentukan siapa-siapa saja yang 

layak untuk menjadi staff desa. Persyaratan untuk menjadi staff desa ialah 

memiliki jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.” (Wawancara 

dengan informan 1.2 pada tanggal 14 Desember di kantor desa pejaten) 

 

 Berdasarkan informasi dari informan 1.2 dapat diketahui bahwa 

persyaratan untuk menjadi pegawai desa ialah memiliki jenjang pendidikan 

minimal SMA atau sederajat. Syarat ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 

No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kelima Mengenai Perangkat Desa dan 

memang pegawai yang direkrut oleh kepala desa terbaru tersebut memanglah 

memiliki jenjang pendidikan SMA atau sederajat meskipun sebagian besarnya 

memperoleh ijazah SMA melalui sistem kejar paket C. Hal ini didukung oleh 

pernyataan dari informan 1.7 dan 1.8 yakni: 

“Bisa dibilang saya ini beruntung bisa bekerja disini mengingat saya 

hanya lulusan SD, saya baru mengikuti test kejar paket C beberapa tahun 

yang lalu. Karena itu pula saya bekerja masih banyak dibantu oleh 

sekertaris desa yang jauh lebih berpengalaman dari saya.” (Wawancara 

dengan informan 1.7 pada tanggal 9 Desember 2016 di kantor desa 

Pejaten) 

 

“Dasar pendidikan saya adalah pesantren salafi sementara pendidikan 

formal saya hanya SD, tapi saya ikut ujian kesetaraan paket C. Sementara 

itu menurut Kepala Desa beliau merekrut saya untuk menjadi Kasi 

Kemasyarakatan ialah karena kemampuan saya untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat dianggap cukup baik mengingat saya adalah seorang 

uztad sehingga masyarakat lebih bebas menyampaikan keluh kesahnya 

kepada saya.” (Wawancara dengan informan 1.8 pada tanggal 9 

Desember 2016 di kantor desa Pejaten) 
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 Berdasarkan keterangan dari informan 1.7 dan 1.8 dapat diketahui bahwa 

perekrutan pegawai desa telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 06 

Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan pendidikan minimal dari pegawai 

desa harus SMA atau sederajat. Perekrutan pegawai desa dilakukan memang telah 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun kemampuan dari para 

pegawai yang telah direkrut masih kurang mumpuni hal ini diketahui dari  

kemampuan IT dari para pegawai desa yang masih kurang dimana hanya ada 

beberapa pegawai yang bisa mengoperasikan mesin komputer. Selain itu juga 

berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 1.7 dan 1.8 

diketahui bahwa mereka menjalankan tupoksinya namun tidak mengetahui dasar-

dasar dari tupoksinya secara mendalam. Mereka tidak mengetahui mengenai 

sumber dana yang membiayai program yang mereka jalani, bahkan informan 1.7 

tidak dapat menjalankan kegiatan belanja Dana Desa sendiri karena tidak mengerti 

sehingga kegiatan belanja dilakukan oleh sekretaris desa padahal informan 1.7 

berkedudukan sebagai ketua tim pelaksana Dana Desa yang mana berkewajiaban 

untuk melakukan kegiatan belanja, pengawasan, dan pelaporan dalam pelaksanaan 

Dana Desa. 

 Hal di atas dapat terjadi ialah karena pegawai-pegawai yang direkrut oleh 

pemerintah desa ialah orang-orang terdekat dari kepala desa terpilih. Dimana 

mereka merupakan tim sukses dari kepala desa saat dilangsungkannya pemilihan 

kepala desa tahun 2015 lalu. Hal ini diungkapkan oleh informan 1.12 yaitu: 
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“Para pegawai desa yang baru direkrut itu adalah orang-orang terdekatnya 

kepala desa. Kepala desa yang baru terpilihpun adalah adik dari kepala 

desa sebelumnya. Dan pegawai-pegawai baru tersebut adalah bagian dari 

tim sukses dari kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa tahun 

2015 lalu. Pegawai desa sebelumnya juga merupakan orang-orang 

terdekat dari pegawai desa yang lalu, jadi setiap terpilihnya kepala desa 

terbaru maka pegawai desanya juga baru yang merupakan orang-orang 

terdekat dari kepala desa terpilih.” (Wawancara dengan informan 2.2 pada 

tanggal 12 Desember 2016 di kediaman informan) 

 

 Berdasarkan keterangan dari informan 2.2 diketahui bahwa para pegawai 

desa yang direkrut merupakan orang-orang terdekat dari Kepala Desa, mereka 

merupakan anggota dari tim sukses Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala 

desa tahun 2015 lalu. Meskipun rekrutmen dilakukan oleh Kepala Desa bersama 

dengan BPD terbuka untuk umum namun pegawai desa yang direkrut tetaplah 

orang-orang terdekat dari Kepala Desa tersebut. Hal ini sudah seperti tradisi atau 

kebiasaan karena Kepala Desa sebelumnya juga merekrut para pegawai desa yang 

merupakan orang-orang terdekat beliau. 

4.4.3.3 Penetapan Pegawai ke dalam Struktur Organisasi Sesuai dengan 

Kompetensinya. 

 Penetapan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan 

kompetensi merupakan suatu bagian dari staffing atau penyusunan pegawai. Hal 

ini merupakan hal penting yang harus dilakukan agar  program Dana Desa dapat 

dilaksanakan dengan optimal. Karena dengan dilaksanakannya Dana Desa oleh 

pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai maka mereka akan dapat bekerja 

dengan baik, efektif, dan efisien. 
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 Bendahara Desa Pejaten merupakan salah satu lulusan dari SMK dengan 

akuntansi sebagai jurusannya. Dengan demikian beliau dapat mengerti dan 

memahami hal-hal mengenai pembukuan. Selama menjalankan tugas di kantor 

desa juga beliau tidak mengalami kesulitan yang berarti karena sebelumnya beliau 

sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) dari pemerintah pusat untuk 

mengatur pembukuan sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

“Saya adalah lulusan SMK jurusan akuntansi jadi mengenai masalah 

pembukuan saya sudah bisa dan terbiasa. Selama menjalankan tugas di 

kantor desa juga saya tidak mengalami kesulitan karena sebelumnya saya 

sudah dapat pelatihan dari pemerintah pusat untuk mengatur pembukuan 

sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.” 

(Wawancara dengan informan 1.5 pada tanggal 26 Oktober 2016 di 

kantor desa pejaten) 

 

 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa Pejaten telah 

menempatkan pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensinya, 

dimana informan 1.5 yang merupakan bendahara desa memiliki dasar pendidikan 

yang mumpuni yaitu lulusan SMK jurusan akuntansi, sehingga beliau dapat 

melakukan pekerjaannya dengan mudah karena memang ia telah bisa dan telah 

terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pembukuan. 

4.4.4 Directing (Pengarahan)   

  Dalam melaksanaan Dana Desa tentunya memerlukan pengarahan baik 

dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah desa itu sendiri agar pengelolaan 

Dana Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang 
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telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan yang terdapat dalam dimensi 

pengarahan atau directing adalah pemberian penjelasan, petunjuk, serta 

pertimbangan dan bimbingan para petugas yang terlibat, baik secara struktural 

maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan 

pengarahan staff yang telah diangkat dan  dipercayakan melaksanaan tugas 

dibidangnya masing-masing tidak menyimpang dari program yang telah 

ditentukan.  Dalam hal pelaksanaan Dana Desa directing dilakukan dalam hal 

pemberian pengarahan bagi seluruh pegawai desa dalam pelaksanaan Dana Desa, 

pengarahan bagi pegawai desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

mengenai Dana Desa.   

4.4.4.1 Pengarahan Bagi Seluruh Pegawai Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa 

 Dana Desa merupakan suatu program baru dari pemerintah, sehingga 

membutuhkan banyak  persiapan sebelum program tersebut dilaksanakan. Salah 

satu persiapan yang dilakukan pemerintah pusat ialah dengan pemberian 

pendidikan dan latihan (diklat) kepada kepala desa, sekretaris desa, dan juga 

bendahara desa. Diklat dilakukan selama tiga hari di daerah Anyer. Diklat 

berisikan mengenai tata cara pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya. Selanjutnya kepala desa yang akan memberikan 

pemahaman langsung kepada para pegawai desa mengenai ilmu yang beliau 

dapatkan dari diklat tersebut. 

 Dalam pelaksanaan Dana Desa PLD bertugas untuk memberikan 

pengarahan dan bimbingan terkait Dana Desa agar Dana Desa dapat berjalan 
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sesuai dengan peraturan yang berlaku. PLD sebenarnya lebih seperti pembimbing 

dalam pelaksanaan Dana Desa karena PLD yang membimbing dan mendampingi 

desa dalam setiap pelaksanaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, eksekusi atau 

pengerjaan program Dana Desa, hingga proses pembuatan laporan pertanggung 

jawabannya. 

 Tugas dari PLD ialah mendampingi desa dalam melakukan kegiatan 

pembangunan fisik desa, mulai dari menghadiri musrenbang hingga proses 

pembangunan fisik itu dilaksanakan. PLD tidak akan datang setiap hari untuk 

mengawasi dan memonitoring kegiatan pembangunan tersebut karena setiap satu 

orang PLD memiliki 4 desa binaan yang harus dibina dan diawasi. Selain itu 

kegiatan atau tugas PLD ialah memonitoring kegiatan desa terkait Undang-

Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian PLD juga bertugas untuk 

memonitoring setiap kegiatan Dana Desa agar semua lapisan masyarakat dapat 

merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut. Selain memonitoring kegiatan 

berdasarkan undang-undang desa PLD juga memonitoring kegiatan perangkat desa 

berdasarkan Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa agar 

pernangkat desa dengan PLD dapat bersama-sama menyukseskan undang-undang 

desa agar dapat dilaksanakan tepat sasaran.  

 “Dalam pelaksanaan Dana Desa saya bertugas untuk memberikan 

pengarahan terkait Dana Desa agar Dana Desa dapat berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Saya sebenarnya lebih seperti 

pembimbing dalam pelaksanaan Dana Desa karena saya yang 

membimbing dan mendampingi desa dalam setiap pelaksanaan Dana 

Desa dimulai dari perencanaan, eksekusi, hingga proses pembuatan 
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laporan pertanggung jawabannya. (Wawancara dengan informan 1.9 pada 

tanggal 28 Desember 2016 di kantor Kecamatan Kramatwatu) 

 

 Berdasarkan informasi dari informan 1.9 dapat diketahui bahwa salah satu 

upaya dari Kementerian Desa Kabupaten Serang agar Dana Desa dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah dengan 

menurunkan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bekerja di bawah Kementerian 

Desa untuk turun langsung ke desa memberikan pemahaman, pengarahan, serta 

bimbingan kepada para pegawai desa dalam rangka menjalankan Dana Desa. Hal 

ini telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam Perbup No. 06 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

4.4.4.2 Pengarahan Bagi Pegawai Desa dalam Penyusunan Laporan     

Pertanggungjawaban Mengenai Dana Desa 

 Penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan Dana Desa 

merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan Bendahara Desa, tidak 

boleh terjadi keterlambatan atau bahkan kesalahan dalam pelaporan pertanggung 

jawaban terkait Dana Desa. Dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Desa sebelumnya sudah pendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

dari pemerintah pusat sehingga Bendahara Desa dapat membuat laporan 

pertanggung jawaban dengan benar, selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan 

ke pihak Kecamatan dan pihak Kecamatan yang akan memeriksa laporan tersebut. 

Apabila terjadi kesalahan pada laporan tersebut maka pihak Kecamatan akan 
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memberikan arahan kepada Bendahara Desa untuk memberi tahu bagian-bagian 

mana saja yang salah dari laporan tersebut dan memberi tahu bagaimana cara 

memperbaikinya.  

 Selain oleh Bendahara Desa laporan pertanggungjawaban juga disusun 

oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku penaggungjawab 

dari program pembangunan infrastuktur yang didanai oleh Dana Desa. Kasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan arahan langsung dari 

Kepala Desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena memang 

laporan pertanggungjawaban tersebut haruslah mendapatkan persetujuan atau 

dengan sepengetahuan dari Kepala Desa sebelum nantinya diserahkan kepada 

pihak Kecamatan. Dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Kasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berisi mengenai perkembangan 

atau progress mengenai jalannya program pembangunan infrastruktur yang 

didanai oleh Dana Desa mulai dari tahap persiapannya, 50% pengerjaan, 75% 

pengerjaan, hingga 100% atau selesainya pengerjaan pembangunan tersebut 

Selain itu laporan realisasi penggunaan Dana Desa juga berisi mengenai laporan-

laporan penggunaan Dana yang telah digunakan oleh Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat yang berbentuk atau berupa surat 

pertanggungjawaban (SPJ).  

“Laporan pertanggungjawaban Dana Desa atau yang biasa disebut 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun oleh Bendahara Desa 

dan dibantu oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Saya disini bertugas untuk membimbing dan mengarahkan Bendahara 

Desa dan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 
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membuat laporan tersebut karena memang setiap dana yang dikeluarkan 

oleh Bendahara Desa dan digunakan oleh Kasi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat harus dengan izin dan persetujuan dari saya. 

Setiap dana yang terpakai oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat akan ada bentuk pertanggungjawabannya berupa Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantinya akan diserahkan kepada 

Bendahara Desa dan kemudian akan disusun menjadi laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai disusun maka 

akan diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diperiksa atau 

diverifikasi, dan apabila terdapat kesalahan dalam laporan tersebut maka 

akan dikembalikan lagi kepada pihak desa. Selama proses ini berlangsung 

saya sebagai Kepala Desa terus memantau dan mengawasi laporan 

tersebut sampai laporan tersebut berhasil diverifikasi oleh Kecamatan.” 

(Wawancara dengan informan 1.2 pada 14 Desember 2016 di kantor Desa 

Pejaten) 

 

4.4.5 Coordinating (Koordinasi) 

 Koordinasi merupakan satu dari beberapa fungsi-fungsi manajemen untuk 

melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, kekosongan kegiatan 

dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 

sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan 

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya 

semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. 

Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif 

spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. 

 Proses koordinasi dalam pelaksanaan Dana Desa berkaitan dengan 

koordinasi antara kepala desa dengan bendahara desa, koordinasi antara tim 

pelaksana Dana Desa dengan bendahara desa, koordinasi antara tim pelaksana 
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Dana Desa dengan kepala desa, koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, 

koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana Dana Desa, serta 

koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat. 

4.4.5.1 Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa  

 Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa 

dilakukan pada saat berlangsungnya penyaluran Dana Desa.  Dana Desa yang 

turun dari pemerintah pusat yang sebelumnya berada di dalam Rekening Kas 

Umum Negara (RKUN) akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 

yang pada akhirnya akan disalurkan ke dalam Rekening Kas Desa (RKD). Pada 

pencairan Dana Desa yang berada di RKD harus dilakukan langsung oleh Kepala 

Desa dengan Bendahara Desa. Selain itu koordinasi yang dilakukan antara Kepala 

Desa dengan Bendahara desa ialah pada saat pembuatan anggaran serta pencairan 

dana atau anggaran tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan Dana 

Desa yang harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu. Pada 

proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa juga harus dilakukan koordinasi 

antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa karena laporan tersebut harus 

berdasarkan persetujuan dari Kepala Desa sebelum pada akhirnya akan diserahkan 

kepada kecamatan untuk proses verifikasi. 

“Koordinasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Bendahara Desa 

ialah terkait dengan pencairan uang Dana Desa, penggunaan Dana Desa, 

dan juga pelaporan Dana Desa. Saat Dana Desa turun dari pemeritah 

daerah (rekening kas daerah ke rekening kas desa) yang berhak 

mencairkannya ialah Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. 

Setelah itu pada saat penggunaan Dana Desa pun Bendahara tetap 

berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk  persetujuan penggunaan dana 
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yang digunakan untuk belanja dalam rangka program pembangunan 

infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Desa, pelaporan realisasi 

penggunaan Dana Desa pun tetap dilakukan berkoordinasi antara Kepala 

Desa dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa yang menyusun laporan 

tersebut lalu disetujui dan dilaporkan kembali ke kecamatan oleh Kepala 

Desa.” (Wawancara dengan informan 1.1 pada tanggal 5 Desember 2016 

di kediaman beliau) 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan 1.1 dapat diketahui 

bahwa koordinasi dilakukan antara Kepala Desa dan Bendahara Desa dimulai saat 

pencairan Dana Desa dilaksanakan hingga saat laporan pertanggungjawaban atau 

laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun. Jadi dapat dikatakan bahwa 

koordinasi antara Kepala Desa dan Bendahara Desa merupakan hal terpenting 

dalam penggunaan Dana Desa. 

4.4.5.2 Koordinasi Antara Ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan Bendahara 

Desa Mengenai Pelaksanaan Dana Desa 

 Koordinasi antara tim pelaksana Dana Desa dengan bendahara desa 

dilakukan sebelum pelaksanaan Dana Desa. Hal ini dibutuhkan agar dalam 

pelaksanaannya tidak mengalami suatu kendala atau kesalahan. Koordinasi sangat 

diperlukan supaya para pegawai yang melaksanakannya dapat mempersiapkan 

segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelakasanaan Dana Desa. Sebelum 

pelaksanaan Dana Desa dilakukan ada koordinasi yang dilakukan antara 

Bendahara Desa dengan ketua Tim Pelaksana Dana Desa dalam menentukan harga 

barang-barang atau material yang akan dibeli. Dalam penentuan harga barang yang 

akan dibeli telah desa Pejaten mempunyai Standar Satuan Harga (SSH) dan 
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Analisa Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan anggaran belanja Kabupaten 

Serang tahun anggaran 2015. Selain itu Koordinasi juga dilakukan saat ketua tim 

melakukan pembelanjaan untuk pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah 

selesai proses pengerjaan Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan 

surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ 

tersebut akan dijadikan laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa yang dilaporkan ke kecamatan. 

“Koordinasi dilakukan saat ketua tim melakukan pembelanjaan untuk 

pelaksanaan Dana Desa kemudian saat setelah selesai proses pengerjaan 

Dana Desa ketua tim pelaksana Dana Desa memberikan SPJ berupa nota-

nota belanja kepada Bendahara Desa yang nantinya SPJ tersebut akan 

dijadikan disusun dan dijadikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang 

akan dilaporkan ke kecamatan.” (Wawancara dengan informan 1.7 pada 9 

Desember 2016 di kantor Desa Pejaten) 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari infroman 1.7 dapat diketahui 

bahwa koordinasi yang dilakukan oleh ketua Tim Pelaksana Dana Desa dengan 

Bendahara Desa sangat penting dimana koordinasi dilakukan pada saat 

membelanjakan Dana Desa yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan 

desa dan juga untuk menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

pihak kecamatan. 

4.4.5.3 Koordinasi Antara BPD dengan Pemerintah Desa  

 Koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa dilakukan pada saat 

musdes dan musrenbangdes dilaksanakan. BPD bersama dengan pemerintah desa 

menyelenggarakan musdes dan musrenbangdes dengan peserta terdiri kepala desa, 
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perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi 

kondisi setiap desa. Pada saat musdes dan musrenbangdes dilaksanakan 

pemerintah desa dan BPD akan mendengarkan segala bentuk keluh-kesah dan 

aspirasi warga desa Pejaten dan BPD yang berkedudukan sebagai lembaga yang 

menjembatani hubungan antara warga desa dengan pemerintah desa akan 

menengahi apabila ada perdebatan antara warga desa dengan pemerintah desa 

mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Apabila sudah dicapai 

kesepakatan antara warga desa dengan pemerintah desa mengenai program kerja 

yang akan dilaksanakan maka BPD akan memberikan tanda tangan persetujuan 

terhadap program kerja tersebut dan produk yang dihasilkan dari musrenbangdes 

tersebut ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang 

akan menjadi pedoman dalam pembangunan desa selama enam tahun mendatang. 

Hal ini telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 

Tentang Desa yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari BPD ialah 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

4.4.5.4 Koordinasi Antara Tokoh Masyarakat dengan Tim Pelaksana Dana Desa 

 Sementara itu koordinasi antara tokoh masyarakat dengan tim pelaksana 

dana desa terjadi saat proses pengerjaan proyek pembangunan jalan lingkungan 

dilaksankan, dimana tokoh masyarakat disini atau ketua RT/RW berkoordinasi 

dengan ketua tim pelaksana Dana Desa mengenai siapa saja warga masyarakat 

RW beliau yang akan mereka rekrut untuk menjadi pekerja yang akan 

mengerjakan proyek pembangunan jalan lingkungan. Sesuai dengan tujuan dari 
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Dana Desa yakni menyejahterakan masyarakat desa maka telah ditetapkan 

bersama bahwa pekerja yang akan direkrut oleh pemerintah desa untuk pengerjaan 

pembangunan jalan lingkungan haruslah masyarakat sekitar yang memiliki 

penghasilan dibawah rata-rata, sehingga dengan adanya proyek pembangunan 

jalan lingkungan ini diharapkan dapat menambah pendapatan mereka. 

4.4.5.5 Koordinasi Antara BPD dengan Tokoh Masyarakat Mengenai 

Penggunaan Dana Desa  

 Koordinasi antara BPD dengan tokoh masyarakat dilakukan pada saat 

musdes dan musrenbangdes dilaksanakan. BPD bersama dengan pemerintah desa 

menyelenggarakan musdes dan musrenbangdes dengan peserta terdiri kepala desa, 

perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pada saat musdes dan musrenbangdes 

dilaksanakan pemerintah desa dan BPD akan mendengarkan segala bentuk keluh-

kesah dan aspirasi warga desa Pejaten dan BPD yang berkedudukan sebagai 

lembaga yang menjembatani hubungan antara warga desa dengan pemerintah desa. 

“BPD bertugas sebagai penyambung antara masyarakat desa dengan 

perangkat desa. BPD yang akan menyetujui berbagai program-program yang 

diajukan oleh masyarakat desa. Dalam kegiatan musrenbangdes disaat semua 

unsur perwakilan masyarakat desa bertemu untuk bermusyawarah mereka 

pasti ingin aspirasinya atau keinginannya menjadi program yang 

diprioritaskan, namun hal tersebut tentu saja tidak serta merta dapat 

diwujudkan karena perangkat desa dan BPD yang pada akhirnya akan 

menetapkan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan atau diutamakan dilihat 

dari kebutuhan warga desa itu sendiri.Setelah disetujui oleh BPD program 

tersebut kemudian diusulkan kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti. 

(Wawancara dengan informan1.3 pada tanggal 15 September 2016 di kantor 

Desa Pejaten) 
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 Berdasarkan informasi dari informan 1.3 dapat diketahui bahwa BPD 

berperan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah desa dengan 

masyarakat. BPD akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasinya yang akan disampaikan kepada pemerintah desa saat 

musdes ataupun musrenbangdes dilaksanakan. Apabila sudah dicapai kesepakatan 

antara warga desa dengan pemerintah desa mengenai program kerja yang akan 

dilaksanakan maka BPD akan memberikan tanda tangan persetujuan terhadap 

program kerja tersebut dan produk yang dihasilkan dari musrenbangdes tersebut 

ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang akan 

menjadi pedoman dalam pembangunan desa selama enam tahun mendatang. Hal 

ini telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 Tentang 

Desa yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari BPD ialah menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

4.4.6 Reporting (Pelaporan) 

 Pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian 

informasi kepada pihak kecamatan yang akan disampaikan lagi kepada pihak 

pemerintah kabupaten Serang, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti 

pekembangan dan kemajuan program kerja dari pemerintah desa. Kepala Desa 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui 

Camat setiap semester. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa menjadi salah 

satu syarat mutlak untuk proses pencairan Dana Desa tahap selanjutnya. Apabila 

Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan 
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realisasi penggunaan Dana Desa, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana 

Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 

4.4.6.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 

 Pada proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan setiap 

semester atau setiap enam bulan, yakni paling lambat minggu keempat bulan Juli 

pada tahun anggaran berjalan dan pada minggu keempat bulan Januari pada tahun 

anggaran berikutnya. Tahap pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

ialah dimulai dari surat pertanggungawaban (SPJ) yang diserahkan oleh pelaksana 

kegiatan Dana Desa ke Bendahara Desa dan Bendahara Desa yang akan 

menyusunnya menjadi laporan perealisasian Dana Desa. Setelah laporan tersebut 

selesai dibuat lalu disetorkan ke kecamatan untuk diverifikasi. Proses verifikasi 

berlangsung sekitar 20 (dua puluh) hari kerja, apabila terdapat kesalahan maka 

pihak kecamatan akan menginformasikan pada pihak desa untuk segera melakukan 

revisi laporan tersebut. Apabila revisi telah dilakukan dan pihak kecamatan telah 

menyetujui revisi tersebut maka  pihak desa dapat mengajukan surat permohonan 

pencairan Dana Desa tahap selanjutnya pada kecamatan yang nantinya akan 

disampaikan kepada pemerintah desa (Pemdes). 

“Pada proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa saya hanya 

bertugas untuk mengumpulkan SPJ yang diberikan oleh pelaksana 

kegiatan Dana Desa kemudian menyusunnya menjadi laporan 

persemester realisasi Dana Desa. Setelah laporan tersebut selesai dibuat 

dan telah disetujui oleh kepala desa maka laporan tersebut akan 

disampaikan pada pihak kecamatan yang nantinya akan diverifikasi oleh 

mereka. Apabila mereka telah menyetujui laporan tersebut maka pihak 

desa dapat mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahan 
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selanjutnya.” (Wawancara dengan informan 1.5 pada tanggal 26 Oktober 

2016 di kantor desa Pejaten) 

 

 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan 1.5 dapat 

diketahui bahwa semakin cepat laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat 

maka semakin cepat pula turun Dana Desa tahap berikutnya dan tentunya akan 

semakin cepat pula selesainya proses pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa 

sehingga tercapai pula tujuan dasar dari Dana Desa yakni menyejahterakan 

masyarakat desa. Dalam Perbup No. 06 Tahun 2016 pasal 18 disebutkan bahwa 

apabila Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa 

sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut. 

 Disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan 

APBDes desa Pejaten tahun anggaran 2015 disebutkan bahwa desa Pejaten 

menerima dana sebesar Rp. 286.064.483,- dengan rincian pencairan pada tahap I 

sebesar Rp.114.425.793,- dan pencairan tahap II sebesar Rp. 171.683.690,- 

kemudian dana tersebut dipergunakan untuk belanja material bangunan sebesar 

Rp. 236.384.483 dan untuk honor tenaga kerja dan pelaksana kegiatan sebesar Rp. 

49.680.000,- 

4.4.7 Budgeting (Pembuatan Anggaran) 

 Pembuatan anggaran atau pendanaan adalah fungsi yang berkenaan 

dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. 

Pendanaan (budgeting) adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam pengeluaran 
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tertentu untuk keperluan-keperluan tertentu. Pembuatan anggaran harus ditentukan 

sesuai apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dari 

mulai anggaran mengenai fasilitas-fasilitas, anggaran tenaga ahli, maupun 

anggaran peralatan dan perlengkapan, dan lain-lain. Anggaran harus dibuat secara 

bersama-sama dan harus transparansi. Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan kegiatan organisasi dengan jalan koordinasi kegiatan, dan 

pengawasan biaya. 

  Dalam pengelolaan Dana Desa ini pembuatan anggaran berkaitan dengan 

penetapan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Pada proses pembuatan atau 

penetapan anggaran dilakukan pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan 

pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa. Pada saat itu akan dibahas dan 

disusun rinciannya mengenai apa saja dan seberapa besar dana yang dibutuhkan 

untuk menjalankan program-program tersebut, mulai dari pembahasan material 

beserta harganya yang akan dibeli dan juga upah yang akan dibayarkan pada para 

tenaga kerja yang telah bekerja dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. 

Upah tenaga kerja akan dibayarkan untuk tim pelaksana Dana Desa yang terdiri 

dari ketua pelaksana, anggota tim yang terdiri dari ketua RW setempat, beberapa 

staff desa, dan juga beberapa kuli. 

  Pihak desa sendiri memiliki daftar harga dari barang-barang atau material 

yang biasa digunakan oleh pihak desa, serta standar upah yang harus dibayarkan 

kepada para tenaga kerja. Hal ini dicantumkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) 
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dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Serang. 

 “Pada proses anggaran untuk kegiatan Dana Desa dilakukan sebelum 

kegiatan Dana Desa pembuatan dilaksanakan. Proses pembuatan 

anggaran dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan 

ketua tim pelaksana Dana Desa. Dalam pembuatan anggaran semuanya 

dilakukan berdasarkan oleh Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa 

Standar Belanja (ASB) kabupaten Serang yang berlaku.” (Wawancara 

dengan informan 1.5 pada tanggal 26 Oktober 2016 di kantor desa 

Pejaten) 

 

  Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan 1.5 dapat diketahui 

bahwa pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan upaya untuk meminimalisir 

terjadinya penggelembungan harga barang dengan adanya SSH dan ASB tersebut. 

Sehingga diharapkan Dana Desa dapat benar-benar digunakan dengan 

sebagaimana mestinya, dan tujuan dari Dana Desa untuk menyejahterakan 

masyarakat desa dapat tercapai. 

  Sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan tentunya desa Pejaten 

memerlukan rancangan anggaran untuk menjadi pedoman dalam membelanjakan 

anggaran. Rancangan anggaran tersebut tertuang di dalam RAPBDes (Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pejaten tahun anggaran 2015. 

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pejaten tahun anggaran 2015 

disebutkan bahwa Dana Desa sebesar Rp. 286.064.483,- dipergunakan untuk 

kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman, antara lain 

pembangunan paving blok lingkungan RW 01, RW 02 dan 03, dan RW 05 dalam 

RAB tersebut disebutkan besaran anggaran biaya yang akan digunakan untuk 
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kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Berikut merupakan 

RAB desa Pejaten tahun anggaran 2015 

 

Tabel 4.8 

Rencana Anggaran Biaya 

Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang 

Tahun Anggaran 2015 

 
No Uraian Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Upah Tenaga Kerja/Tukang  49.680.000 49.680.000 

 - Mandor 4 orang x 100.000 

- Tukang 8 orang x 80.000 

- Pekerja 16 orang x 70.000 

23 

23 

 

23 

400.000 

640.000 

 

1.120.000 

9.200.000 

14.720.000 

 

25.760.000 

2 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 1.049.983 1.049.983 

3 Belanja Bahan Material Bangunan  235.334.500 

 

235.334.500 

 - Paving Blok Lingkungan RW 01  86.689.000 86.689.000 

 a. Paving blok 8 cm 725 52.000 37.700.000 

 b. Semen 50 kg 50 69.500 3.475.000 

 c. Kanstin 725 35.000 25.375.000 

 d. Abu Batu 110 180.000 19.800.000 

 e. Cangkul 2 75.000 150.000 

 f. Sekop 2 58.000 116.000 

 g. Pengki 3 11.000 33.000 

 h. Ember 3 10.000 30.000 

 i. Benang 2 5.000 10.000 

 - Paving Blok Lingkungan RW 02  32.695.000 32.695.000 

 a. Paving blok 8 cm 275 52.000 14.300.000 

 b. Semen 50 kg 20 69.500 1.390.000 

 c. Kanstin 275 35.000 9.625.000 
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 d. Abu Batu 40 180.000 7.200.000 

 e. Cangkul 1 75.000 75.000 

 f. Sekop 1 58.000 58.000 

 g. Pengki 2 11.000 22.000 

 h. Ember 2 10.000 20.000 

 i. Benang 1 5.000 5.000 

 - Paving Blok Lingkungan RW 03  29.261.500 29.261.500 

 a. Paving blok 8 cm 250 52.000 13.000.000 

 b. Semen 50 kg 15 69.500 1.042.500 

 c. Kanstin 250 35.000 8.750.000 

 d. Abu Batu 35 180.000 6.300.000 

 e. Cangkul 1 75.000 75.000 

 f. Sekop 1 58.000 58.000 

 g. Pengki 1 11.000 11.000 

 h. Ember 2 10.000 20.000 

 i. Benang 1 5.000 5.000 

 - Paving Blok Lingkungan RW 03  86.689.000 86.689.000 

 a. Paving blok 8 cm 725 52.000 37.700.000 

 b. Semen 50 kg 50 69.500 3.475.000 

 c. Kanstin 725 35.000 25.375.000 

 d. Abu Batu 110 180.000 19.800.000 

 e. Cangkul 2 75.000 150.000 

 f. Sekop 2 58.000 116.000 

 g. Pengki 3 11.000 33.000 

 h. Ember 3 10.000 30.000 

 i. Benang 2 5.000 10.000 

 JUMLAH   286.064.483 

Sumber : RAPBDes Pejaten Tahun Anggaran 2015 
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  Berdasarkan tabel 4.8 tersebut diketahui bahwa Dana Desa tahun 

anggaran 2015 sebesar Rp. 286.064.483 habis digunakan untuk kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman, antara lain pembangunan 

paving blok lingkungan RW 01, RW 02 dan 03, dan RW 05 hal ini telah sesuai 

dengan apa yang tertera dalam undang-undang yang mengatur bahwa Dana Desa 

diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, meski belum semua 

program pembangunan infrastruktur desa yang tertera dalam RPJMDes 

terlaksanakan namun setidaknya ada beberapa program pembangunan infrastruktur 

yang terealisasikan di tahun 2015 ini dan beberapa program pembangunan 

infrastruktur desa lainnya akan dikerajakan ditahun anggaran berikutnya dengan 

menggunakan Dana Desa tahun anggaran berikutnya dengan RPJMDes tahun 

2015-2019 sebagai pedoman. 
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Tabel 4.9 

Temuan Lapangan 

No Teori Dimensi Hasil Penelitian 

1. Fungsi Manajemen 

menurut Luther 

Gullick 

Planning / 

Perencanaan 

Pada segi perencanaan pengelolaan 

Dana Desa  dapat dikatakan sudah baik. 

Hal ini dapat dilihat dari segi 

pengelolaan Dana Desa yang dilakukan 

oleh pemerintah desa sudah jelasnya 

dalam penetapan tujuan-tujuan, dan 

penetapan strategi-strategi yang 

digunakan agar tujuan tersebut dapat 

tercapai. Akan tetapi masih menghadapi 

masalah dalam hal penetapan sasaran-

sasaran untuk penggunaan Dana Desa 

dikarenakan masih ada beberapa 

program yang belum direalisasikan 

pemerintah Desa Pejaten yaitu 

pembangunan tempat pembuangan 

sementara (TPS) dan juga pembangunan 

sanitasi lingkungan di kawasan sekitar 

kali Pejaten. 
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2  Organizing / 

Pengorganisasian  

Dalam proses  ini dapat dikatakan sudah 

terlaksana dengan baik. Hal ini 

dikarenakan pada proses pembentukan 

tim pelaksana Dana Desa dan proses 

pembagian tugas antar anggota tim 

pelaksana Dana Desa berjalan dengan 

lancar sehingga mereka dapat 

menyelesaikan tupoksi mereka masing-

masing secara maksimal dan sesuai 

dengan deadline atau batas waktu. 

3  Staffing / 

Penyusunan 

Pegawai 

Dalam hal penyusunan pegawai yang 

dilakukan pemerintah desa sudah baik 

dikarenakan pada bagian penetapan 

pegawai ke dalam struktur organisasi 

sesuai dengan kompetensi telah 

dilakukan oleh kepala desa, selain itu 

perekrutan pegawai baru juga telah 

dilakukan sesuai atau berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dimana mengharuskan pegawai 

desa memiliki latar belakang pendidikan 
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minimal SMA namun pegawai-pegawai 

yang direkrut merupakan orang-orang 

terdekat dari kepala desa Pejaten. 

4  Directing / 

Pengarahan 

Secara keseluruhan dalam pengarahan 

atau directing yang telah dilakukan 

pemerintah pusat, pemerintah desa, dan 

juga Pendamping Lokal Desa (PLD) 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya pendidikan dan latihan (diklat) 

mengenai Dana Desa yang diberikan 

pemerintah pusat kepada kepala desa, 

sekretaris desa, dan bendahara desa. 

Selanjutnya ialah pengarahan dan 

bimbingan yang diberikan PLD kepada 

pegawai desa juga sudah berjalan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 

adanya arahan dan bimbingan yang 

dilakukan oleh PLD pada sebelum dan 

saat berlangsungnya kegiatan Dana 

Desa. 
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5  Coordinating / 

Koordinasi 

Pada  pengkoordinasian dapat dikatakan 

sudah berjalan dengan baik, hal ini 

dapat dilihat dalam proses koordinasi 

pelaksanaan pengelolaan Dana Desa 

yang dilakukan antara bendahara desa 

dengan kepala desa, koordinasi antara 

tim pelaksana Dana Desa dengan 

bendahara desa, koordinasi antara tim 

pelaksana Dana Desa dengan kepala 

desa, koordinasi antara BPD dengan 

pemerintah desa, koordinasi antara 

tokoh masyarakat dengan tim pelaksana 

Dana Desa, serta koordinasi antara BPD 

dengan tokoh masyarakat. Dengan 

koordinasi yang mereka lakukan mulai  

penetapan tujuan hingga pelaksanaan 

dari kegiatan tesebut hingga 

membuahkan hasil yang nyata dimana 

tujuan-tujuan dari penggunaan Dana 

Desa dapat diselesaikan dengan baik. 
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6  Reporting / 

Pelaporan 

Dalam hal pembuatan laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa yang dilakukan 

setiap semester sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

pernah terjadinya keterlambatan dalam 

penyampaian laporan tersebut ke pihak 

kecamatan sehingga pada proses 

pencairan Dana Desa tahap selanjutnya 

dapat segera dilaksanakan. 

7  Budgeting / 

Pembuatan 

Anggaran 

Pada pembuatan anggaran dapat 

dikatakan telah berjalan dengan baik 

karena dalam pembuatan anggaran 

pemerintah desa Pejaten dilakukan 

berdasarkan dengan Standar Satuan 

Harga (SSH) dan Analisa Standar 

Belanja (ASB) yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah kabupaten Serang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti 

uraikan pada BAB IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian terkait Manajemen 

Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2015 

bahwa Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten 

Serang Tahun 2015 telah berjalan dengan baik walau belum sempurna. Dilihat dari 

sisi perencanaan, dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari segi 

pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah jelasnya dalam 

penetapan tujuan-tujuan, dan penetapan strategi-strategi yang digunakan agar tujuan 

tersebut dapat tercapai. Akan tetapi masih menghadapi masalah dalam hal penetapan 

sasaran-sasaran untuk penggunaan Dana Desa dikarenakan masih ada beberapa 

program yang belum direalisasikan pemerintah desa Pejaten walau masyarakat desa 

telah menyampaikan aspirasinya agar program tersebut segera direalisasikan.  

 Sementara itu pada penyusunan pegawai, dalam hal penyusunan pegawai 

yang dilakukan pemerintah desa sudah baik dikarenakan pada bagian penetapan 

pegawai ke dalam struktur organisasi sesuai dengan kompetensi telah dilakukan oleh 

kepala desa, selain itu perekrutan pegawai baru juga telah dilakukan sesuai atau 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana mengharuskan 

pegawai desa memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat, 
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namun yang disayangkan ialah pegawai desa yang direkrut merupakan ornag-orang 

yang memiliki kedekatan khusus dengan kepala desa terpilih. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk pemerintah desa 

Pejaten,  sebagai berikut: 

1. Pada perencanaan, dalam hal perencanaan sebenarnya secara 

keseluruhan sudah baik akan tetapi belum maksimal dalam penetapan 

sasaran-sasaran untuk penggunaan Dana Desa dikarenakan masih ada 

program yang belum direalisasikan pemerintah Desa Pejaten yakni 

pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hal ini terjadi 

karena tidak adanya lahan yang akan menjadi tempat dibangunnya 

TPS dan karena masyarakat sekitar yang tidak mau ataupun merasa 

tidak mampu untuk membayar iuran bulanan untuk pengangkutan 

sampah tersebut. Langkah yang bisa diambil oleh pemerintah desa 

untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan bekerja sama atau 

mengajukan permohonan bantuan dari pihak swasta untuk 

membangun TPS dengan menggunakan program Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

2. Pada penyusunan pegawai, seharusnya kepala desa dan BPD Pejaten 

merekrut pegawai desa yang benar-benar memiliki kompetensi yang 

sesuai dan dibutuhkan oleh desa, karena kemampuan dari para 
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pegawai yang telah direkrut masih kurang mumpuni hal ini diketahui 

dari  kemampuan IT yang masih kurang dimana mereka tidak bisa 

mengoperasikan mesin komputer. 

 

TIPS : 

1. Merekrut Bendahara Desa yang memiliki kualitas yang baik dan mumpuni, 

dimana Bendahara Desa Pejaten memiliki pendidikan akuntansi yang baik karena 

beliau merupakan lulusan dari SMK dengan jurusan akuntasi. 

2. Dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai program 

yang akan dijalankan oleh pemerintah desa, yakni dengan mengadakan pengajian 

rutin kepada kalangan ibu-ibu desa Pejaten yang notabene masyarakat desa 

Pejaten merupakan masyarakat yang religius. 
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PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

MANAJEMEN KIUANGAN DESA DI DESA PEJATEN I(ECAMAIN KIAMATWATU
KABUPATEN SERANG TATIUN 2OI5

Penelitian ini dilaluk& dalm Engka penyusunan stripsi dan eb.sai saloh sltu srdat untul

nenperoleh gel.r Sarja.a llnu Sosial pada Po8ltm sludi llnu Administlsi Ne8ai4 F kuh6

Ilmu Sosialdan llmu Pohik Unive6itls Sulld Age.g Tinayae. Untuk mempeoleh data yang

ber*aih de.8an msalah penelilian, matadisusunlan pedont. wawabcm sperti dibawai ioi.

r. Ma.r.n Kepala Desa Pejaied Petiod.2010-2015 (Ke! Infoman).

2. Kepalr Dee Pet^q (Ker hlbm@).

3. K.p^t^BPDPejd (Ket Inlom ).

4. seken ft Des Pejartr a(u, I,/,ma,).

5. Bendrhm Desa Pejokn dbcondarr Lfomdn).

6. KBi Panerinldhan (Seandarr !41bmm).

?, Kai Pemhdgunan dd P€mbedayun Mataakar (Secon.tary tnhtua ).

8. Kti Kenasya6*at8 (secohlla.y ltonak).

9. Pendampins t kal Desa asdcond ! Lfotuan).

t0. KettaRt (Secokdary lnlomm)

I L Msyaold Dee P€jabn f,sd.dtula/r t knan).



r. M,rto Kepala Desa P€iltea (Ker lalornu)

s. Apaklh ado sosialiesi dalm peloksnm Doa di Dee P€jalen?

b. Basainsa prces sosialhsi dalam p€laks en Da.aDesa?

c. Apak.h ada Enqno delail dllM pen8gunrm Dma Desa?
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Sehub mmkan peran lmbasa kem6yaBkltan dalam proses p.EncanM.,
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Aprk n ada pedoman dalam pros6 pelaksan@n Dea Des di desa Pejoten?

Baeaimanrl,n pioses psrcnctren kegialan pengelnaan DD lang r€rlu g dslam

Baaaimanaksh pGes penetapd jlnlan snegam yons dibuluhkan ddam

t
a.

j



2. Kep,ta D$s Peiate (Ker tnJoman)

d. BagainMakrh proscs k€rj.samaanrors tim pehksoadensd org,nhasi desa dalm

BasEinlnakah poses p€rekuld peSawai kmlor dess Pejaten?

Bagaimtualah pBses penemparan pega*ai dee agtr sesuai densan klsi6k6i de

Basaimoakah proses ked.sma lar egSota tim pelakstra d.lah pelaks&m

Bagainmakoh prcses penbuaun lap.m bskrla yeg menekup Ealhdi

Apakah lengglnan Dma Deso pjauh ini Elah ssuai dengan ap6 ydg diie.canskm

Apakrh ada tunrutan d-i nosyaBkal stempar dalam poses pengelohm Dma Dso?

Bas.imd! peon lembaga kem.symkatrn dalam pmss peFncanen, pela(snae.

3, Kep,|a BPD Pei,tq (Ker Infomal)

a. Apakan ada ssialiesi dalam Dela*snan Dana di Ds Pejalen?

b. B.g.imma prcses ssialhGi dalm pelakso&n Dana Des?

o. Aplloh ad! 6cna delail dalam penggunam Dda Desa?

d. Bagaimanakah pros6 penyusunM rencun! d.tlil dalam penggunm Dda Desa?

e. Apakrh y&g mendrsri p€mb€ntukan kesiat n yons diprioritasko atau diulmtk&?

t Baeaimanakan pros6 penbentukan kelenb.sam pc.Bclola Dano didesa PejEtn?



g. BoSaimdakah poses penebpan nr.oegi dal.h nencapai tujum pdeeunm Dtra

h. Bajroimanakoh poses pembentukan kelenha8 an p€naclola Dms Des di desa

Sejauh hdakah p€ran lembaSa kenos,€Etalu dolam proses peencanm,

peloksnm, dan evaludi D&a Dee?

t Bosoimanakah poses pembentulan ketenbag@n pengelola Dda Des di desa

4. Sekertlrb Des, Pejater (Ker l"fomM)

a. Apak n ada sialisasi dalah pelakse@ Dant Desa di Desa P€jalen9

b. Ba8aimam proscs sosi.lissi dalm pelaksnen Doa Desa?

c. Apatall ada encMa delail d.lam pengeunom Du. Desa?

d- Basaimanakah proes penlusund tncana delal dahm p€neguneh Dana Des?

e. Bagaime.k n proses pen€lapan srotesi dslam men@pai tuju& pdggu.@ Dona

s. Apahn ada pedomd drlm pros6 p€laks en Dona Desa di desa Pejaten?

h. Adalan penberian penahand F.grwai mengenri Dm D€sa?

i. Bosoimuakol poses peeorgani*sian rih pelaksn! biddg pene.inlahn dengan

tin pelaksma bidmg kemasyamkah?

;, Adakan Dedonan dald pelaksd@n Dan, Desal



5. Bendahan De$ Pej$ten (saondary Inloman)

a. Bagai a.al€h pNs.s pembualan lapo€n keungtn yang berupa surat

pen icsuisjaNahe (sPJ)?

b. Adsnya Derhcdam kesiabn pdggunm Dma Dee ym8 lenuang dalm

c. Bosiidanr pmses pembu6t4 per€nc en kesiatan penSAumn Dona va.C terluang

d. Baeainmakah poses penetapan jumlah dsgi06 y&g dibutuhkan dalm

pengeloldn Dsna Des?

6. Krsi Pemerinlah.n (S?.ondory ltlo,hoh)

SEategi apakrh yms dicllnak& unluk me.capai

besams mengenai penggunotu Doa Desa?

aprk i yana menderi pembehtuko. kesisld ydg

ddM pengeuMm Dsa D*?

Bagaimana*an pmes terjNma antaa tiaP Fgowai
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,l pnor hsl,!n auu ,liuumalan

desr daltrm peneclolaan Drn,



7. Kisi Pembrtrgumn din Pe berdryran Maryarakrt fsecrrdary

a. Bagaioar prcses peheEpm sEaran pensgunun Dan! Desl?

b. Ba€Eimana ,Dses p.Eb€ntuke Tim Peloksna Dona Des?

c. BaSrimano penehpan pembagi.n tuga anggota Tin Pel.lsda Dea Desa?
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@syar.lal dengan kcpala dess?
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dihadaDi. dan h*il yane diopai dalam pelaksntm DM D.sa?

8. Krsi Kemasyrralot n (.tgcandary Inlomat)

.. Slmtegi apakah yang disunakan unluk mencapai tujuln yans lelah ditelapkd

berean. nengenai penggunaan Dana Dcsal

Bdgaihan a ,enerapan penb.gian tugas anggota Tin Pelakssa Dea Desa?

Bqoimana respon da msyadkal menBenai hadinra Dda Desa?

Tunrutan .pa s:a yans disammikan masyarckol mengenai pdesundn Dda l)esa?



9. Pendlmpiry Lok l Dsa (Secondarr h{omat)

Apakab ada pedonon dalan proses l.iaksman Dana Desa di desa Pejaten?

Adlk.h binbi.gan yanS dibeikon dalam penyelengga@n keuangan desa yans

mencakup peMcanen dan pcnrasu.an APBDesg peltlsa.m dm

penanSgungjavaban APBDee?

B asai mdakrn pioss pe.yampo ion

llagaimanc pruses nenbina dan
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B,gaimma pms6 t nsaEhan bagi

pelapoEn penggun&n Dda Desa?
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t

Sejsuhmanakan ke&rlibahn mayaralal dalm prcss peEncs&n, pelaksda&i dd

pengaaas Dano D€s don Alok$i Dan. Desa?

Apaklh nsya€kal diberitahu menge.ai penggunen D4! Desa dan Alokdi Da.a

AFkah ad. pel6cd&n perlakuo Kepal. Dee &t@ wsrga kampuna yans pN aus

kepeminpinMnta dan yrnS kontra otas kep€mimpindnya btrktil denson

penEsun@n Dma Desa dd Alokasi D.na Desa?
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: H. Kurtubi

: Kepala Des periode 2010-2015

DiDoli P€rcmrnad/ Phhning

l. sdttegi aDatal yec disunako mtuI hencapai luj@ y g lehn

ditetapke be6am nengmai poge@a Dea Dsa?

Sarialin\i adalah satah satu caru yans digrturah pen.tintah dc9 asar

tcrcapai tujuun-tujwn lakg telah disepakati. Sosialisasi seh.liti hiasanya

dilak tan la"ssuE oleh k tta RT/RW setenpat kepada nosyatulathro

setelah sebehnhya ketua RT/Rlv tersebut neh.lapatrm ahan da.i

penetintoh deto. &hihqga saat proses interaki antara nararukat

tunzak tetua RT/RV t.flebtt dlynkat dapat eryetahui be4pd

dnggatu atat dau rans dinilih oleh.lela dtu nelaku*an tqiatan

penbanquMn Jiril Don dafi situ pula ruslatakat vte pdt

nenlmpait n aspirusi atau t i4ginamla kepada ketua RT/Rtv lahe

len dian oteh teho RT/RW tcrsebut akan disdnpaitan .lilaat nusdes

2. Apalah ,€ns nendasi penbotul<e kegiat n ymg dipnorirlsld alau

diukoale dalm p€.ggulr@ De Desa?

Rerdas@kan RPJM DeM P.jate tdhrh 2010-2015 Peiaten e iliki et"

$o$an ioritas talai pe banEmunjalan dex4 lang telah dilakonokon



pa.la tohth 2a1s rlab ditatgetkan elesai pa.la tahun 2018 nen.lotahS.

P.nerintah desq seidni eh@g t 
"gah lbkrs unuk nenpetbaiki

iiJidntuhur tua Pejakn saklah nendapat lucttun ddna dai poErM

Dam Desa. Datu Deso nenahg hanto disunahan untuk P.ftbahqnan

inftasrakur/fsik saja. Dan ehgenoi ptogtututtogrM lainrys y C

s.kito la tidaL tetlah nedesak naka akan dinusukl.ah tc dol@ RPJM

Desa tahun berituhra.

Din.Ni Pe.C.nh.n / Di.ectitrg

L Baeaimm prcss p€nsarabm basi sluruh pegawai desa dolm

pelak@ Dm Desa?

Sebelun proetuh Ddha Drtu .lilabanatn oleh pmqintah puMt,

penetintah ptsat knebih dah t nenbetitan pelatihan k padd sola

eieeiai sel& bel& Daha Desa. Mulai dari tujuan penssuna , satatuh

pensEuntuh, ktta.aru penggu1aah hihcga PelaPot nds ai Dana

Desa. Selanj nya say tans akan nenbtikth penahotu" lMesmg

kepddz pdto p.gdnai desa hensenai ilnu )Ens sara .laputtan .lai

perut intah pufut tenebtl

Din.6i Koordinai / Coordin.ling

1 . Bagaim a poses kordinsi elam kepala des dogd bendalM desa?

Koot.lirusi ranq.lilotutan datatu Ke?ola Desa d gmBe lah a Desu

ialah t *ait de"gan percairun nnE Dam Desa, penggunaah Datu Desa,

dah jrsa pelapo n Dana Desa. Saat Dana Desa turun dati wtue.itah



da6at Oek ring k8 rlaeruh ke rekenins kas desa) ,ang hefiok

hencairkonn o ialah Kepala Desd betsna denqa Bendoh a DeM.

seteloh it, pada sMt penEauman Ddna Desa pu" Bendohua tctap

be*oot.liMsi d.kEdn Kepala Desa unttk wrsetuiuon Penggotun .l a

tonA digumkan urtut belonja dolaa ft|gta Progm penbangtt

in|idstuht rzng dibialai oleh Dm Desu, pelaporun tealifusi

penssunaah Dana DeNo pu, tetap dilatukan b koodinNi anto.u Kepala

Desa densan Ben.lahara Den. Behdahatu D.n lMe nenyso lawran

krebrt latu dtudujti dan.lilapotkan k nbali t kecoruta obh KePdla

2. Baeaimma pro*s koordin6i dta6 kepala de$ y&B lma deng@ kepala

Terkoit .lenson adarya pekin ldhan ederu A aht a say dcnEan kepala

d6a Eryitih nak Ektu"ta diwnukon Loordiusi r\kg beljalan dahgan

bai* d ara sata denga kzpala desa terpilih Prcses kDor.li6i .lila[alah

korena uosran yang.lila*rkoi oleh tupald desa terpilih ialah yosrm

Iahj,tan dati uoEra saw, sehinsqo beliat nenhduhk"n bi binsa,

atdt arahan dari sala agat ptugru te6eb*.lapat tetap berjalan.l.ngan

bait esuai dd?an tuiu lans dihuapkm.

Dio€Ni Pembn ttr Anggtm / Budgerirg

L Bagaim preses pe.gan8sam dilslsakan?

Proses bt.lqetihg dtu pehb,atah angg dn dilatukan s@t ukan

di ulaiwa kesiata penbansurun. Ju.li sbelrh keaiata" tfthbMetrun



.lilaksanakan ado pro\et tuN anldro tut1ala d.!a, be"rlahua, dan ketua

ti ?elak ana dalah p.nbuatan anssaran. Penbutan angEdtun re .lii

neniljkj sta"dd yoiE telah ditent*an oleh pendintah kabupater Setung

ldng biasa disebut sebasai StuN/a. Sttuar Harya (SSI, dan Analifu

Kepa a D6o Peialen 2010-2015



rH. Rofe'i

Dib€Ni Psnyusubm Peg.wri / St.IrDs

l. Bagainanakl prcses peEkfll pesassi ymg diLluko oleh kmtor

Ptos.s peruhtutan pegNai dilatukan sesudoh Kepala Dee bm tetpilih.

Poa pelotuar neowdhkan drialun titae neteka tepoda BPD

k nulian saya .lan BPD lanE atah nehtEleki dan nde,nu*an siopa-

siapa saja lang ldlaL utuuk nenjadi staf d*a. Pqtrantan unt .

nenjadi staf desa ialah nehitki khjang pendidikan nininal SMA atau

2. Bagainoa,tah prcses pm€mpalm pess\ui ke dald sm*tur oigmissi

yans Fsui d6ea. lemmpue de koBpelmsi p€gawai tersebutl

,'adi uhtLk n?ntnpdtlan bc@at I dtldn .th tu, nrymkri rMa

sesuoi d.tqaa k a pnnhla pe ana ranE Lita lihat ialah bdc*gotnd

pandidiklnnyo. ilisolnla sajo b. daharu ddo lang nehans neniliti

bckgomd Nnd ikan akuntansi )Ens tentu,ta co.oL dah seluai .lengM

jobatan lakg .lktubahara. Ke udia, hal lain yans kita lihtt ialoh sldll

atau kzrunpuan .lari peENui teriehut, sePeni pada Kasi

Ke oslankatak. Beliau me ilih kenanpnn berbicdtu ,a g baik

.lenqan nasyorukat seluin itt ollatukat jqa besitu emruh hortut



kqada beliat karcho nehakA beiN erupakan usta.lz atau ali uland

yanE sdnEat diharyai .li .leta i"i.

Dib€rsi P.nq.nhrn / Direcling

l. BaglimMa proes pengaElr basi slmb pegaMi desa dalm

pelaks@ Dba Desa?

Pengalahak yang sqa latakan terha.lap pora peg@ai .lesa dilakuk n

saqt seb.lttu di daihla k Ciatatuk giatan desa. Penaoahd )snq sdya

betikan tentunla be lasuttah utda A Lhdahg Wg berlaku, dan soyu

lebih h.hheitan pensarahai dan pqinsatah L@4da poa pegNai desa

ntuk nel4ttahakd tugas les ai dengan undans-undaig .ttaulu

peraturm lainnya yuns b{latu .li negeti ihi Dan saya sansat betsyukt.

katend ?egMai desd .lisini nudah nenahani dan tetop elakM alan

apd yanE sara arahkan teqa.lo hq.*a Phi W" k sidtan-kesiatan desa

dapat btjalan dcnsan baik dan luncur.

2. Baeainmabn pmses pengEaha bagi pesatui des utul neobut

laporu pei&egugjawabu lerkajl D&a D€s?

lnpda" pe anEsunEjNaban Dana Deta atau lang biala dhebut

lapotun rcalisdi peng&haah Dam Desa dis8un oleh Benluhatu Deto

dan dibantu oleh K6i Pehbdgrtun .lah Pe6b lataan Mary@akat.

&,!a disini bertugas untuk nenbinbins dan nenEa.ohkan Be dahoo

Desd dah l.usi Penba"g,nan dan PenbodalMn Masrqakat .loldn

m b at lapoan tercebut Laretu hetunE s.tidp dana tong dikelwlan

okh Bqdalaru Dda .lan .ligrukan oteh K6i Penbdiguw dM



Zan$"Dtl,q s .t uotD oint Dbq DDqDpuag uDp Draq bpdax ontuo

sDutPbo! ryne 3, s8unl,q os,o tuno uwunAtsuad uouAa, sasod

EUD[uDdts Dtqoq uqaqtp btlq tDt 'nr.O DlDda, np rmlqxhdx
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-uttoubr.t lt.P a':!$1,ttP lltbql,q ,n?.sbt uDn.lDl 10dws )nqa 2l

uuodDl !nM3u\u ubP tut tuatu tuD) brao nPda, !bBb?,s oKot

B"nsauDll.q ut s?sord D&DqS ,s?p :,tDtt.l DpbdE 
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qou nq^l,' u odol uotoP un|DPs,lt tDdnp@ DltgodD ubp letltlDtlP

nolo Dqlaltp tl lu tbl@r4t |dlld rybd l tD\|tu^lp uDro

Dlou un sP tDetas nqaea, 
"DldlDl 

q,tl,as ,sao tuo utuuklSrait

tJWl, n)odDt !pD[u,u uhs eP uDro u .Pne.tl UDP dno Dn|DPu.{

Dpo.lat uotqDtaslp uqo ntut Du Subn ltas) uDqD DBunaaubu.d

tDr S Dd Dq a(tuoqDAoAunaSuDuad lauaq DpD uDrD totDtotsDr'[

ubatbflaqad ubtt uou a"Dqual lMX t!.lo lblotu,t suo| tunp ddtts
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Penberdo,van Masya.a*at haru! .leryuh i.i" d.M pe^ettitm dari sdrd

Seliap dana ya,g terpakai oleh Kasi Penbahsunan dan Petuberiloraon

MaDgrohot atah dla he tuk pertakgcneiNabannta berupd swat

P tanssnsiNaban (SPJ) yarg hnhtihla akh disuahkah kepada

aehdahan Desa dan ke uiian akan disusun nenjadi lapotun 4al46i

pensguntu Dana Det,. Setel,h lotoruh |e&b selexdi disBun ndla

akon diserahkan kepado pihaL Kecodatan t tu* dtpetikto atar

diwiJi*asi, dan apabila terdapat tcsalahdn dolan laporan te&but kuht

akan dikenbolik!4 ldgi *.pdda pihat .L!o. Selaho prok! iki berl g nB

saya ebaEai Kepala Desa terus nenantut don neng@zti lzPorun

teryb,t sMpai laparM tqebut b.thasil d etilitasi oleh Keumtal

DineNi KoordiDsi / Coo.ditrltitrg

l. Bagaineakn poses koordinsi lara Kepala Des dengd Aendanaa

D€e b€rL,jlar dcnsd pensclolm Dea D€e?

Ptuses toordinasi ranE dilatukan antda Kepala Deso .lewdi aendahara

Dcsa dinulai bahkan saar Dana Desa belun hiun atau belum cair. tatutu

pada proses pekcairh Dztu Desa ha\0 boleh dildLukan oleh Kepala

Dc,o bc^dnd Jeaqda oea.ldha.o Ded S?lun u j"go p.ov\

penbelanjadn, WnEauma\ hiryga yMs pelapom pmggund Dana

Dela dilatukan oleh Bendahatu Des denqd, kpehgetahub du

MPe^etujuan dati Kepala Desa. tudi bisa dikatatan bahQa ePd4iaeg

proes kgiatan pengtau@ DaM D.M berlanEwE natt koodinasi

dhtotu Kepola Drsa ddn Behd"hda Drsa jtqa dkn taut bdl asms



karcna *edua jabotah ihi euiliki tftrh Pc,ting dalad tusiata

peheEunaM Dana Desa.

DimeNi Pdopontr / Reponing

l. Basnin skal pos* pemluata! lapom rmliesi Deneg!.@ D@

Laporan p.rtahgtthEiMaban Daha Dcsa atau ta s bie ilivb,n

laporun realis$i pe,asunauh Daho D*a diltttk oLh Bcndah a Desa

dah dibahtt oleh Kasi PenbanE nan .lan Penbqdolaah Maswdk t.

Sara disini bqttgat uhttk nenhinbihq dan densarahkai Behtldharu

Desa .lm K6i Penbansunan dan P. btdalaah Msyarakat dalan

n.nbrat ldpDrun te\ebtt karena nenans setiap .la o ldrg dik4hokan

oleh Rendaharu D.\4 dan digtukan oleh K6i PenbanEumn dal

Penbq.L,t@n Masyarakat harus denson izin.!oh pe^.trjMn dari sdta.

Setiap .laho ldng kryakoi oleh Kasi Penbansunan dan Petubet.ldroa

M$yarakat akan ala beatuk pe mgwgiawabannya berul4 Surat

Pe anwngjfuaban (5P., ranE nontiqu oko4 disuahkah kzpada

Bendahatu Desa dan k n dian ak n dis8un Nnjadi lapotun rcalkali

penssunaan Dma Deso. Setelah lalotuh te6ehut vbsai disusffi natt

akoh dkerahka, tepada pihak Kecanatan untuL .lipetika atat

dirtifiati, don npabila tetulapat kzsalahon dalah ldporan te$ebut nat!

akon .likenbalikan laEi kepddd pihak thtu. SelMa lops ini b*larysns

s1w sebagai Kepala Desa tet6 endntou da1 tue aaflosi laPotM

k\ebut e wi lutloton te&but hefiasil direiJikasj oleh Kecanut@



DiD.nsi P€nburt tr Anssldn / Budg.lirg

l. Baeainmskah prcses penetapm jmlah eggdm ] ms dib$uitm dalm

p€nselold DM Desa?

Sebelun Dma Desa disunaton Mluk prcgrm penbahgumn dilaLutan

dtlu .opat antaru Kcpala Desa denc4h paru pegNai .les, utuk

ruretapkan b dnsA,ruks apa sajd,ans dibutthk nda bes dam

,ang dibttuhkan unt* netubeli batung-hanns te^ebui Harga hatu"g-

bamrq te8ebut sudah telera dalaq Stohd Satuan H@ga lsslt)

Kabtpabn Ser@e joli ka i nengituti standal hdtE!1 te$ebut trk

enet4pkah besdrun biaya rang dibutthkan dalm trsiatm Datu Desa.

4



Badm PeMakild Dee (BPD)

Kepala BPD D€s Pejaten

Dimensi Perenclnou / Prmrirs

1.

Stztesi apslc,h yans disunate mtul memapai tuj@ ,ee tel.!

dileaptm heMa DenSenai penssM Dma Dee?

Snatesi,Ens.lietnuknh dalo pehqgnaan Dana Desa ialah helal

cata pekdckatan kepada tuaqotukit delgan diadak nnta sosiulisosi

k padz nasyatdkat desa nensanai proErsn Dtka Dela kenudian v sa

akan enyddpaik4h ospitusi hoela kepada RT asins-nasinE tukgetui

hal-hal yans nereka insinkon uittk prhggnadn Dm DeM Kmudim

ketud RT akan nanb@a aspir$i ndsrardk t teNbtl k dalm n$des

(nusyMarah .1.!a) tre dia diaddkon ptla rvenbdagb

(nust@arah rercaru penbahgutuk des) ,httk ndii.w kenbali hdil

lang ddapat dari nusdes. Setelah sewkat .lehgaa hosil doi

nuyenbung.let lolu .lihehlrk RPJMDeS (iencana Penbansunan Jangka

Apahn yee mcndMi penbentuks kesialan ydg diprjoiildke alau

diur.make dalm Deossu@ D@ Desa?

Dalan kegiatan h8renbansdes dikala iektu thst perwakilm

dr$orokot dpv bca?nu ntut bemustd ah 4?rcta puai ingi4



dpittintd ata, keinsinuhnra nehjadi Progran yans diPriditulah,

Mntn hol te6ehul tentu saja tidak se a netta dapat diwujtdkan tarena

peruhgk"t desa ddn BPD lang Pada aklli ra akan nenetoptah Legiatat

lrcgiotan yahs dipriatiiaskan otau di a ak n dilihot dari tuhutfian

ilarEo .lesa itu t.nditi.

Dim.ml P.ryusnbrn Pcg.{,i / St flibg

L BapidnDnakan pross peE*nlm legawi yme dilalukm oleh kanlor

Pmses perctTutan peEtuai dilatakan dc gan caru pata PIM

neiletuhkon cticuh ritae nerekt tcPo.la BPD ke didn nantinto

diselek:i lanqtung oleh Kepala Desa ddn BPD. vd\E te4tunting ialah

syoat dBn har$ sesuui ata, teryehuhi yalni neniliti je jang

pendidita, nini alSMA atatvd ajat

Dinensi Xoo.ditr,si / Coordinrring

l. BagailMa ploss koordimi dt@ BPD de.eo m6y akat desa?

BPD btttcas ebagaj p.ntanbMs antara d^!,tu*4t .lesa dens

petanskat deso. BPD fohg akan nentettjui berbasai prqtutu Procran

teng diajukak oleh Myaral@t .lesu. S.telah diettjti oleh BPD prasotu

k.teh ke tuliah diusulkan kapada p*anskat.lesa tattLdni da Mjuti

2. BasdmM ptu*s koordinai eiara BPD dmgm peMskt desal

P@tes k@tdiwi mt@a BPD .lanqan Wrangk4t d$a lldpat dilihat

dalan keEiatdh nsde! ( tstwaruh .lesa) ,ans .ldarilitdi oleh

pen nk t d6a Mw)es diikuti oleh aPD, Perungkat dda, don juEa tokoh



hcnyanpaikan aspiroti 4syankd rle9 larywE

lleld sehehd hasil n6.les te&bst .lib@o ke dalad

/./^/



Dibc.ci Ps€Nan,u /Pls irr

l. SmteCi apalan ymg diguale unnrk mencapai tujum yog telah

diter.pka b€rsm mengenai pe.Sgwm Dm Desa?

Pe e ntah D.sa Pejden nehggtraLdh sotidlirdli langtuhg t pd.la

tuasrarukat desa sebaqai alat untuk nercawi t"juan yanE .litetdpkan oleh

pendintah desa lak1i terlals aryD RPJMDeS Sosialiwi dilatutan

lcngshg oleh K6i Ke aqoralata. lunq turun ke tehgah-tengoh

nasyarakat dalm trEiatm penEqiian bulanm Desa Pejateh. Dalan

p.hgajian tefeb Kasi Kehasyarukata" akan nehtd paira" hal hal

enqeMi pehbdigrnah .lela .l4n tua\rarakat dopat lmssuns bertdnyo

ata4tm eryanpdita rtuldrkto *epadd Kdsi Kehagwaka/a raic

mtinta akan .liehpaika lagi pa.la eat 6renbansd6 .tilakahakan.

2. Apakah yae mendGdl pemhe.tuk kegiah ym8 diprionl6l<e alau

diutanEle d!.lm Denssw Dma Desa?

r.'btn RNMD?t wrc aearJt peJuaan n he,mi t?Eiann /rns {rn

AlaL\amtan p e',a h J?\d tueo nc4pguhdhn \\\d u.ze4! .tnono

dpabilo kdadi suatu kejadian !a"E tqk ter.lusa sepc i contohrya

bcrcaru alan lahq aehghuncuftan jenbdtan aka akah la"sruns



dilal$ohdkth k giatab atat pogad untu| nenperbaiti jenbatai

n*hpun yosran p.fiaikan jekbatan ti.lak ted4pdt dalM RPJMDZ|.

DiE€NiP.nsorq.nisshn/Orsttrizitrs

l

L.

keinEinan wrEa kepu.la *.tua ti peldttuna

DimeNi Peng&ah& / Diretitrg

BaCaimaa ,@$ pembe.tukm Tin Pelaksna Dea Desa?

Pehbantukan Tin Pelalctdno Ddtu Dexa dilalakon lanssuns oleh

Kasi Pehbangnan .lan Penbqd!,van tlatlotukd. Beliau

he benr| tih tEloka a tons anstaota,rla berisik4n 6 7 o g.

Anzrota tersebut terditi d4ti 2 3 oms d.ii ka tor detu, dM sienta

ialoh dui keno Rlv setenpa| Pedilihan orggola ti pelakena

ililalturan de ganidhd i Kepala Detu.

Basainm. penerape pembage tucs mggola Tim Pelatw Dma

Yahg ralu k tan ?*ihal pe bagim tuads tin rElatend DM Deta

ialah K6i Pedbakgutun da Penbet.lalam Masrarukat

betududtk k sebdeai pcnanssnsj@ab dari prug.dtu nenbhqwan

inlra\trtttut ,ohg dida"ai oleh Dana Desa. MckscMi penbagian

tus6 dari masins-dasikg d EAota ti pelaba"a mtara lain idlah

Kai Penbdngnnan dan PenbekldlMn Masrarukat ebagui l@tto ti ,

Kasi Kena\yarukatoa phdq,i penqMo, 4partu .!eM laimto

scbaEoi penbantu nenqenai hal-hal rans.libttthta .lalM pos.s

plakamm Do a Desa, dah ,ctw RW sebasai pentmbunE u nd



I

2

BagaiIma prcses pengaraha bagi selmh D.ga*ai dee ddm

Pebgaruhan nenA.tui Dana Desa terhadap ptu peANai desa

dilakukan oleh Ketnla Desa d.n jusa Pendmpins Lotal Dela (PLD)

s@t ebelu dinulairyo tcgiatarkegiotak .!esa. Pena dhan tonE

he kon hiasahya berupa hal-hal yans bertsitat.lengoh w.lmg-

undahs raq bqlatu atouprn peruttan-peratunn pene.i ah

lainrya scpe i Perbq dan juga P.tueh

Bagajmtralon proses D€nSaEhm basi pesawai dee uluk membut

lago@ penaee!.giawabe leikail Dma Desa?

Laporun pertanEsunEiNaban Danu Detu.!h"su oleh Bendahoa

Dera doh dibahtr oleh Kasi Penbansunan dan Penbeddlao,

M6y akoL Kepalo Desu bertuEai Mt& n.nbinbiry dan

nensaruhkan Beh.lahara Desa .lan Kosi PetubMg\tu, dak

Pe he\ldruh Masyankat dala ne buat laporan tedebut ka.end

nenanE vtiap .tuna ,ohg .lik l@*a oleh Bddah a Dctu dm

digunakak oleh Kdsi Pe banEqan dan Petubet.ldy@" tuasyarukat

hatut .{ehgdn izih da" pe$et4"ah dai Kepala Desa. Setiup .latu

lana teryatai oleh Kdti Pedbahguhan doh Pe be ataan

Maswakat akan ada be,nut pqt@eqryjNabannya berupu Stat

Pe akggurgj@dbah (SP,l) tmg,Mtinla akan diwahko *ewda

Bandah.ra Desa dan kenu.lian okan .lisrsuh tu jadi lap dn

rcaliasi ,ehgpmn Dana Desa.



Behdaharu Ltesd dan kcnudian akan .lisusun nujodi lapdan

realisasi ,ehzgunfu, D.1h4 Desa.

Dirsnsi Pe6br.l!! Anegur / Budsetirs

l. Bagaindalat proes pcnet pe junlah esgdd ,ang di6uluhlan dalm

Sebelun Dana Desa .liq"Mkan un ut propw petubarsutun dil4tukan

.tulk tu?dt u4tLt n @taph,n barutg-beanA apa saja tsng .librtuh*an

dan besarun .la@ tahg tlibttuhl@n utt* ne beli barung-bo A

te4ehu| Harya banns-bannq tercebut sudah te etu.l,lod 9aadd

sattan Hdtga (SsH) Kabupaten sqanE Selain tue bah^ aeng ai

arysaran dana utuk belanja buanS-bo g kebttuh penbmEnnm

ddlah rupat te^abut jtsa .libah6 ensehai o4ggara" tang akan

diqhak / unuk enbalat tesago k ja Jans Enibat dalan teqtutd4

NrP r'16,10?r410070r r0l9



Dimen!i Coordin iog / Koordin.!i

t. Ba€aim&a procs koordimsi etm kepalo desa denga bendanda dee?

Koudiwi tqns.lilalrkah ahtaru Kepala D6a dcryan BenAahutu D.M

ialah lerkait densan pen&irun tang Dana Desa, Pugg aan Darc DeM,

daa juEd ftldtorun Dana Desa Saat Dana l*su turrn dui Pe oitah

daerah tanE bisa kehc4nkahnya hahlalah Kepala D6a b$utuu de Eaa

Bendahara D.sa. Setelah itu pada s@t Nhg4t aan Dm Dee pm

Be.dohatu t.tap he*ootdinasi densah Kepata D6a v ut pe^elujtu"

Nn$uaan .lana tanq digrn,ltuh trtrk hdahja dalM rmska prosan

pehbang nan inlrasn du yans .libiorai oleh Dd a Deta, PelaPoran

reulitosi p. Eguha4h Dana Desa pn tetap .lilatuktn bertnoldin4si

ant@a Kepala Desa .lensan Ben lahatu D.e Beldan a Dee tonq

enyusuh laporun lerseb t tatu dhetujui don .lildjlotrah Lmbali te

Lecdhatan oleh K.pala D*a.

BagainM poss k@rdin6i etah ksi penborgue dm P.mberdarEa

mdy"mkal densm bendrnEa des?

Sebelun peloldorddr Daaa Desa dilatukan ada koot.linasi lahq

ditd* kan antata bendaham tusa densan ketua ti pelaLsana Dana Desa

daldh enenltkan harya baranqnaruns atau nate.ial yuns akih dibeli.



DimeNi Coordinrriu / Koordi,!si

l. Bagaimea prcses *oordiiNi mlam kcpala d€s dense bendalEa des?

Kootdi asi laks dilatukan antara Kewlo Deta d."gah Dehd"hara Dee

ialoh te*dt dengah pencairun uans Dana DeM. pengghaan Daho Desd,

dan j,sa pclapo.an Ddao Desa Sdat Da"a Desa tumn doi w eritah

dderah lans bito hercairtutkhyd hahlalah Kepala Desa bosma dena

Ben.lah@a Desa. Setelah itu pa.la saal pengE nadh Ddi4 Desa ptk

Ben.k hatu tetat betbordinasi denga Kepala Dee w,tuk wrretuju

penssunfun dam yong diguhalaa urttk bela ja dala mgta prcgan

penbanEunan infrasnakn )Ens dibitrai oleh Dana Desa, PlaPoron

rcalis8i pengr,uhdan Dana Desa pun tetap dilatukan bertoodinasi

antata Kepalo Desa denqan Beh.lohato Desa Behdaha/a Desa lang

hck 6un lapoan tcneb lalu disetujui dan dilapo.kan Letubdli t

ta.oMtal oleh Kep.lls Desa.

BaCainea ploss kmrdi.6i mtm k6i penbangm dm pemberdar@

osy@tal denee benda,lEa des?

Seb.lr pelatctun@n Darc Desd dilak kan adn koo\litusi ldn4

.lilahtkah atuaru hen.lahoru desa dengm ketw tin pelat&nu Dtua Detu

.lalan nenentukan harsd bztukg haru A ata, atdial lang akan dibeli.



Dalad pencntuak h@Ea bqans ,ans aLan .liheli telah .lesa Pejala

edpuhtai Stakdu Satwn Hatga ISSH) dan Analisa Sta"dat Belakja

(-4SB) .lalan penselotaan argEdtun baloaja lhbqatek SeruiE tahun

otEqarun 2015. Kootdimsi jusa dilatukaa taat trttu tin helakutan

penbelanjuoa uktu* pelaksonun Da d Ihsa kenudiuh sodt Ptelah

s.lesai prdes pense.jaan Dano Deta ketta tin Pelakmna Dma D6a

nenbetikon SPJ kepada Be laharu Desa ranE nanlinre SPJ telsehd

atan diadiktn LPJ ,akg .lilapo*ah 12 tucanatM.

Dincnsi Reporritrg / P€l.pomr

l. BasaiMakah alu / proses penbualan lapo@ bert la lerkail Dea Des?

Pa.la s@t Dona Dela totun k .Lsa, bendahara eniliki p*d tehaEai

penEelala .tuna tetlebut natuun nei.hdrg ata, kekuBd kningtli tetaP

dipagang oteh kepala .16a. SehinsEa setiap ketuu titu pelahv d kaqiatan

tuengaju*a he*arbe*as bd"pa incian .ld@ yanE nerekt but&kan

uDtut nela*sanakan p/ogak nata Dere*4 hatB he i ta Posettrcn

dai Lepala desa knebih ddhth, pklah dietujti oleh Lcpala dera

*e tulia" behdoharu batu bisa dencairkak dana lanE .libttuhk4n oleh

in wlak:ana te^ebrt. Sekloh ilatu k^ebut cai k udi akan

dibalaniaLanolehti palal&na keAiat dan bendah a ndunEsu tuta"

otd doti p helohj@f, te^.htt !a"g kendian akan .tsusn ne4jadi

SPJ tsurat PqtaqsunsiNaba,). Setelah SPJ selesai ditusu" k n dian

diktdhkon k pado pihal Kecanatan unluk dbet ik6i, prcseshyo ialah

selo u 20 (dua puluh) ha k tjt Setelah itr pihak KecMata enqiksa



awkah odL ketutahan atau lidak a?obila ada *.Mlahan natt akan

.litenbalittn ]rc pihat desa unluk seEeru .li terisi. Setelah difttili dan

sunah .lneAjui oleh Keca otoh aka desa otah sdiukan tumt

pencan Dono Detu u,tut pencailah kihaP b.tikutrya Lqoran betkdld

ini dildtukan persedester.

DlEensi Btrds€tiDg / P.nburtrr Arg8,rrn

L BasaimanalGt prcses penelape &ggam dalm pe.eguod Dda Dsa?

Saat dilaksarukon nu!tuhhakg lanE nen .pokati Prosran'Ptugah ,tau

kzsiatm k giatdh apd ranE dkah dilatukan, vkloh nusrenbans leletoi

dilat:anot k d@ akan dinulainld ?togan penbanEuadh naka ditun

itu ptla dibah^ @ qenai apa saja dak leberuPa besar .latu tang

dibttthku ntuk nenjala t Progan-ptosad te$eb . Pihat desd

pkdni nedilit dalto harza d i batu"E-haranE atau ndtetial lans

bidso diljlm*an oleh pihak desa Hat ini .licuntr kah dalan Standat

Satud llarya (SSH) dan Analia Standar Belunja ASB) yanq telah

ditetapkon oleh pe etiktah kab"paten Setuhg

NRPD 010:16199t040102



Dim.Ni Per€romatr / Phndtrg

L Sri.r€si apakn 
'ea 

disunakd untut mencapai tuium ye8 lehh

dircupkm beMa nengemi p€ngSua Dea Des?

Sosialnasi nenjadi salah s.ttu strut.E; kani .blm poses pcngsuruan

Dona Desa. Sosiatisdsi lanE bidsa Lani laltulaa ialdh dekgan coa

nenyatupaikok l4|Csng hal-h.l ),MB betLaitan denaan Datu D.tu

kepa.la ka@ RT/R\y .lan jugd patu alih ula d. N ninta Wa RT/ RW

te8ebd akan nenlanpaikan apa tona k4ni sakpdi*ah ebeluhnya

kepa.la aslotokot d*a ndalui rupat RT/RV ddn h$ildari rapat itulah

,a"g akan disa paikan kenbali tewda katui Po.l4 s,.tt us/ehmgdes.

Se ehta ilu pon ali dand akan nenradpaikon pasan tani t po.la

nasyoak4t otat t 01 eldlui pehsajiok yns rutin dilatukan dan hasil

dui penAdjian itu )Ens berupo surotunurutunlusthh r d engemi

DaN DeM .iuga akah disanpaikan kehbali Llpa.la kahi tuat

2. Apakah )ug nen.lasi penbotukd kegiahn ,6C diprioritaske alan

diuranEkn dale !€ngeum Dma Dsa?

Dalan penetapan kegi.ttai p/iatitds diudukzh smt nuvenbanadr yaE

dilatukan serelah d6des selesai .lilaksanakan, pe@top k gidah

p.iotit6 .lilihut bfllaso*a tinAkat ury.Binyo. Dan untuk etutapkah



tikgkat uracnsi k$ebut .lilatulahlah nuyawoah antoa pihak

petue.irtoh desa, petuakilan dari asyankot, .|an juga BPD Sdelah

newtapko kesiatakkagiutoh t.tsebut nak nantinla aktn dn[\un

denjddi MJMDes Beddsartan RPJMD4T Peiate" tahn 2010-2015

Pejakh tuedilik tat ptogdn yioritas taLni penbaftgnd" jalm dasa

yang teldh dilaksmutun pa.la tohun 2015 dan ditatgetkan selesdi Po.la

tahuk 2018 nendatans. Pederintah dev r.tuliri netung tengah Jok s

untuk tue pethoiki ikiasnultut desa Pejacn rekluh den lapat kucutun

dana d i proarun Data D*^ Di ana Dana Desa heruns hanla

disthdtuh utuk penbansunan iafiasttuhtr0t& sja. Dan h.hsehai

toaron'pragah laihkla Nns s.tiranta tidak klalt e.lesak \ola

akan dinas*kon ke .lalu RPJMD4! t4htk heikuhya.

Rai Pemen ann Dee Pejaten

gq
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I Anis Iuad

: Kasi Penbdellnm de Penberday@ Maymtat

Dib€trri Per€Nr.,rD / Plrnnibg

l. Bagdnma poses penelapm esam poggunm Dm Desa:

Untut tenasa keia etulni *ani biasonyo ldngsug heMnl@tk

udllankat sekito kareru nasih bunyul notlatakdt !a"s

wnsh6ilahnra p"!-?araa Jadi poyek ini sekalisus bisa utui ne bantt

erunbah penddpatan nNtala*ot jtgu l<ita biasahla ahpeketakm

tA orung haslarakat setenpat unt* penserjaan pe banghan paine

Dimcmi Pengorg.ni!$irtr /Ory.rizirg

l. Bagair a pmses pembenluke Tim PelalsM Dtua Desa?

S<ya .lisini be*cdrdtkan sehaeoi penan?A$g jNab d i prosraa

pcnbansunan inlr$tuktut yuhs li.lahoi oleh Datu Desa, jadi nulai d i

klgiotan penbent kan tin pelaksana, belanja, hinsEa pengNash

v takro ilila*tla, oleh sdya dibdntr oleh Rasi KmasyoatatM. Tin

pelakiana dibentut oleh sura senliri tang oiggota lo hettikah 67

ocflg. Ahwta tetsehut tentui dati 2-3 orans .lati kantor .lesa, 2-i otung

ih sudah lemasuk taya. Ddn silante idlah d i futM RW setenaat-

Dala sdtu vak! tita .lapat nenseiakan bebetupd ptosan



peaboaqtnab jolan desa di lokosi attu titit yanE be.be.rt. Ka.eia tedalu

bantohlra pmsatu penbar&od" it oh nak saya nenbutuhkan

baatuoa dan Kasi Kcnaq@alata4 untul, n nbantu ?4eN6i pros?t

wnsqjoanpe borqr onjalah aqat tetap.lapat be.jalan.lehgab boik

2. BaSaim s penellpu pmbagie tuga aegoia Tim P€lalM D@

Soya .lisi i be*cdudr*an sebagai pcmnSgna jNab d i proga

penbansunan inlr$iuktut ,ohg .li.lanai oleh DM Dee, jadi ntlai doi

kegidtdn penb tukan tin p.laktana belanjs, hihgEd lEhgawMn

serurta dilahxtar ol.h sara dibahtu oleh Kasi Kenaqarukdtdt

Mengemi penbasian tusas .lni tu^ihg-hasing angqota ti p.lakwa

a tatu ldik iolah sala sebagai k tM tin, Kasi Kenasroakatd, sebagai

pensM6, opa u..l6a lainhto sebdgdi pe ho, u nekgemi hal-hal tang

tlib u an.lalan uoses pelokamn Dana Desu, dan k ttd Rtl sebaAai

oentanbuA Mod keinsinmilosa tzpada sqa selaku ketu tin.

Dimcn.i P€nwNrrn Pesa{ri / Srarfitrq

l- PeEkrula. pess{ai *suai doeln kdteria yae dibutuhte

Slatut uta d rhtuk bisa enjadi peAMai desa ialah harw tu.niliki

wrul itan ini al SLT,4, hatuuh sOo larg hatta tuluen SD tetap

bisa bekerja disihi. Bisa dibitans sala ini beruntury bisu betcia

disiri etqikg.,t sayz hak!. Itlusm SD, sdta bM neryituti test

kia. pa*et C bebe.apt tahun ranq lalu. Kde@ tu ptla wz beketja



Mih baqak dibantt oleh tekatotis desa y@g jNh lebih

be.pe nEa la tu a h.l a t i s o!a.

DiE.trsi Kmrdirtd / Cmrdi.di.s

L

2

Bagainaa ploss k@rdinsi elara k6i penba.gune d@

pemberdaym mst€Bkal densan kepala dee?

Kepala desa tue"tetuhkah seqala be tuk prcses penbansunun [.pdda

saya tapi ndsih denEah lePehgetdhrch helia,. Jddi seqala nrcm

ti%lakqk la E okak sdra anbil lans bqtaitan .letEan tuPoki sayd

k5eb kntunla hart! netulapat pdetujun kepala delo tetlehih

dah t Seperii contohhto ialah dala de,x"ku anasota titu

pelobaha Datu Dasa dan jqa penentun bulset atou ,kgaqah ,ans

akan dibelonjakah .lal1h tu Eka pe bang an lans .libiarai oleh

Dand Dcsa harus sewnEerah@n dan *pe^rtujtui h.liau

Bagainma poss koordiNi mlam kai pembmg@ d

p€dberdly@ n4yaralat denge b.ndahm d6a?

Sebelun p.ldkanMn Duna Dee .lilatu*a" ada koo inasi yans

dildtukan antaru barulahora d.sa densan k tua tik pelakena DMa

Desa dalan nene.ttka holga ba ng-barung atau natdial ranE

akon dibeli Ddlan penentwn hatsa baranx yuns oltan dibeli telah

.leso P.jateh he pulai Stotul Sattan Earya (SSH) .lan Aholisa

Statutu Betanja (ASB) tlolah pehsetotaon ahqsuan betanja

Kabqaten S.rung tahun ansllaran 2015. Kooldindti jqa dilatukan

saat kelua lin elok Lan pehbeldkjtun mtuk pelakentun Datu



3.

Desa *.hu.1ian !ad1 sdeloh seleei proes pdsetja Daru Detu

ketua ti pelakana Dana DeM netubuikak SP,l trpada Bddah a

Desa loaE nahtinya SPJ t sebut dkon dijadiLon LPJ ldnq dilaPorkak

Bagainm pm$s koordinsi ollla lokoh odyamlol do8e ketua

tim pelalsma Dea Dce?

Salah satu bentuh koar.linasi antotu k.ho tih pelak a D a Deso

d.hed to*oh naetarutAt iotah pado .tut p?n\ntuon .iapa \iapa :aia

nosyorok4t selehpal yang bqhat dan latak wta na pt nenia.li

basian .lati tin pelaba"o Daha Deto fak"i sebagai tekaga k da ranE

ha tinw kan dibayat atau dibeti upah oleh peerintah.leNa,

Kai nemhanCunM dM Pemhsdayam Most am*at

NRPD 01n]i1939062,101



DiE..ri P.reboou! / Pl.nniq

l. StEresi apahn yes disu.,tm unhrt ner€poi tujum y&g iel.n

dnera*d beMa mcnsenai Fnssuae D a Des?

Salah sat! stratei )ans ./iE nal@h pe e ntah desd unt . mrcapai

tujuoh ialah helalui sosialkri ranE diken$ .lalun bentt* Pe"EajiM

bulanon lang tutih kahi lokukan lehe,jak o.ldnya Dana Desa lohrh

2A15, kani m ilihpensajian ko.enu 4nctutu dotrankat Pejat lebih

endeiqo*a" apa lanE disahpaikan aleh ulana ehinEEo kadi .lupal

nentplipkan berbasoi hol aengetui ptogdn-PoglM desa k pada

nasrarakar pad. saat penqajian tertebut. Lagi pulo disi i a.la sekitt

prlrha pesahoeh jadi pengajiah dildhtkan sekaligus untuk silaturahni



DimeNi Pensors.ni*.sim / Orsa.izins

Sat! be ugu ebaEai pe ha tt kasi penbanguhan dan penbe latMn

nasteratlt @t Ptuses penEeiadn Ptugah Danu Desa betlanEsmE.

Jatli ew tuun lans\u E k lapansm untut hekgMasi Peterjaan Pnlek

tq*btt, hol t*kb t settliSut sayajadikan none, nt be^ilatnah i

ddsdn @sa Wusa dapat enyotuPaika" apawn te x.ts nulai dari

keful@n a hinsEa keinqiha nmka Husil .lari silatuahni ituldh tang

mntinla saya bNa ta dolan hudd atduP"n nuvenb@gdes Seldin itu

sdta juEa be uEN ebasai p. bah1! kasi penbuhqunan dan

p! bddarrun nasarokot saat prcses penserjaol Ptogm Dana Des

batlanEsbq, Jdi sayd hiun lakg\Lhg ke laPansan untrt nengMasi

pekeriMn pror.k t.^ebut, sara atai nelaqrkan hasil Peag@aen

t.6eh ttpada tai petuboagrtun dan pedbe la-radn naslarakQt unttk

dibuatkah |ap an pdtanss,nsiM1bdnhla.

DioeDli Peryusu.m Pestad / StrfDg

I. Bagaihmaiah poses p*krulan p€8awai yss dilatule oleh kEntor

l- Basaibana ,€nelapm penbagia n€,3 esgold Tim Pelals a DM

Syilat perct utan peE@ai desa ialah nenilih pediditan nininal 5M.4

atau kderujat dan squ detuili*i iaZah SD dengdn ieoh k vtotun

polrct C. D6u pentulitan sato a.lalah Pqannen salal. Se e oa itu

erutu kpala Delo heliau heret sara ust k neniudi Kati



KeMsyamkatan ialah koe a kena pun sDa untuk het*ohMitasi

densan tuaqatukat .liagga? cuhP baik ndAi\gat scra adalah sedahg

qztarl khinrea ndsyarakat lebih bebar De,tanpait n ketuh keshrya

NRPD 0101,11975100201



: Pmddpins Lokal Dee

DiDersi Per3,nh!tr / DiMlirg

l. BagEir.ma prcses penearane baei $lNh pesawsi d*a dal@

S<ya diriii h*lrqos nt* enberikoh binbi"sm don arahaa kePado

desa nensenai Dana Desu agat PehggMon dm Penseloltut t lv tetap

ses@i dengdn kotidot lans benatu. Pada Mdt ttuhsiri pe indah

kekuasaun Kepala D.sa lehtun a sayd beryerun untuk eDbditt

h.kgajarkon Kepala Desa te.pilih tu.nE nai lhna Desa sesuai .lds

ildu lang $ya niliki. Dalan pelaksanaar Dana DeM sold betnqas

untuk nenbe.ikon peng,/ahah t rkait Ddtu Dee ago Dana DeM daN

betjala| seswi dcnsan peraturan lanE betlok . W sebeharnla lebih

sepeti tl.ubi bihg dalan pelaksaman Dam Desa k eru rqo tang

nenbinbins dan de&ludpihgi desl dolM setiap pclaksaman Dtu

D.sa .lihulai dari perenca aan, hihggo ekek ti atat pelaktuna

stut reEtatan penboa*ata bcrtaas,ung,qd nlan datanq n?agantunst

lokasi pe bahgnan tersebtt tntut *kedar nenE[|or.ek hehul,h dda

prosak atat klEiatzh penbahgka te$ebut, tetapi saya tidok bisa

tetusietums dat@s dan nenjaga utau aenunqgu di .l@tuh lang ed A



nelak\Mkan penbansunan tercebtt sebab sara jrya tuaili$ tiga des

lainnto yah* betu la di b@dh tahss nsjNab sd$.

<xd



DioeNi P.renonun / P/r,,iiug

L StElcgi apalan yes diaunakm utuk mencapai ojuo yeg ela!

Ketua n7' a*4n en dnpoitdi ,pa k ingin@ haqdrukalrua pada sfut

bqlansswsnta 6.les dan juEa ntvenbang.let te t,lia BPD yang

bertuaas sebasdi penranbuks aktara har@akat .lesa .lensqn w.ong&at

diielapku bej!@a mene€Mi peneSum Dma Des?

Struresi )@s diEunoku .lalon pehggu"e Dma De ialah nelolui

catu p.nd.katan kepda nasrarakat .lenEen .lialatnhala eiolinsi

kepadu tuasratultat .lesd nehgemi pogan Dana Desa knu.liun targo

a\An n?nlanpatkon ^pr6t 
ae.?b leptJr Rr a-i\E a\i"ehc4s?hai

hal hal yhg deka ingi kan ntuk pengsuwn Dana DeM. Xeturdiah

ketu RT atan neob@a alpitosi nolra Lat t*kbtll t dalm nusdes

(n6yMoah desa) Ke udian .ti!.lakon ptla n"edhmsd*

(tuL\rantah rercaha penbahgnan desa) untuk neritiee ke bali hatil

lans didqpat duti td.t. Setelah .lePakat dahgM h.sil doi

nusrcnbans.tes lah dibentuk RPJMD* (Rencatu Pedhakgtu Jakeka

DiEensi Koo.ditr,si / CoodirrrinE

L BasaiMa poses k@rdimi alan RT densan B?D?



defu. aPD fMg akan nenletiui b*basai proam-Proga )ntq

diajukan oleh naqora|at aaso. Kendi apabila uvl terseb

disetqd oleh BPD Mko vlanjuhrv pmgah te*ehd .!iB tan k pada

pqanEtr,t .lela ufi|k ditih.laHmj i.

2. Bagaim a prces koordin$i drara RT dcnge TiD Pelaksm! Dea

Salah tatu ahggotu rin Pelaksam Dm D.sa ialah ketua RV setetuput

sehinsqa kctua RT seteryat be o* jaga enya,ipaikan dspirasi

varyokla delahi ketta Rtl/ tercebtt aEdr.lnatupsikan 14 AsMg trPada

ketw Tin PelalLratuah Da a Desa. Selain itu juEa kctua RT datot

hensajukan nana-nana ,ans ietitunyu berhak dan ahpt u,nut

."jadi t.tuga L!4a ddlan pehb sunan Dana Desu lanA nahti\e

tenaqa keia tercebrt otah .liheti aah oleh N erintdh d.sd.



DimeNi Pc.em.n&n / Prarr,?g

l. Sndesi apakn yas disual unluk mencapai uj@ ydg lehn

Parc peENai desa wnE bou dnekrut itu o.lalah ntung orms

dilelapktu b6ma nengemi pmggu@ Dea Desa?

vznq sala ketahui ensenai snute4 rang.liguhalah pen int"h detu

sejath ihi ialah heheg"nakan penAajian bulanan unt . ehldnpoitan

prosan kerja pe e/int,h .leld Pl4ih itu Pa dintah de9 iuaa

ne enpatkan pak ustadz saktn sebasai iuns to bdk lohg la gsrya

berkodu i*ati dengan wtga dah hal ini t ntunte .lisanbut baik oleh

warqa katena nenanq Bia.b sotun tuerupulal lolah sdtt toknh di Desa

Peiateh lang dihomati warsa jadi arso dapat dengeltartan ,het trek

atau t ihqituktto kepa.ld ustad2 Sakt

Dinenli PetryunnD Pegw.i / Strftug

l. Bagaineakah proes perekrutan pesawi )as dilBtukd oleh kelo.

dati tepala desa sebeh kta D4h pegNai'pegNai baru te^ebt adddt

bagia" d i tin sut:6 dti k pala rlesa te?ilih pado p?nilil@ teFla

desd tahr, 20tS IdlL Pegfuoi desa ebeludnta juso tunpaia o.rv:

te ekathla k pala desa. Kapala d.sa tons baru teryilihpui &l1lah adik



orung t dekat .tati peEMai defi rarg lalu, jzdi etiap terytlihnta k Nla

deta tetbatu hok pegtvai tusanta iusa b@u rahs turqokah orunq-

oru"8 re lekot .lati kepala .l6a koith

M&JarhL Dee Pcjarcn



t-

Trbel Wrs.nqn

Percnc.ncrn / Phmitrg

Peence@ y gdiSuak Pmen al D6a Pejalo elna Eeocata tuim d i

I
a l. SLalegi spal€n ,eg digu.,lm utul ncnMpai tuju yans

tehh dnebDkan besma mencemi penssum Dm Desa?

sosialisdi adalan salan satu ctra yeg digunak penen !h dee

aee r€rcapai tujM-tuju y 3 t€lah disepaksli. sosialisi endiri

bias ya dilakute lmgsuns oleh ketua RT/RV selen!6t kepada

m,€d*amy6 serelal sebel@nya k€tua RT/RW tesebut

meodapatke eaio ddi pmeri an d€e. S€hingga wr prcs$

inlenlsi eiara masyaratat densan ketu RI/RV i*bul
nEr*akat dapat menset lui be6pe anggaBn alau dda ymg

diniliki oleh desa unluL melaluk@ kegialm p€mb 8um fisik.

Dan ddi siru pula masyaralat stempal mcnympaikm aspimi alau

heingin@ya kepada Letu RT/RW y E kenudim oleh ket@

R?RW reEbur akm dismpaikd disdl nusdes bdldgsung,

stnlegi y&g digDatm dale pengSum Dm Desa ialah

mclalui cm pendetata. kepada Msydakal dense disdakMra

sosialissi kepada msyadkal dee nengenai progrm Daa Dee

kenudian wsa al(d denympaik& api6i merel@ tepada R'r

64ing-n6ing menge.ai nrl-n l y g neEka insinl untuk

psnegmm Dm Desa. Kenndie ketua RT ata inbawa
apn6i masy&akal leNbul kedalm nusd6 (nlsrawdan d*a).

Keduditu diadakm pula dsMbmsds (musyawaal' renc a

penbarguie dee) mtuk nfiview kmbrli 66il ymg didapat dei

nusd€s. Selebn sepat t deng hsil d.ri mus{ba.gdes Ialu

dib€ntul RPJMDeS {Rencma Penbasum Jtue}5 Mongalr

Pem*i.bn Desa Pejalen meneaualm sosialisasi l gsuns kepada



mdyaEkat des sbag.i alal utuk men€pai tujue ymg

dilelapkd ohn penerinbn dsa yakri ldaiGalEya RPJMDeS-

Sosialisi dilalola lalssuns oleh Ksi Ked6yankaun ymg

lrff ke Engah-knEarr m6)aEI4 dalm Legiaun pmCrjie

bulmo Dee Pej.lei. Dalm peneajie leMbnl (ai
Kemldstala aLn mmyMpaikm hdl-hal mengensi

penbegum dee de msymtal dapat laesdg be anya

aiaupu mdympdkfl usulmya kepada Kdi Kemsyualata

yeg mriny€ ake dismpaiko lagi pada san nuvenbanEds

Sosialissi ne.jadi ehn salu sft&gi kmi dalm prcses

D€trssuM Dda Des. Sosialhai yoe biN tmi laLulm iaiah

denga c@ nenymp ke lmcsuS hal-bal yds b€rkait , denean

D&a Dee kepada terM RT/RW ds jusa pm alin ula@

Nutinya paE RT/ R\v reMbut al@ menympaikm apa ymg kmi
smpdl@ sb€luonya k@ada myanl(al desa f,elalui mpal

RT/RW dd hdildm 6pal itulan ysg alm dismpaike kembali

kepana k@i pada @1 mus€bqn8des. Semenh itu pda alin

ulma ot nenympaiks pefl kmi kepada nsydalat alau

umsl Delalui pensajian ydg tutin dilatukan d& hail de
pengajiM iru )eg b.ru?a .earm.,uurru"Lld Urut trntend

Dea Desa juga al@ dismpaikm kcmbali k€p€da kmi sl

Salan etu straleei yeg diguolo pcmcrinlah des mtuk mencapsi

tujm iolan n€lalui $sialisdi ymg dik as dslm bentuk

pensajie buldm yans rutin kMi lalokm Menjak adeya DM
Des lahun 2015, kani denilih pengajim liena alaaala

msyaralal Pejaten lebih mendengtrkm apa ymg dismpait oleh

ulda sel'rngBd kffii dapar ncnyelipktr berboeai hal men[enui

po8tr-po8tm desa lepad. mb)aElal pada "&r peng,Jrd

leNbul. Lasi pula disini ad! sekitar puluhd peMlen Fdi

Dengaiid dilalule selialigus ulul silannairi de.se para srri.



Sfi*esi ya.s di$.ahan ddm pmggu@ Dma Des irl

meldui cd p€ndelalrn kepada msydatat dengm diadakmya

sosialissi kcpada msyarBtal d6a nengenai prcsrm Du. Desa

kemudim w&ga ot menympaits spirdi meeka lcpada RT

msinE-masins nensenai hal-hal ymg mercka inginl mtuk

pengSuen Da.a Dee. Kemudia ketua RT olm nenbaw.

6pi6i @ymlat lereebul tcdalm musd6 (nusyawralt desa).

Kemudid dad.ln pula nusenbalsdes (m6yawdan iencm.

penbmglllm desa) utuk medviq kdbali hdil yang didapar dari

musdes. Setelab spakat denCan hasil ddi nusnbmgdes lalu

dibotuk RPJMDeS (Rcncda Pemb su .lmska Mene.gan

t,.

Ymg saya keianui mengenn slralegi ymg disunakm qedennL.n

desa ejau! ini iala,b nonggual D€nsajie buled unol

mmydpaikm prcglm kqja p€oeriniai dee s.lain itu pemdinlan

dcsa jusa menedpa&e p3h ust d2 satm ebaeai ujus rombat

ytus ldesug b6komuil6i deng@ w&ga de lral i.i tentmya

disnbut baik oleh wega (dena nelrEg ustadz salm
mmpakm sabn satu rokoh di Des Pejaten yes dihomali wdga

jadi uErSa dapal menEelualm unet une( dEu keinginenyt

b. Penoium kegiatan yag diprioilsls slqu diullbdkd dalm penggu@ D a

I
a Bagdmda poss poc€lompoka asel di Pen@niand l(ahuparen

Boda&ttr RPJM Desa Pejalo ianu 201G2015 Pejalen memiliki

etu pbg'm piontas yaloi pehbansum jale desa yoe lelan

dilalsanalo pada lahu 2015 da dilarge,*e seleei pada lanu

2018 mend.t dg. Pemelinld dee sendiri bembS tengah fokus

u1uk mempsbalki inrralrutan dce Pcjalen selelah me.dapal



kuoru dm ddi lroexd Dea Desa. Dea Dee mcnue n ya

digunake unlu* penbegum in6dlrukhrfisik saja. De
mengena poerm-poglm laimya yms setndya tidak te.lalu

nedesal m,lo ale dimsukls k€ dalm RP,M Des talu

Dale kcgiste muE.bansd6 dikala *n@ lnsur leMakilan

mNlaralGL des benemu Lnluk bmustr@al mercla pdli inEin

6pituioy€ atau keingioanoya mojadi pmgm ye8 diprioritasko,

dmu hal leeb tenlu saja lidak serta mena dap8t dimjudke

k@na pmgkat desa dan BPD yas pads alhimya ale
menetapka kesisran-kegist n t&e dipriolilalim alau diutamata

dilihar ddi kebululd wdea dee itu sendni.

Selah RPMDes ydg nenjadi pedome nengenai kceiatan y B

ale dilaksal@ pmerinhn desa juea menggunakm sisleh

ugosi dimea apabila letadi suatu kejrdi yes td( &rduga

eperti cortohnya bencea alm yang menglrdcdkm jenb.tan

mata akm Iossuns dilalsm*an kegiaun ala! progrm uluk
nenpe6aiki jembaian nskilu prcglm p€rbaiktu jenbatan rid.k

terdapat dal@ R?JMDes.

Dalm penelapan kesiatan pnonh dit€ uka, s&l nustnbangdes

yms dilalukm setehn nudes selesai dilaksakd, pmetape

kegiBian prioilar dilihal bedMlrn linelar uigosinya D@

u&l menetapke lingkat urgensi lrebnl dilatukflrlah

musya*,Eh anlm pihot pemenn&n d6a pei{dilan de
msyarslat, dm juga BPD. Setelah menelapko kegiakn-kegial&

reMbrn na&a Mtinya akrD dhusu. nenjadi RPJMDeS-

Beddal(& RPJMDeS Pejaten laiu 2010-2015 Pcjalcn menilild



slu prcgm doritas yalni p€mbmgm jalan .les yans telah

dilalsmole pa.la tanu 2015 dm ditarsetk selesai pada talu
2018 me alons. Peoeini.]]l dee sndin nenmg tenean folT
utuk mempetuaiki inli$l&llu dee Pejalen sclelah mendBpat

tu.un dda de pmgm Dma Desa. Dimm Des D€s mddg
hay! digunald unrl pemb€ngum infrasrukru/fisik sja Dd
nengenai pmStm-pmglm laimya yag sekiraya lidal lerlalu

meddsk mska ,kan diMrulkm te dalm RgMDes r.nu

2. P€trgorgsris.cir / Orymtiq

Pefrbe.lulm Tim Pelats a Dea Desa

I
o L Basaimma prcss penbentuku Tim Pelaksna Dand rresa?

Pemb€nrrfim Tir Pelakw De D6a dilaiute Lngsung oleh

Kasi P bmsum dm Penberda,@ Mdyanlal, Beliau

nenbotuk 1in pelatsana y&g eggoranya b€lisik 6-7 oras.

Anegota l@bnl lerdiri ddi 2-3 o.eg dei kalor des.r, de
sisya ialan ddi k€tua RW stempal. ?€milibtu mggota tim

pelots a dilrtukm densa izin dari Kepala Desa

Mulai dd k€gialan penb€nlula lim pelaksea, belaja, hinglr
poeawasd semumya dilaluke oleh saya dibantu oleh Ksi
KertuyaEloh. T n peldl"da drbentul oleh saja sendiri ) g

aeeolanya bensikm 6-7 ome.  nggola lenebul lerdni d i 2-3

ore8 ddi kntor de$. 2-l omg itu sudan temsul saya- D
sienya iahn d&i ketua RW selempat. D.lm etu stsltu kila dapal

neieedakd bebeopa poglm pembegum jalm des di lokasi

at u tirik ,mg babeda. Kena terlalu banyaloya proS@
pembegum itulal mala sya menb unkm betum d i Kasi

Ker6yaEtalan urLl membanrL meneJw4: t'oer Ilergerjam
pembansumialm asar tetap dalat berialo de.sa 6aik.



Penelapd pmbaei luAas ml a.SgoB Tin Pelakua Dea Desa.

I
a

L BagaiMa prcses pembasie tuga drar eegola Tim Pdaksm

Ymg say! ketahui pennal pembagie tuge lim lelalsa Dd
Desa ialah (,si Pmbmsdd du Pemb€ldayam MsyaElal

b€ eduduk sebag.i pe@eeug jawab ddi pogr@

pembanslnan iniGtuliu t&s did aiolehDMaDesd Mcrgerai

peftbagid lugd drn msing-msins asgot tim pelalsa erara

lain iabn Ksi Pembmgud de Penbetdaym MsyaEkal

sebagai keiuliD, KdiKenayararabn sebagai pensaws, apa u
d* laimy€ sbagai pembmtu menEemi hsl-hal ydg dibunrhl@

dald pross pdalsm Dm Dess. ds k€lu Rw sebaSai

poymbmg taE keinsinm wdga lepada ketua 1im p€laksa.

Mengena pmbaeim tue6 d$i ndins-mNinc ancgola lin
pelaksa urm lain ialah soya Fbagai lelua 1im. Kasi

KmNydalsion sebasai p6Eawa, apanu dcsa laimya seba8ai

p.mb tu mensemi hal-hal yeg dibuhrhlm dolm prcses

pelaksm Dea Dee. dd tetua RW sbagai poydbug dlam

*eineinm s€rea kepada saya selalu ketu lid.

Slys beftugs sbagai pembetu kasi p b gunm dd
pemberday@ n6yarrlal sml prcss pogqjan prog@ Daa

Desa berldgsuS. Jadi saya lurun ldssuog ke lapmem utuk

nensawasi p€kqj@ proyel teebut, tal te^ebur sknliSrs saya

jsdika donen untlk beNilaluralmi dengm sargE. wdsa dape,t

6enympai*& apapun ke saya mdai d&i keluhtuya hinela

l@ingin& merck . Esil ddi silatualmi itulah yadg tutinya sya

bam Le dalm musdes ataupm mus8nbdgdes. Selain iin saya

iufla benugas sbasai ldbu1u tasi pmb Elllm do
penberdarm ndyaol@l s@t pro*s p€n8erjtu pbgrm Dua

Desa berlmesue. Jadi saya tum l ssms ke Iapdge utul
mengami pek€rjm pnyek te&bui sar! ala melaporl(a hsil



pensa*6 leMbut kepada kdi pembdeue de penberdayae

ftsyarakatuntukdihua&mlapotr pertanEsu8jawbmys.

3.

Pross pereknlan pegawai

a Basnimsa poses peiekrulan legaszi desa?

Pos6 peekrulan pegawai dilakukm ssudah Kepala Des be
lerpilin. Pm pelsm nenyeEhte cuiculun !n& mereta kepad.

BPD kenudia eya dd BPD yeg ale nenyeleki de
menotuko siapa{iapa eja yms layol utuk menjadi srar des.

PeE)&a@ Mtul mmjadi slarT d* ialah memilili jenrdng

pendidik miniml SMA allu sde6jal,

PDses perekrulm pegasai dilalukm deng cu paa pelmar

menyeranto cuiculm vilae mereka kepada BPD kenudian

nmtinya diseleksi lmssung oleh Kepala Desa dan RPD. Ymg

terD€nlins i.hn sydal dsar hatus ses@i dau te$e.uhi yalni

deoilikiienjane Deididira minimal SMA arau scdeEjat.

b. Pemnparan pesawai ke dald struldr ore6h6i yeg s6ul dereEn *enmpuo

d& tonpetensi peeawai.

a

Bagaim&a posos penchpah pcgawai kc dalm struktur

org isasr) gs6iaideng keMmpu du konpekns. pegaqdr

Jadi utuk nomnpalk p€gawai ke dalm sEulftr orymisasr yane

sesuai dens.n kemmpuamya pelllna yang kita lihat iabn

bscksoud pendidikunya Mhaln)"a saja bendah@ dee ydg

memde meniliki 6&kgoud pmdidikm almlami y s tennnya



c@ok d ssuai denganjabqtan y&s diehbannya, Kemudi& hal

lair Jans Uk lihdr !a.Jh \l'll Jbu kmdttr dtr pegasai

teseb* sepedi pada Kdi KemsyaElalm. Beliau mdiliki
kemmpE herbicea ymg baik de.ge nas'€Blal selain itu

n6yaElel juga besitu memruh hom.t tepada beliau kffia
neheg b€liau nerupakm usladz al2u alim ulam yog mgat

d DlNiing / Pcngrmnm

a. Pensara,ho basi eluruh pesawai .lalm p€laksm Dm Desa.

I
a

Bagaimma poses pengadE bagi elurun pee.Mi desa dalm

Sebelm pmgm Dm Desa dilakffakm oleh pdelintah pue!

p€nerintah pus* terlebih dahulu nembedkd pelatihm kepada saya

nengenai *luk beluk Dana Desa. Mulo dtri tujum pen88u&It.

se6. pengcm@, tata c@ penge@ hinecn pclaporm

mengcnai Dea D€s. S€lmjuhya s,€ ya.a aku nemberikd

pemanmm lmssus kepada p@ pegawai des mergsai ilnu
yans saya daD6tkd dari Dem.ljnral puel r@but

Pengeahs yee sya latuke le adap paE pegueai desa

dilakuk sdl sbelm dinulainya kegiatan-kegiatar dsa.

Pengaraho yang eya berike htunya berdas&km undmg-uds8

y&g brlalu, d@ saya lcbin memb€rike pengd.nm dm

pennBabn kepada pEa pesEwai des utuk melaksmakm lusas

sesuai densan undans-undans aLupun peBtura lsimya ya.g

berlalu d. neCen rn' Dd e)r sc,r be,ryrn(u kmnd peeaw,

dee disini mudan meman@i dm tetap nelalsatm apa ,mB
eya mn}m kepada mercka Ehi.88r kesi.tan-kesiatar desa dapat

berjaie denss bait de l ce.



PensaElm nosend Dda Des ternadap pam pe8ssai dess

dilalolm oleh Kepah Desa de jug. Penlampiq Lok l Desa

(PLD) ul sebelm dindainya kegiat !-kesiat ! dee. Pengaralm

yang bqiko bid ya berupa hal-hal yaog berkajtan dengm

udmg-udog ymg bqlalu alaupu pcmtue-peratur&

p€meinrah laidya seperti Perbup dm juea P€m€n.

Saya disi.i bertugd utuk m beikm bihbingo de aEnm

tcpada desa mensedi DM Desa ae pmggum dm

Fngelolmya tetlp saui deoge koridor ymg berlatu. Pada set

aansisi pemindalm tekM Kepala D6a le,tuya eya betp@

mtuk neEbelu nogaj&ke Kepala Des teqilih mengemi Dea

Desa ssui d€nsd ilnu ydg saya miliki. Drlm p€k&salrm

Dma Dee saya berlugs uluk menbditm pensdahan rcrkail

Dtua Desa agd Dea Dsa dapal berjale sesui dengm !@tl@
,@g b€nah. Saya sebenMya lebih sleri pembimbing dalm

p€lakw Dm D6s k@.a sya yeg n@binbing d

nodanpingi desa dalm seria! pelals@ Dm Des dimulai

dai pemc&@. hingea ek*kusi alau p€lalsM k€sialo D@

h. Pensarsne basi pes.Mi desa dalm penyusud lapom periagsusjawbd

a€.sediD@ Desa,

o
Basain okn pmses penr:aEhan basi Desawai desa utul
menbult lapotu pendgemsiaMbm telkait D&a Desa,

tipom penesEunsiawaban Dm Desa atau yans bi6a disehul

lapora realhsi penssunu Dda Desa dhuun oleb Bendanu

t)es dd dibantu oleh Kasi Pembmgmm de Penberdayan

M6yekat. Saya disini bertugs unirk nenbinbins de
nengaEht& BendanaE Desa d K6i ?enbegue dn



Pemb{day@ Mayeatal dale nembMt tapom l€Eebut t,Ena

nn&g etiap dm. yeg dikelwka oleh Bend.]m Dee dd
diguolm oleh Ksi Penbmgtnh dan Penberday@ Mayaolal

bms d€ngm izin do peM|uj@ ddi saya Seliap dM y@g

rerDakai oleh K6i Pembms@ dm Pemberdaym Masyealal

akm ada beniul peitanggmgjawabmya berupa Surat

Pedaegugiawbm (SP.l) y s n tinya at& disra d kepada

B@da,b@ Desa ds kemudid a,lon dhusun menjadi lapom

Ealissi pensgun@ De Dee. Selelai lapoEn te6cbut sleei
disusun naka alia diseE]ll<e kepada pihal Kecmal utuI
diperiksa alau diverifikasi, dm apabila lerdapal lcslahd dald
lapoe teEebln naka akm dikembaliktu lagi kepada pihat desa.

S€lma Drcss ini berleesung eya sebasai kpala D.e lerus

mddllu do msgawasi lapore r.nebur smp6i lapom 1e6ebur

b€ihail div€rifikai oleh Kemata..

Lapotu pendgemdawbm Dea Dee disusu oleh Bodanm

Desa d& dibdtu oleh (ai Pmbmgum dm Pemberd.'@

Mdyaralol. kpala Dee bertugs utuI mmbinbine dan

ne.samnko Bqdahra Desa dd Kai Pembdgunu dm

Pemberd.y@ Msydalat dalm senbut lapo@ lenebul krcna

n6ag sliap dda yeg dikelwtm oleh B€ndanm Des dm

dig@alm olet Ksi Penb gum de Pemberdaym Masydalt

hms d€ngm izin de peMtujud ddi Kepsla Des Setiap dea

y€ng lerpsf,ai oleh Kdi Penbegunu dd Pemberdaym

Moyaralel al& ada bmtll( perhggugiawahmya bmpa SuEl

a€rlorggudawbe (SPl) ymg nmtinya ake di$!a e kepads

Bendahm Desa ds kenudim altu disusu nenjadi lapotu

Ealis$i poggune Dm Desa



5. Coordiortitrg / (oo ir.si

Koordin6i anta.a Kepala Dee dense Bendanm Desa.

a
Bagalmda pmscs koordimsi ml@ K@.la Desa denea

Koordindi y@g dilrtukm erara Kepals Dee dengan Bodanm

De$ iahn lerkail d€ngm pencaira uos Dea Des4 pengeum

Dm D6a" d juga petapom Daa D$a Sml Daa D€s filro
dei pemen&I daera,h (rkoing kd dmmn k Ekeniry lG des)

yang berha& nencai*mya ialah Kepala D6a be6ma dengd

Bmdanm De Serelah iru pads @l pensruu. De Des pu
Bcndahm lebp be (oordimi doern Kepala Dcsa unrk

FMrujum pensglnan dana yeg diguaim mtu! bel ja dalm

tuCla pDeram ,emb€rgu infraslruktur yans dibiayai oleh

Dea Des4 Flapotu realissi p€nggunm Dma Desa lun lelat

dilalukfl berLooldinsi a.!da Kepala D6. denga Bendanm

Desa. Bendaida Dee yog oen)uu lalom le^ebul lalu

dietului de dilaporla kembali kc tecmaian oleh Kepala D6a.

Pmses koorditusi ytug dilatukd dlda KAala Dsa denem

Bdddhe D6a dinulai bal'l@ @l Dea Dee belu tlru alau

b€lu on kma pada pross pencaire Dm Des heya boleh

dilatuotb oleh Kepala Desa besma dengd Bodal@ Desa.

Selain itu jusa poses penbel&j@. penggu@. ninega pross

p.laponn penCeuad D@ Oesa dilakul ol€h Bendanda Dess

deoerr selengebnum de sepssetujm dei Kepala Des. Jadi

bis dikatakm banwa sepmjang poses kegiatao peoegud Dea

Dess belltussung na*. k@dindi dlad Kepala D$a du
Bmdal@ Dsa juga ale teos berlmcsue l6ena kcdua jabalu

i.i nemiliki Dem penlins dalm lc8iale penasum Dma Desa.

Kmrdinasi yms dilaloktu 6!da Kepala Desa denge Bend.nm

Desa ialah lerl€il densm pencaird @g DMa D64 poeeu@

Dda Desr, de iusa p€lapom DM Desa. Sml DM D€e film



ddi pem€rila! daerai yeg bisa mencai.km'€ hayahn Kepala

Des belsma dengm Bendanm D*. Setelah itu pqda set
penggum Dm Desa pun Bendahaa telap berk@dinai .tenge

K.p€la Dsa utut pesetuj@ peoggu@ doa yeg dguatm
ul* belmjs ddm 6ng!a progrm pmbanglllm infraslruktd

y g dibiayai oleh Dea Desa, pelapore realisi penssd@ Dda

Des pu. lebp dilalolm b€rkoodimi mtaxa Kepala Desa denee

Bendanoa Desa. Bendahm Desa yeg meoyusu lapom te6ebut

lalu disetujui de dilaporke kembali kc k€cmalan oleh Kepala

BaeaimM pross koodi@i dim letua Tim Pclalma Dea

Desa dened Kepala Desa dm Bcndahm Desa?

Koordi@i ymg dilaluke etala Kepala Desa dngd Beodanm

DBa ialah rerkail densa pocaird @g Dea Desq pcnggue

D a Des.," dd jusa Delapom Dea Desa. Sel Dm Desa tlm
dai pennlan derah (iekening k s drcEh lG rekenins Lb dee)

yeg bertal mcn€irkmya ialah Kepala Desa besma dengu

Bendahm Desa. Setelah itu parla set pengerln@ Dma Dee pm

Bendahm lelap bdkmrdinBi denge Kepala D€sa ulut
pe6euj@ peneeun@ dna yeg diSuakm utuk belej. dalm

tueka pmelm pembeSu inndtruhur yds dibiayai ol.h

Dea D€sa pelapodn rdlisi p€ngguun Dana Desa pun lelap

dilaluke bdk@rdioAi eian Kepala Desa deneo scn.lalm

Desa. Bendan@ Dee ym8 menrasu lapom leNbul lalu

di*tujui ds dilapo*m kenbali k6 kecsll4 oleh K€!€la Desa.

Sebelum pelaks@ Dda D6a diloloke ada koordimsi yas

dilaluke elam bendan@ desa dcngm ketua tin pelaksM DM
Desa dalam menenluke hesa bamg-bdms at u naleial yag

b. K@rdinsi antaa ketua Tim Pelaksa D a Desa denge Kepala Desa da



al& dibeli, Dalu penentw halga Lwans ymg ald dibeli lelai

d6a Pejaten meDpuyai St nde Satum Hasa (SSH) do Anaha

standd Beldja (AsB) dalm lenselolam sgda belaja

Kabupalen Setug ulu. anggd& 2015. Kooidi.Ni ju8a dilakukan

Mr ketu lim mehlukm pembel ja untuk pelaksde Dana

Dee teoudie s@l sctdan slesai poses pe.gerj@ Dea Des

kelu 1im pelats a Dana Desa nenberll SPJ kepada Bendahda

Des yus ntutinys sP.i reebul alm dijadik LPJ ydg

dilaporke lc kecmate.

Sebelm pela[sM Dana Des dila(uta ada koordinsi y g

dilalukm eura bendalm dee dengm t€tua tim !€lakwa Dana

Desa dald renmh*m hdSn bams-b&ans dlau n5lerial yane

als dibeli. Dalm DeE tus bdga batue y&s al<m dibeli i€lah

dcsa P€iakn mempuyai Slddd Saiun Hdea (SSH) ds Analisa

s$ndar Belffja (ASB) dalm penselolae assom belmja

Kubupateo Ser@e lanu eggom 2015. Koordi6i juga dilakul@

@l ketD rim nelotu}tu penbelanjun untuk D€hls@ Dea

Desa kmudie s t selelah slesi ploss peigeia D@ Dsa

ketua tin pelalsa Dma Desa mobokm SPJ k€pada Bsdahm

Desa yag .eiinya SPJ te6ebut akm dijadike LPJ ydg

dilaporkm ke lcmalm-

Kooidinsi altra loloh nasyalatat densan Tim Peluksna Dd, Desa.

I

o Bagainma proses koordinai elam tokoh masyaBlt den3 TiD

Sdan gtu beotut koordiodi alan lielua lis pelals@ Dda Dsa

denge nloh tu)aralar ialal padasaarpenenM siapa-iopa 'sia
ndyanlol setehpar y g berhat dm layal( sna mmpu oenjadi

bagi dei lin pelakw Dana D€e yalni ebagai lenaga teda

yang ndtinya lre dibayd atau diben upal obn pe€n ah desa.



salai satu oggola Tin PelatsM Dda Des ialan kcn,a Rw

seleEpat seninssa ketua RT stempat berhal juea menympaik

dpiBi weseya nelalui tetua RW leMbul asa! dhampaikm

l ssus kepada lielu Tim PelskM Dm Desa. Selain itujuga

ketua RT dapat m.neajura nm3-nma yane ekimya berhat dm

nmpu u.iuk menjadi t€rasa kdja dalm pmbeculm Dma Des

yeg nmtinys tenara k6ja ieMbul .Ie diben upal oleh

K@dLnasirnr,,BfDdened rolohmEyaralar.

I
o

Bagaimma prcss loordi.di etara BPD dengm tokoh

BPD berlues ebagai penymbuns dt@ m6yaralol d€s dengm

pe@ekal dcs. BPD yes ale menyelu.jui herhaeai posm
prcglm yds diajut& ohh mdyamlar d6a. setelah dieujui ohh

BPD proe@ leebul kebudie diusulko kepad! p.r&glol desa

Ketua RT ak& menympail& apa k€ingim DdyaEkatnya pada

saat berleesugny. mNdcs do jusa musenbmgdes kemudi

BPD ye8 bertuss sbasai penymbung dtara @yaEkat des

dmem pemskal d.ss. BPD ydg alm menyetujui betussdi

prc$d-pbgrm y&s diajul@ ol€h nsyEEkal desa. (eoudid

apabila usule r€sebut diFtujui oleh BPD maka slejnl]lr€
proS@ reMbul diusulke lepoda p{uel@l des utuk



6.

tiDoEn rellisi peoCgun@ Dma Desa

J

o Baeaimoalai proses p€mbutln lapom Ealisi pengg@

kpoEn peianegugiasabm Dm Desa alau yes biaa dhebul

lapora realisdi Fnggmam Dea Desa disusu oleh Bendanda

Dee d dibantu oleh Kdi Penbangum da Pemberdaym

Masyarakat. Saya disini benucA u.tuL mcnbimbinE de
menBdahka Bendrnara Desa de Ksi PenbaIl8une dan

Pefiberday@ MsyamlGl dalm menbual lapora le6ebul kaEm

memmg seiiap dm yans dikeluarte oleh Bend.im DNa de
digun lm oleh Kasi Pehbagun& de Pen6erdayam MNy&akal

hms denca. izin dai pe6etujm ddi saya. Seliap dand yang

teDaloi oleh K6i PenbmgDe dm Penbedayaan Mdyaakal

ole ada botuk peidesu.gja*ab6nny! berupa Sml

Pcdmegusjawb (sLl) yag ndliora .lan disolkn kepada

Bendahda Desa dd temudi& arm disum menjadi lapomn

realirdi penggu@ Dana Desa. Sctelah lapom leNbul Flesai

disusu mala alan diseE an kepEda pihak Ksmat n unluk

diperiks alou diaenfikasi, dan apabila ledapar ksahnd dalm

lapo6 tesebut mala ale dikcmbalikm lagi kepa.la pilEt des-

Selma poses ini bed gsuS saya seba8ai Kepa,a D6a letus

neIfitau dm m€nsawasi lapom tesebut Mpai lapor& leebut
hehasil divdiiikasi oleh Kecmalan.

Pada sl D a Desa luM ke desa. bendahaa memiliki D.tu
sbasai penselola daB lesebul ndun weventug al5u lckus@
rcnioggi teap dip€Carg oleh kepala dee setingea setiap t tua tin

lelalsa kegiar.n mengajule berkN-berkas berupa lincie dma

ymc ncrka buid ( unnrk nelalmstm pmslm iaka neeta

hm meninra p€netujM ddi k€p6la desa lerlebih dalulu, etekn

di*tuiui oleh kepala dee lcnudie boda,h@ bm bisa



men€irk n d a yanB dibuiuhls oleh tim pelaksa leisehnl.

sedan dea te6ebut cair kemudim ald dibelejaLo obn tm
pelaksana lregialan de hmdanm renDg8u nota-.ola ddi

pembelmj@ 1€6ebln ysg temudim al disusun menjadi SPJ

(Su6t Perr geugjawab ). Selelah SP., Flesai disGun kdudie
dienike kepada pihal KecmaLn untut diverivitai, prossnya

ialah *lma 20 (d@ pulul) nai kija. Sdebn itu pibak KelMt n
mendiks apalai ada tesalahe alau lidat apsbila ada k6al.lm
nal. clM dikcmb.lil le pital dess ulul tee6 di evisi

Sebbn dircvisi dm sndah disetujui oleb Kecandan maka dN
akan nensajul(m sudt pencair& Doa Desa ulul pmcairm hnap

hqikumya. L.potu bedola ini dilalole pesenelel

Sasl ketu rin melakukd pembelaj@ btr* pelalsem Dea

D6a kenudian sdt selelal *lesai prcss peneerjm Dm Dsa

letu tin pelalsa Dea Desa nenberikm SP, kepada Bodatm
DN ymg nelinya SPJ teBebut al(s dijadikan LPJ y&g

dilapork n ke kecmalm.

Budgetitrg / Penbutltr A.Cga.rn

?enelapelunlan dsgam ym8 dibutu*m dalm pcnsclolm D aDes.

I
a

Baeaimanald profs pe.elapm jumhn mssam ydg dibutunka

dalad penselold D@ Desa?

Pm*s budgering alau pcnbualm aEs'm dilakuke sd ake

dimulainya kesiatan p€mbesum. Jadi sebelun kesiat!.

penbmglnd dilalsdste ada pss6 6pat anla8 kepal! d6a.

bendahara, dd Letua iim ,elalsa dalm pembulan egga .

PembMtan megam sendiri menilild sr de y g telah ditentuka

okn Pcmdinian kabupat€n SeMS y s bie disebut *bagai

Sland Satu Eess (SSH) dm Analisa Srddd Belmia (ASB).

Sebelm Dma Dsa diAu.rlm mluk pmalm penbmgunan



dilalol@ dulu Epat elm Kepala Des dense pu pegavai des

uiui nenerapktu bams-bsms apa eja ydg dibltuhke d&

besm daa yos dibltuh!& @rul nmbeli bamg-b'mg

t€6ebut. tlarrE b&a.g-btug teNebut sudan tcrtcra dalam Sl{rdd

Salui Harga (SSH) Kabupalen Semg jadi kmi mensikuli $adr
harca teBebul unn ncnelapkm besda biay. ,eg dibutunltr

d,lm kcgiatan Dm Desa

Sebelm Dea rresa digualm mtul proglm pemb&guno

dil.lul,m du u 'rpd' utul T ekpLe botrs-bdng apa saja

ymg dibuluhlan dm besda daE yms dibutlhkm utul mcmbcli

6ams-bamg tersebut. Hars6 bddg-b as rc4ebul sudan tenda

dalm Sundd Sal@ Haga (SSH) Kabupaten Sems. Selain

mnbal4 nengenai eegom dea unrk h€ldja bamrba@C

LebuMm Fmbe8uan dald dpal teaebut juga dibond

ncngoai aggom yms akd digu.akan unut ncmbayd temga

keria ydg lerlibot ddm kesiatan Dea Desa.

San dilaksal@ musenhmg y g menyepal€ti prosd-prcerm

alau kegiatan-kcgiatan apa yms alan dilatukaD, serelah

nuvenbars *lesi dilaksmallo dan al@ difrulalnya pogim

Fdtegunu nala dh@t nu pul6 dibals m€ng€mi apa saja dm

sebempa bes& d&a y@g dibutuhte utuk nenjolontm prcs.an-

prcglm renebur. Pihak desa endin menilild daie harga do
bamE-bMg allu nolenal yes bie disuakan oleh pihak dcsa.

Hal ioi dicmtmkd dale Sludtr satum Hdea (ssH) dm

analisa Slandr Beleja (ASB) yeg telah dnelapkd oleh

pemdifian lGbupalen Sem8.



Dokumcnt siwawatrcr.a

Wawecm den8e Kepala D€sa PejaFn

Wawcda densu BodabM Desa

Pcjah Ibu Yayal Suhayan

wawcaB dogan Bapai Sanroni

sl.tu K6i ?enerinhid Desa Pejalen.



waval]da d€ngm Bspa} Afilulloh
slaru ketua BPD Pejarn dan

vawmcm dmge Bapsk Rosidi selalu

\vawcm dens Bapak Daya,r Selalo

Wawmcda detrgm Setrehris Des Pejaten
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PEMERINTIAII I'ABTIPATEN SER-{NG
KECAMATAN KRAMAIWATLT

Sehubmsm denga Prcses DdgdjuD Dtud Desq
qp&kb P.atud D$, P.JaF. \mo, ol tatru )ot)
P dapatlr dm Bettuja Dq pejarm ( ApB Des ) Tarb 2ot r.

Sel juhra mohon pERDes Tenrans A?ADer rs*bu! darat
le'mB(opflAo-nxr,.i r tpc.d'dDrrD ttuu 20.)

Dmikiar sud pemonom id kmi smpaiks, ails Felhatjuya kurj

II. KURTUAI

DESAPEJATEN
Aluat : Jalb Rnya cilcgon (r.09 p.iar{ (rmarelu

900/ 036 / Ds 29 Mr20l5 Y$. Aopal Canat tuohotuotu
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PEIVIBRINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU

Jn Raya Tasikard No.17Ietp (0254)230142

: Hat,l veriffktui Rrnoprn
tngerrrn P.DdoDrr.n d;n
Belanja Desa { MpaD€s ) Th.z01s

Kmhatw:tu,30 luti 2015

Berdasarten Sumt dari IGpala Ds:a psjaren No, : IOO/OAS/D|.Z9 /y|/2A75
tanggal30 Juli 2015 perihal lehohonan Ve 6lGsi RanahgernGgaran pendaDarm dai
Belanja Desa IMpBDes) Tahun 201s.

Bohenaan hat dimakud bersaha ini k@i

Ran.anga. PERDES tenrang ApBDes Desa peiatsn

menjadi PERIESApCDES,

Demikian untuk dalat diproses lebih bnjut

sahpaikan hasit Venfikasi

bnihun 2015 sudah darar

dd as perhrnanny: kamir.rfkin



RANCAi|GAI{ ANGGARAi.I PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA ( ApBDes )

TAHUN 2O{5

*ESA FEdATCH

I{ECAM&TAN I{!?&MATWATU
PEliiE &NT&it K_&&UPATEL\ SE&&tiG



PE]UERINTAH DESA PEJATEN
I(ECAIIIATAN KRAI'AiWATU

I(ABUPATEN SERANC

20ayd() PaE!€n Made oahB Nlsei

ija Dsa (APsDasa)i

Aigsa€i Psn&pdai Dai Boknja Neea€ i

oeosan PeEae]dE i tuGana

000



(r) bmpi€ i I R kian adsq,6n peidaparai Dn Beraij, D6sa
12) L:mptui l, tap@D Kskavabn Miik Desa
13) Lamp€n n. P@€m s.kron oa

psdus D6a irmu3'betu @eb@;hdaEka,

SEffiETAF S DESAFF]^TiN
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1."*.J Kr,cArvrATAN KRAMA'i'WAl u
ffi Jtn Rayr rasikardi No lz\etp (o254)no1a2

Nodor '900/!14 /&[Et fltr/2016
(ldarsdru, 24 Med 20r 6

B€d.sdktu Lapom t{ail PmdkM (LHP) Inspekod Kabup.ien Smng
Nomor : ?m/62rr6p.rr@t2015 T&B$l 30 ,Ei 2015 Tdu Arg8am 2014 drn
Tanu Pme.iks@ 2015, b€nw t6il bmllG&n@ &ebt *t€gai b*ikui

L Memblar kpoM P.n]€loggmn PEdsinta$o DH (DPD) Trhb 201a

s6uai denEm kerolurn y€ng b€rl.ku.

I-!-E-p!.!

r Nm., sui ruiE \ i rm dm-E(nmnitiir'd rd )

2 Mrogisi Buk! lnvokris Deo sen! nel.po*m hail inv.nLrisGi tMbut
I Mclmgkipi bDkri ,etuBgugjrsban s.b6& Rp.9.753.000.- dmgan rincian

: pengadre inmininGi dBA RD. 500.000,-, lE.8 d..i sM D.nylBr
Rpt00.000,- bilya lapo@ Rf 500.00q- , DolaMtai Rp 643.000.-,

KonsulraEi Rp 1000.0m,-, Pm.lih,@ kend@, din6 Rp. 750.00{,,
Kegiatu PKK Rp 5.000 000,- d.n rcgur.n lPM Rp 36u ,)00, (6dps Noh,

I Menwb&d ke *a de eb.s Rp. 6500.000,- e $ldo Fr 3l OLobtr
2014 dan mcnyepaikd brhi,4romya drn ddm ADPD hhrp I TA.20 t4
Medydo*.n ke k6 dee sehas;;Rp 34 500 ooo,dri dle ADpD Tanzp It
kem p€mbang@ w dm pIMa 6sil bdu dilak$n,Ian

Denitjo h6il remM dhbs uluk dopat dipeluni de disD.ite tepad!
K ror lnsptkoral ldbupah SeBns sbaeei salat salu syaot pcnstu D0D0 Des rA
20 16. Atas p€rhalian da k riamnya diuc.p*an Eritu kdih
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PEMERINTAH KABIJ PATEN SERANG
INSPEKTORAT

Jalan Djponegoro Nomo,1 T.tp. (02s4)100816 Srrrig

r

Apabila krdapa L4akhatr r.tLn p.,t\iLurrm. ikr .L(.pcnyempuhaarp*bai[ar 
se! a qaimana Nes inya

Deniki& B.rira A.stu TindakLanj i[ d brd L fh( il'l) dipe Suirtr ) nL.!!. r.L l

i. iP. t9llr090t 2(Jti02I l,lrl



PEMERINTAH KASUPATEN SERANG
KECAMATAI\I KRAMATWATU

DESA PE,JATEN

s.rr.nd.l: JLR yr Circaon XM.0s !€j!t tr xnDatyrru se ns

Nobor : 0?/D$29lXIIr0t6 Ksprd! Yrh. Brd.! KNrDln Bm$. {trn ?o]nflr

Dt-
Tcrpri

: Bada Kesabu Bdgs de polilik p6p Boicn
: !l.Kt{. }eh Naqawi Al B6bi p,tifra Sero!

Berda{km Mt ddl Selrtuid Daenh No.O7(l/3206/pd.Un2l)l6 tdb$at 02 Norembe!
-'nlo P*ih.l \mr Peabm6h@ Re*omenddi penetru . Kepata Dsa pqa,m temE(tu"Mru Klhup"rn <e6g dc g nst 6eb$ rsi IiaL Kebmbn Jar F.mbtnlm lasPfr.liri l.nbs PenSdoL@ AdrinisEr nra.m?n Xe esa Des piden bu 2oto
KeDada:

rlrhikjd SDr pemohod iji! ini dib@ uiut dikunui dhed kerdM ditmE
nelalalan keciabn ytus mcnyimp g ddi tujw de kerhhe yms bqtaku alss kerj;sMya kmi mspkm b yak Gdma ksih.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADN KESATUN BAI{GSA DAII POTITIK
,,,, -MWASAN 

pt SAT PEMER|NTAIiAN pRovtNst BANTEN (K'5BJ
hH. s]*r Namw' At-Bsntar. pa, md - s6Bns T.tp. (0251) 26?142 Fd, (O2sai 2671a3

NoMOR: 070/ppl379-K€sbangpoV2o15

Sera.g, 01 Septehbe. 2016
Kepada Yth ;

KeDala B.Ebn pemersbhrnUmuBsrrd, 
KahuDaten SeBnq

Terlmrir disampaikan Surar pemb.rilahuan pen,t,o.n [.pata Badjn k.<fi]d Brng Jdal Politi( Pmyrs: Banren Noror : 070/3Tq.tGsbrnspotfzol6 Enssal Or seplemieizo15t nbnsRsromehddlpenelih.hyancd,b4ikrnk;;a;a:

Naoa : 6ina pEm6wa.i

NIM/NIK/I{TP : 6661!22033

Ala@t : I(omp' pcr Blok B 3B No, 7 A RT/RW oo3/oo5 l(ellDesa.

Iudul Penelitia. : M.DaFEn Keuan8a Desa p€j.En Kecanabn

Kedaletun (ec. cibeber - Kob citeEoh

vsnarwatu K.bupateh seEnE rahun iols
Makud dan lujuan . Untuk nenaeEiui basainea maajen€D keuansa, djDes peFe, xeomabn Kramaem k"t,p"t""i""..g

DqJikiandisampaihn,untukn€niadip€r1imbang.n.

ANTEN
N POI,ITIK

Tenhusan yth :
(epa la Bada n xesba.s dan potiti k provinsi s, nhn



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAI{ KESATUAI{ BANGSA DAI{ POLITIK
MWASAN PUSAT PEII'ERINTAHAN PROVINSI BANTEN {KP3B)Jl.KH.SyeohNsawta"aanl tpatima-seEng relp.(0254)237142Fi.(0254)267143

Noiior : 070 /379-X€sb.rgDol /2016

SuEt (eM Pmdr Stutli llmu Adnidstui Nepam
unlvensEs surt n 

^cens 
Tltuyasr No;or:

247 lUN.43.6.1lpC/2076,.tzn.Eiat 24 Asustus 2016, perjhal
Pehohond Izin Meneri Dab.

1 Xepltuan Merren Dahm Neren Nonor 130 Tahun
2003 tcnbnc Orsahlsasi d.n Tata Kena Deo,tumen
DalamNes.rij

2. Peranen M€nteri oal.h Neg€li Noho.7 Tahn. 2014
tentanS . lerubah.n Aras PeBtuE Ment€ri Dalan
Ne8eri Nonor 64 Tahxn 2011 te.tans pedoman
Penerbitan R.komendasr P€nettian:

3. PeratuEn crhemu. Banten Nonor 14 Tahun 2013
rent ngRincisnT!8a!.FuoSsLdanTataxeiaorqaruJsi
PehnAku r DaeBh Provins Banrer

P.oposal Fng beE"ghb.

MEMBTRMAHUKqN BAHWA

6lha PhhesMri

Xonp. PCI Slok B 33 No. 7 A RT/RW OO3/005 Ket/Des..
xe&j.tun (ec Gbeber (ob Citeson

Manaleme, X€uanS:n Desa peiat€n l(e6@tan rhnae:hj
xabupater SeEngTahD 2Ots

septembers/d lanuari 2017

Untukmeh8etahur baga,mrna mJnajomen keuJnuo di Dcsa
PrFten Kecahatrn r<rama@tu XabupJten SeEn;

N]M/NIVI(TP



Sf,AELUM MEI,III(UXAAI PEN€LITIAN, A6AR N'EM6NXH'

L M!'dpor*"n k dibng.nnF, k.prda Bupru / \ranrob cq,Xeparr B.dan/ Isnbrheetud B&ssd dah po nr *empd dehsan EenunjukLn ;8. p"-o".rur,*"

2. Trd-dl dleturk-n met:kuktrn pcre[li /Suncy/ptc ydng bddr sesuai/ LdaI addErbnnya denFh Denelt an drmk(ud:
l lj:l_::1::: k y'*, p.tun nstrndary.h y?nB mrrdkx setu hensirdrhk a

aoar6nadarsetehpar;

,aprb.h m6a b.rldlianla Ssrl pehberiblurn inr sudah beEtntr, sedahgk/npdaEMsn penat'ti.n bdum sptpsL perp.ni"rBan pe,elua/s,*"y7erc \"diu"oratukan k.hbati kepada tnstans pemb.ri ijinj
Setshh des: midtiak:r K€rl:n penditjan/sJrey/pKl, ag:r seg-? metaporkih
na<dnya kpGJbehurcq.Xcpcla Brdan X.sbangdan potiriq pr;qnsi BanFn,

:::::^l:nl:Tlujl, '1a[?n grFbd lthbr,, dan dmFtakrtr rida( bsr,ru, apabrb
I"T1:: ?"-.f"8 suhr pembpnunurr in, oauk ."nu"ril*"ng ,a!nk 

"xerenru:n ketentu.n seDert reGebutdirii(.
(elaita senua instansi/lembaS. yang terkatr agar dapat hemaliuhinya

SehnE 0l SsprehhEr20t6



PEMDRINTAII KABUPATEN SERANG
SEKKETARIAT DAERAII

Jl. v.teEn rio, r Telp. (0254) 2oo955 - 2oo252 " 20075? ra}. (0254) 20 1952
SIBAIIO - PROVINSI BAIIIEU

STJRAI PEMBERIIAEUA]Yflf, KOMENDASI }ENELIITAAranor 010t 72i . pcm umroiol
S@r 

-dei 
Kalid KcMp,d o Naionat Bade Kestum Bange dd polnik

Piop Adm Notur I 0?o?P/379-Kesbangxtrol6 bgsrl ol s;phb,20j6,
perihal Ssrl PemohonD Pe.elitim.

Mogi.gat : I UndsS-UndosNmor I23 T0hu 2OOo touripemb. uku prcp. Banrei
2. Urdog Undlng Nomor 12 Tahun 2OO4 t{Lrng pemdrnah D&;h
3 Undlng - Uld.ng R.j Nmo! 3 Tanu 20 t 5 Tenb;g pedbahd Kcdua Ars

Un&ng Undmg Nomor 23 T0hun 2014 kntans p.;ed.hh Dae@h
4. PemtunnDaeElKlb. SemnsNomor 13Tah;2Olt ldllnspembeiruLai

Or8misi sddtuiai Dr@i do sekrer.rial DPRD Kab. se;ng

l. Nam rnstrNt / Orgdisi

Kdenruan

Bado K.s.@ Barr5a dd potrr* poD.Bero
Jl.Kh Sleh Naa.w' ,{-Atub' palmaiehnq
Lrtlmnsslls so5 Ms'

Sertemb.r 2016 s/d Jan@n 2Ol7
Pmdes Seda Kab SmB d& rs
Mma.remn Kebgd Des P.Dren Kqy\.mdrsdu

Untuhm.ng.lrhu bag mm mm4m.n k.hAsdr DAa

I xcdabsatr drlokaq. Obiet P.n.irlm !s 5egeE mpnbmbhultr repsda ormp.ratr Du.

' Diatrg-elakukin\.gsunj g menMmmng dri aJ@ dq k rdrr ytrgb6.j}u: SeLeerelilulan Pe.et'n,n dNa,,br& Nhp6,ts; hdr t.sDbmyc're;ad! Kedta sasLn
Pemenn6h&umum s.kleid Da.mi Kab setrc

Dikch&iandi rSerang
Prda ranqeal : 4-Z NoEmbs2ol6

aD SEXiETARISDAERAI{( B SliRANc
ASISTEN E]dAI]G.ADM]NISTRASI PEMI]RINIAj]AN

TembEan
I Yrh. Bupari Semns{SL).
I Y$ wakd Bupoli Senns (SL)
I Yth Sek€taris Dadah Kab SerongI Yrh kp!l. Bagian Pemerinhhan D$!;. ::..ceai xrsatraiu {.}.ss!4



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Gina Prameswari

Jenis Kelamin : Wanita

Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 30 Agustus 1993

Alamat : Pondok Cilegon Indah Blok B 38 No. 7A RT 003 RW

005 Kelurahan Kedaleman. Kecamatan Cibeber. Kota

Cilegon. Banten

Status : Belum menikah

Agama : Islam

E-mail : ginaaprameswari@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2006 : SD Negeri 2 Cilegon

2006 – 2009 : SMP Negeri 1 Kramatwatu

2009 – 2012 : SMA Negeri 1 Cilegon

2012 – 2017 : Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


